SALINAN

Menim bang

BUPATT MANGGARAI BARAT
PROVINS] NUSA TENGGARA TIMUE

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

o8 VIO .ff TAHUN 263+
TENTAING

SISTEM DAN PROZEDUR PENGELOLAAN

LOURARE T LI LA

DEMNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

batwa dakm rargka melaksanakan ketentuan Pagal 23
ayal [}, Pasal 2 oyal |3), Pesal 33, Pasal 73, Pagal 99
ayst (S Pasal 115 ayer {3), Fasal 124, din pasal 146 aym
{2 Peraturan Daerah Kabupsten Manggaral Barat Nomor
11 Tahun 2017 tentapp Peangelolaan Barane Milile Daeral
perlt  menetapkan  Peraturan  Bupat Manggaral Bars
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolsan Barang Mitik
Daerah Koabupaten Manggarai Barat

l. Pesal 18 ayat B) Undanp-Undang Desar Negara
Fopunbb fndopesm Talian 1943,

2 Undang-Undang Nanor & Talun 20023 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggaral Barst d Provinsi
Nusa Temgpara Timwr (Lembaran Megara Republik
Indotieaia  Tahun 20083 Nomor 28 Tambahan
Lo aman Negava Dopubik Indoncsa Nomor 42770

4 Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Fepublik
Indonesia Tahun 2003 Nemor 47, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1. Modeng Umh ng Nemor 1, Tahun 2004 tennang
Pethendaharaan Negam (Lembaran MNegara Republilk
Indones! a Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembemrmn
Megarn Repoblik Indonesia Momer 4355

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pan hermalian Poratir ran Perundangl'ndangan

—_— ———u = rrra

[Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 301
Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik



Indonesia MNomor 5234} =ebagaimana telah diubah
deapary  Uidaygg-Undagg e 13 Thauy 2022
terteng FPerubahan Kedoa Atas  Undang-Undang
Momor 12 Tahan 2011 tentang Pembentukan
Feratutan Perundanpg-Undasgsn {Lembaran MNegara
Repubilik Tndonegsiz Tahun 2013 Nomor 143,
Tambahan Lomharan Negara Hepublik  ndonesia
Nomar G801 ;

6. Undanglindang Momor 23 Telurn 2014 tentang
Pemenntzhan BPaerah  jLlembaran Negara Republik
ndonesia Talhan 2014 Momor 44, Tambabhan
Lonharan Megom Reputlil Indeoncs-a Nomor 55E7)
sebapaimanz telah diubah beberapa kali terakhir
dergan UndanglUndang Nomor b Tahun 2023 tentang
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undeng Momor 2 mhun 2022 tentang Cmta Kera
menmdi Undenal 'odeng [Lemberap Megarm Repohlil
Indonesia Talhm 2023 Nomor 41, 2 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 63580

TUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 12nteng
Admitmiatrast  Pemermitaban  (Lembaran  Negara
F"Ppﬂhﬁk Tndnmesia  "Tahun 3118 Namer 2979
Tambahan Lambaran Negara Hepublk Indonesia
Momor SH01);

8, Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 eniang
Standar Akuntanal Pemerintaban fem baan Negam
Republik  Indonesia  Tehun 2010 Nomor 123
Tambahan Lembaran MNegars Republit Iodovesia
MNomor 51635},

O, Peraturan Pemerintah Nomar 27 Tahun 2014 tenteng
Penigelolaan Barang Mibk Negara! Daerah {Lermbaran
Newars Repubbk Indeonesiz Takun 2014 Nomer 92
Tambzhan Lembaran MNegara Republik ndonesia
Nomor 3533} schagameana telah dwbsh  dengan
Peraturan Pemerintabh Nomer 22 Tahon 2120 tentong
Perubzhan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tamn 2014 tentang Pengelolaan Barang Miik
Negara/Daerah [Lembaran MNegara Republik Indoncsia
Talhun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 6522);

10. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2007 Eentang
Pembinaan dan Pengawsasan — Penlyelehiggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahupn 2017 Nomor 73, Tambahen
Lembaran Mepara Republik Indonesia Nomor 6041);

i1, Peraturan Presiden Nomor & Tabun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 12
Tahun 201 tentatip Pembentukan  Peraluran
Perandsangundangsn  (Lembaran Megara Rﬂpubljk\



Indonesia Tabun 2014 Nomoer 199

2z noan e e on Dales hepon e S%0R du
2015 rentang Pembentukan Produk Hukvum Daerah
[Berita Negare Republie Indonesia Talian 2015 Nomor
2036}

13. Peralwran Memterd Delam Neoger! Nomor 15 Tahun
2016 twmiang [Medoman Tegslsazn B aeng Mk
Daerah  [Berita Negara Republie Indeonesia Tahun
2006 Momor 547);

14.Peraluran Daerah Kabupaien Manggarai Barat Nomor
1 Tehun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Dporsh -Camasggen Mowonesd: Bansh  Lerhbra.g
Deerah  Kebupaten Mangearai Barat Tahun 2017
Nomor 11, Tambehan Lembaman Daerah Kabupaten

Manggera) Baral Tatun 200 MNomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetaphan : FERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN

FPROBEDUE PENATAUSAHAAIY BHARANG MILIK
DAERAH.

BAB1
RE TN TU AN UMUM
Bepan Kesatm

Pasal |

Dalan Peraturan Bupati 1 jang dimalkeud dengan;

L.
2,
3

+

Foosen niall Dagp el sedalaln Powerdilals Ralg prakell Meuigga a Beral
Bupatiadalah Bupat Manggara] Barat.

Dewan Powalkilan Rekyast Deerah ynop selanjutnya disinglat DPRD
adabh DPRD Kabupaten Manggarai Barat.

Peogelolz Bareng Milik Deerah yang 2¢lanjuimys disebut Pepgelola
Earat€ adeiali pojabat yang bovvomang dan borangmang jawab
melakukan keoordinasi pengelolaan barang milik daerah,

Perangkat Daerah yang sclanjutnya disetbai PD adalah  unsur
pembantu Kepala Deerah dan DPRD dalam penyelenggarasn urisan
pemenintahan yang menjadi kewenengan daerab.

Pepk o Penntous ghican Baromyp adalch Pimynisan PO yang merret nyal
fungzi pengelolaan bamng mikk daerah sclalon pejabat pengeiok
keuanpan dacrah,

Pengguna berang adalsh pejabat pemegpeg Kewenangan penggunaan
bamng miitk dasrah,

Unit kerio pdufeh bagisn PO yjang melabannelan spiu apsn beherams
program.

Angearan Pendapatan den Belanja Daerah yang selanjutnga disingkat
APBD mdaleh rencana Reusogan tehunan deersh yang ditelapkan



dengan Perda.

I0. Berarg Mlk Daeah yarg selanjuinys dislngkal PBMD adelah somua
bararg vang dibel atau diperolch aas beban APBD atau berasal derd
perde ban lainnya yeng sah.

11. Kuazsa Penpguna Barafypy MiiKk [Desreh selunjutnya disebut =
Kussa Pengguna Barang adalah kepala unil kerja atau p-B_FI- bal yang
ditunjuk oleh Pengguma Bamng untuk menggunakan bamang milik
daerah vang berada daam penpuassannya dengan sebaik - halkn_;l.ra_

12. Pejgbat  Penatausahaan Penggune Barang adalah  Pejabat  yang
rmclaksanakan ings: lafa usaha barang miik daeah pada Pengguna
Barang.

13. Pengurus Bereng Mitik Daereh yang selanjuinys disebut Pengartis
Barang adelak Pejabat dan fatey Jabstan Fungsional Umum  yang
dmeraly Wigas menguris bamng,

14, Penpurus Basang Pengelola adalsh pejabat yeng diserghi tugges
menerime, menyimpan, metgelvarkan, den menatausahakan barang
milik daerah pade Prjabat Penatatisahasn Barang.

12. Penguns Barang Pengpuna adalab fabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas METETIMA, [lenyrnparn, mengellarkan,
menatausahakan bararg milik daerah pada Pengguna Barang.

16, Pembentu Penpurus Barang Penpelola adalah pengurus barang yang
membantu dalam  penylapan  2dministrasl | maupun tekois
penatausehaan barang milk duerah peds Pengelola Barang,

17. Pembaniu Penguras Barang Pengpuna adalah penpgurus barang yarg
membantn  dalam  penyviepan  admimistrasi  magpun  teknis
penatausahaan barang milk daersh pada Pengguna Barang.

1%, Pengurus Barang Pembantu adalab vang diserahi tugas mengrima,
menyimpan, mengeluarkan, menatavsabaken dian mempertanppung
jawabkan barang milik daereh pada Kuasa Pengpuna Barang,

19. Penilai adalsh pihak yang melekuken penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yvoarg dimilikinya.

20, Penilaian adalahy proses Kegiaten untuk memberikan suety opind niku
atas asuall obwk penlaian berupa barang milik daerah pede sant
tertenii.

Z1. Penilai Pemerintah adalah Pendai Pemerintah Pusat dan  Pendai
Pemmerintah Dasrah.

22, Pengelolann Barang Milk Daerab adalah kescluruban kegatan sarg
meliputi  perencanaan  kebuuhan dan petgangearan, pengadaan
penggunaan.  pemaniaatan, penpamensn dan pemeTharaen
petulaian, pemundahtanganan, pEMUSHEANAL, pengla pusan,
penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

23. Perencenasn Kebutuhen adalah kegiatan merumusken mden
wkebutuhan barang milik daerah uniuk menghubungkan pengadasn
bamng vang telah lab dengan keadaan yenp sedang berjalan sebagai
dasar dalam melakukan tindekan yang aksn datang,

#. Rencana Kebutuhan Bamng Milik Daersh, yang selanjutnye disingkat
RKBMD, adalsh dokumen perencanaan kebutuban bareny milk
daerah untuk periode 1 (satw) tahun,

25. Penggunosan udolab kegistan yang dilelukan oleéh Pengeuns Barare {



dalamt mengelola dan menatausahakan barang milik dagrab yang
yesul dengan tupas doen fangst SKPD vang bersapghutan,

2, Pemindahtanganan adalah pengelihen kepemiliken barang  milik
daerah.

27.Penjusalan adalah pergalihan kepemilikan barang milik daerah kepada
pihak lain dengan menenma penggantian dalam benluk uang,

28. Tibah adajab perwatihan kepemilikan bamng deri pemerintah pusat
kepada pemerinieh  dacrah, antar pemeriniah  daerah, atau dact
pemenntah  dacrah  kepada pihak  lain, tampa  memperoleh
penggantian.

38, Pemusnahan Aadalah tindakan memusnahkan [wik  dangatau
kemmaatt barang ralik daemah,

3 Penghapuean edalah tindakan menphapus barang milik daerakh dari
dafier barang dengan menerbitkan keputusan dari pembat yang
berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang
danfatau Kuasa Pengoune Barang dan tangmeng jawab administrasi
den fisik atas barang yang berada dalam penguesaanmya.

31 Penstausahaan adaleh ranghaian kegiatan yang meliput pembukuan,
inventarigasl, dan prlaporan barang mhlik daerah =esuai dengan
ketoniuan peraturan perundang -undangan.

2. Inventansasi alalash  kegiztan  untuk melakukan  pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daersh,

33, Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupekan bukti
kepemilikan atzae barang milik daerah.,

34, Daftar bamng milik darah adelah dafiar yang memuoar date scluruh
harang milik daerall.

35 DPaltee barang pengguna adatlah daltor yang memuar data barang
mili¢ daaah vang digunskan och masmg-masing Pengguna Barang

3. Daftar Barang Kussa Penggura adhlah dafter yaog memuai dats
bamng mmlik dagsh sne dooubki o debh masinpmasing Rusass
Pengguna Barang.

37. Rumah MNegora addah bangunan vang dimilild Pemerintal Daerah
dan berfunpgsi sebagai tempat tHnged atauw hunizn dan ssrana
pembinzan keluarga seta menunjang pelaksansan mpas  peabat
danfatay pegawsas neger sipll pemerinteh deerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Paant 2

{1) Rusnp lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupatl mi. yarg mefiputi :
Kcbutuhan dan Pengadaan;

B
b Penggunaan:
€. Pengamanan dan Pemeliharaan;
d.  Penilaian den Pemindahtanganan
e. Pemuznahian dan Penghapusan
.  Penatausahaan Pernbinasn, Penpawasan dan Pengendalian,
{2y Satern den Prosedur Pengeloluan BMD schageimansa dimsksud harufl o H



)

4
=
3]

sfd buruffl tercantum deam lampiran yvang mefupakan bagian tidok
terpisahkan dari Peraturan Bupeli ioi.

Paszal 3

BMD meliput :
& BMD yeng dibell atau diperoleh atas beban APBD; atan
h BMD yarg berssal dari perolehan hinnya yang ssh.

BMD schagaimans dimaksud pada ayal i1, dilarang
digadaikanfdijaminkan  untuk mendapetkan pinjaman  atau
discrahkan kepada pihek lain sdagai pombsyaran  atas  tagiban
kepads Pemetintah Dmerah.

BMD sebmgaimana dimaksud pads ayat (1), tidak dapal disiia sesued
dengan ketertuan peraturan perundapgundangesl.

BMD yarg dibeli atau diperoleh atas beban APBED  gsebagairmana
dimaksud pada ayat (1) huraf a, dilengkap! dokumen petgadaan,

HMD yang DbDeresal dan perdehan laintiva yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] hurul b dilengksapi defumen perolehan.

BMD sehagaimena dimaksud pada evat (1) bersifet berwupd maupun
tidak bBerwupd.

Pagsal 4

BMD yang berasal dart perplehan lainnya yang sah schagaimana dimaksid
dalam pasal 3 ayat 1] huraf b meliputi

a.
b

c

d.

=

i1

burang yang dipercleh dan kibah/sumbangan stau yeng acems:
bararg yang dipercleh sebagal pelaksansan desr penaniian/kantrak:

barang yvang diperolch  berdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undanpgar;
barang yang dipercleh  berdeserkan putusan pengadilan yang

Elah mempunyu Kekustan huk i tetap: atan

barang yang dipercleh kembali dam hasil divestast ams penyeriaan
modal pemerintah dacrah.

Pasal 5

Barang vang diperoleh dace  hibah/sumbengatl  atew  sejenis
sebagaimana dimaksud dalan Pasael 4 hurif &  mehput
hibah/sumbangen aslau  yaop  sejens  dad negara Slembeaga
intesnaszional =emnal peraturan perundang-undangan.

Barang yvang diperoleh schagai pelaksansan den pegjenjandkontrak
sebagaimand dimaksud dalam Pasal 4 hurafl b antara lain berasal

kantrek karya;

kontrak hag hasil;

kontrak kerjasama;

perianjian dergan negara lun flembags isternasional; dan‘

p-.n::rpg'



e Retfa samng  pemerintah  daerah dengan  baden usaha  dslem
priyediaan infrastruktur.
Pasal 6
Peraturan Bupall ini malal berlhku pada tanpgal divndangkears,
Agar =setiap omng mengetahuinym, memerintahkat  pengundungan

Perafran Bupau #y  dengan peoempatannya dalam  Berita  Daerah
Kabupalen Manggarai Bara . ‘

Ditetapkan i Labian Bao
pada langesd W APl Zozg

SUPAT! MANCGGARAI BARAT,
TTL
ETHNSTASIUS ENLI

Dundengkan di Labuan Bap
pada tanggal [ Aprtl 2084

SEKRETARIS DAERAH
KABLUPATEN MANGGARAT BARAT,

TTD
FRANSISEUS SALES S0DO

BERITA DAFRAH KABUPATEN MANGGARA! BARAT TAHUN 2024 NOMOR <7




LAMPIRAN | 2 FERATURAN BUPATI MANGGARA[ BARAT

NOMOR : & TAHUN 2024
TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

FPROSEDUR PENYUSUNAN RENCAMA KEBUTUHAN BarRaNG MILK
DAERAH (RKBMLD} DAl RENCANMA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG
MILIK DAERAH {RKPEMD) BERTA PENGADAAN

L. PROSEDUR PENYUSUNAN RKBMD:
A Ertentuan Umamn
1. Perercanasan kebutubar barang mililk daerah metigacu pads
rencana kedja (Retja) Perangkat Dacmah
2  Perencanaan kebutuhean Barsng Millk Desrah di Perangloal
Craerah kecush untuk penghepusan, bopedoman pada:

a. sandar barmeng,
b, standar kebutuhan:! dan/atau

€. sandsr harga

3. Btandar barang sebegaimana dimaksud hwul a adelab
gpesifi kasl bamang vang ditetapkan =dbagai  acuan
penghitungan  pengadaan BMD  dalam  perencanazn
kebuiiuhan.

4. Standar kebutuhan barang sebagaimana dimakeud huraf b
adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagal
acimn perhitungan pengadasn dan penpggunaan BMD dalam
perencanaan kebutuhan BMD pada PD,

5, Standar harga Schogaimana dimaksud huwl ¢ edalaby
besaran harga yang dfecapken sebagal aeuan pengadasn
BMD delam perencanaan kebaraban,

6 Pengguna Bareng denfataun Kuasa Pengguna DBarang
mengusulkan EKBMD  pengadasn BMD  mempedomarn
standar barang den standar kebutuhen yeng ditetapkan
oleh Bupai.

Y. Penggatis Barang  tmenghimpun  usulan EKBMD  yang
disjukan clth Kussa Penpsnina Haramg yeng berada
Lnglungan SKPD yang dipimpinnya.

B. Pengguna Barang menyampaokan ustlan EKBMD  kepada
Pengelala Barang,

9. Pengelola Barang melaiukan penelaahan  atas  usolan
REBMLD bersama Pengguna Barang dengan memperhatikan
daia barang pada Penpgpuna Barang danfalazu Pengelola
Bararng.

10, Data barang prda Pengguna Barang danfatau Pengelola (



Sarang, antara lain:

8, laporan Dafar Bararg Pengguna bulanan;

laporan Daftar Barang Pengguna somesteran;

laporan Dafter Barang Penpguna tehunan;

laporan Deftar Bararg Penpelola bulanan:

laporan Dafter Barang Penpelola semeateran:

laporan Daftar Bararg Pengelola tahunan;

laporan Dafiar Barang milik deerah semesteran; dan

laporan Dalter Barang milik dasah tahunan.

11, Pengelote Barang dalam melalcukan penelaahan  dibamuy
Pejabat  Penatausalaan Barang dan  Pengurus  Barang
Pengelola.

12. Pejabat Penatausahasan Berang mengpakan angpota Tim
Anggaran Pemerintah Daerah.

13. Hesil penelaghan merapakan dasér penyusUnan REBMD d
.

14. Verifikag dan penelaah RKBLJAD dapat dilalukan bersamasn
dengan tahapan penyusungn Renp PO

15. RKBMD yamg tclkh dilctapkan oleh Pengelola Barang
digunskan oleh Pengmuna Barang sebagai dasar petiyusunan
Rencgna Kerje dan Angeatan PR,

16. REBMD pemchharaan BMD  tidek dapat diusulkan oieh
Pengmuna Bamng dab/ataun Kuasa Pengguna  Barang
ierhadan BMO yang .

a.berada dalem konodisi nesk berat

b. secdang dakm slatis penggunaan semeniara;

e, scdang dalam status untuk dicperasikan oeh phak lam;
dan/fatan

d.  sedang menjadi objek pemanfaatan,

17. RKPBMD  divswlkan oleh  Pengguna Barang  yanp
menggunalkkan sementara BMD dimaksud.

18. RKPBMD tidak terrnasuk pemanfagtan dalam bentuk pinjam
pakeal dengan jangka wakiu kurang dedb [enam) bulan.

19, Perencanaan kebutuhen BMD  meliputi, Pengadaan,
Prmeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahlanganan den
Penghapusan BMD.

20 Pereneanaan pengadaan BMD dituangkan dalam dokumen
REBMD} Pengadaan,

#. Perencanaan pemeliharsan BMD dittanghkan dalam dokumen
BRKFBMD .

22, Perencanaan pemanfartan BMDh  ditwangkan  daiam
dokumen REBMD Pemanfaatan,

23, Perencanaan pemindshtenganen BMD ditusngkan dmr

@ A an o



dokumen REEMD Pemindahlanganan.

24, Perencanaan penghapusan BMD ditsangken delsun dekumen

RKBMD Penghapusan.

Tata Cara Pepeleahan REBMD  Pompadaan dan REBMD
Pemeliheraan Barang Milik Daerah Fada Pengguna Barang

118

Kuasa Pengguna Barayg memywsun wulan REKBMD

Fengadaan dan EKBMD Pemelharaan di Imgkungan Kaasa

Pengglina Barang yarg dipimpinnya.

Kuasa Pengpuna Barang menyempaikan usulan RKBMD

Pengadaan dan RKBMBP Pemelharasn kepada Pengguna

Barang sodam bat -lambainya mnggu kedua bulan Mei,

Penggpuna Barang melghukan petelaahan  awes  wsulan

BKBMD Pengadaan dsn  RKBMD  Pemecliharaan  vang

disam pakan aolsh Kuase Penpguna Barang pada mingpu

ketiga bulan Mei.

Dakam penelaahan uaukhn REKBMD pengadsan dan RREWMD

Pemeliharaan vyang disampaikan olsh Koase Pengguna

Barang, Pengguna Bareng mengikl  satakan Pojebal

Pemateuaahaan Pengpana  Barang deth Pemgnirus Batang

Pengguna, untuk melakukan revieny lerhadap kebenaman dsn

kelengkapan wusutan RKBMD Pengadaan dan REBMD

Pemeliharaan |

Penelaahan eias wsulan REBMD Pengadaan dan REBMD

Femeliharaan yang disempaikan oOleh Kuossa Petgmina

Barang dhatamakan untulk memastikan  Kebsnaran daw

mesuzkan {trpnt] penyusunan  Usuian REKBMD  Pengadaan

yeng sekurang - kurangnya mem pertimbangkan:

a lkesosuaian propgram perencataan dan standar: dan

b. ketersedizan barang milk daerash d  lingkungan
Pengguna Barang.

Hasil penelashan ates usulan RKBMD Pengadaan yang

disempaikan ¢leh Kuesa Pengguna Barang digunekan cleh

Pengguna Barang dalam menyusun REBMD Pengadaan BMD

pads Urpkal Penppaina Bareng yang sekurangiuirangnysa

memuat informasi;

nama khesa Pengginag Barang,;

nama Pengpana Barang:

program,

kegintan;

data daftar barang pada Pengmina Barane danfatau

dafter barang pada Kuasza Pengeuna Barang; dan

[[ rencena kebutuhan penpadaan barang yveangdiserjai, (

oD oo



7.Ha :1 penelaahan digunakan oleh Peogpuna Barang dalam
menyusuy REBMD Pemclibaraan barang milik dasrab tinglksl
Perngpuna Barang yang Skurangkurangnya  memuat
inf srmast’;

name Kuasa Penggana Barang;

namg Petgpuna Barang,

namm barang vang dipelihara;

usulen kebutuban pemelibaraan; dan

rencana kebutuhan barang milik dasrah yang disetyjui,

penelaahan Pengguna Barang alas wsulan REBMD
Pengadaan dan REBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh
Kuasa Pengpune Barang ditandatangani Pengpune Barang.

9.  Kuasa Pengpuna Barang menyusun EKBEMD Pengadsan dan
RKEBMD Pemeliharaan berang milk daecral: berdasarkan hasil
pencleahan wuntuk disam paikan kepada Peogpuna Bareng
paling larmbat mmgpu keempat bulan Mel

10. Pengguna Barang menghimpun KEBMLD Pengadaan dan
REEMD Pemeliharaan dan Kuoasa Pengguna Barang untuk
disampaikan kepada Pengelola Barang.

11. Penvampaian REKBMD Fengadean dan REEMD Pemeliharaan
dilenpkapi suigt penganltar EKBMD sang ditandatangzani oleh
Pergguna Barang dan data barang.

12, Penvampeian RKBMD Peéngadaan den REBME Pemclibaraan
cleh Penpgpuna Barang kepada Fengelola Barang dilakukan
selam bat - lam batnya mingma kesetu bulan Juni.

El‘* D o p
(=}

Taa Cara Perelaphan RKKBMD  Pengadesn dan RKBMD
Pemeliharaan Barang Milik Daergh Pada Pengelola Barang
1. Peneclaghan eles REBMD FPengadaan berang milik daersh
dilakukan terhadap:
a Relevansi program dengan rencana Keluaran {ouipud
Pengguna Barang;
k. Cptimahsas] penpgunesn barang millk dzerah  yang
bereda pada Pengguna Barang: dan
¢ Efektivites penggunaan barang milik daerah yang berada
pada Penppuns Barang iclah semiai  peruntukannya
dakan rangka monunjang tugas dan fungsi D,
2. Penchahan ams RKBMD Pengadaan bamng milik daerah
seburang-kurangnya memper hetikarn:
i lcstsuman program pocncanaan dan standar; dan
b dap barang, '(



10.

%

Penclaahan atan REBMD Pengadaan bargng milk daorah
dituangkan dalam Hagill Penelaahan KKBMD Pengadean
harang milik deerah yang sekurangkurangnya memuat:
a name Kuasa Pengpuna Barang;

. namé Pengauna Barang:

L. prOgram;
d.  hkegalan:
e data daftar barang pada Pengguna Barapg dan/atau

daftar bararg pads Kuasa Pengpune Berang: dan
[ rencana kebuluhan pengadaan barang yang disetigjud,
Dalam melaksanakan penelaahan wsulan RKBMD Pengadsan
dart RKBMD Pemelibaraan barang millk dacrah, Pepgelola
Barang mengikul serlakan Poiabat Penatausahsen Barang
dan Penpurus Barang Pengelole uniuk menyigpken den
memberikan  pertimbangen  Terhadep kebenaran  dan
welengkaspan  usulan HEEBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemeliharaan  jang  dilaksanakan  selambadembainya
minggu kedua bulan Juni.
Penclaghan atas RKBMD Pemeliharazn barang milik daerah
dilakukan untuk melakukan teiashen terhadap date berang
milik daerah yang divsulkan fencans pemtiMarsanniya,
Penelaahan atas REBMD Pemeliharaan barang milk dacrah
sekurang -¥urangnya memperhalikan  daftar barang pade
Pengpuna Barang yang memuat informasi mengenai statug
bararg dan kondizi barang.
Penelpahan atas EKBMD Pemelibaraan barang millk daerah
dituangksn dalam hasil penelashan RKBMD Pemelibaraan
barang miik dierah yapg sekurangkurangnya oem s ;
nama Euasa Pengeuna Barang:

narma Prmgguna Barang;

nama harang yang dipelihara;

usulan kebuwwmhan pemelharaan; dan

. refcana kebutithan barang miltk darcrah yang digsetu joi,
Haail Penclagshan REKBMD  Pengadaen dam REKBMD
Pemelharzan barang milk daeah darl Pengguna Barang
ditandatangani gleh Pengelola Barang,

Pengguna Barang menyusun REBMD Pengadaan dan RREMD
Perneliharaan berdasarkan hasil penelaahan.

REBMD Pengadean dann REBMD Pemclibataan disam pakan
pleh  Pengguna  Barang  hepods. Pengelola Barang  palmg
lambat cunggu ketyga bulen Juni.

RKBMD Fengadaan dan RKBMD Pemeltharaan barang omilik
daeray dari Pengeuna Barang ditetepkan mergadi EKEMD‘

apnpp



permerinlah  dagrph  oldt Pengelols Bamang palng  fzmbat
minggn keempa! bulan Juni.

Pervusunan Perubahan RREMD den FKBMD delam keadaan
Darurat

b
2

A

Pengpuna Barang da pat melakukan perubahen REKBMD,
Ferubahan REBMD  dilakukan  sebelum  penyusunan
Perubahar APHD,

Pengelola  melakukan  penelazshan  terhadap usulan
Perubahan RKBMD;

Hasil Penelanshan RKBMD  Pengadaan dan  REKBMD
Pemchharaan bamng milk daerab dari Pengguna Barang
ditandatangani oieh Pengelola Barang,

Pengguna Barang menyusun REKBMD Pengadaan dan RKBMD
Pemelineraan berdasarkan hasfl penelaahan,

RKBMD Pengadaen dan RRBMD Pemeliharean disam paikgn
oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sesusf
ketentuan yang berlakn.

7. Peru bah an RKBMD Pengpdaan dan Pondbabhan RKBMD

10.

11,

Pemelinaraan barang milik dasah dend Pengguna Berabg
ditetapkan tonjadi Perubahan REKBMD pemetintah dkerah
okh Penpelola Barang

Dalam ha selelah bales sklir penyampaian REKBMD terdapat
kondisi darural, pengusulan penvediaan angparen  untuk
kebwluhan baru (e initiotoe) dan penyediaan anggaran
engka desar (baselne] dalam rangka repcana penpgadaan
danfatau rencana pemeli haraan  barang mitk daersh
dilakukan berdagsarken mckanisme penganpggaran SesUal
ketentuan peralluan perundang-undangan.

Kondigi daruwrat mebputt bencana alam, bencars mon alam
dait pargeuan keamanan skala besar,

Hasil pengusulan penyediaan anpmaran harus  dilaporkan
okh Pergguna HBarang kepada Pengelola Barang bersamasan
dengan penyampaian REBEMD Perubahan danfatau RKBMD
talun berikuinya.

Laporan digunakan oleh Pengelola Barang sebapal baban
perlimbangan tambahan dalam  penglaaben atas RKBMD
vang disampalkan deb Pengpuna Barang bersanpltan pada
APBD Perubahan tahun anggaran berkenasn dan fawu APBD
tabun anggaran berikutnya denfatau pemgakuean dalam aset
gpabie pengsdaan telgh  dilakukan mepggunakan Dana
Belanja Tidak Eerduga,‘



0.

PROSEDUR PENGADAAN BMD

1.

Pengadaan barang milik dacah dilaksanakan berdasarkan prinsip
efisien, efektd, transparan dart tlerbuka bersaing, adil, dan
akuntabel.

Pelaksanaan pengadean BMD dilakukan sesuai dengan ketentijan
peraturan perundang-undangan.

Fenpguns Barang wajib menyampaikan laporan I=eil pengadaan
EMD kepada Bupati meiahli Pengelala BMD untuk ditstapkan
RLZTS PenZ@UIaanny.

Laporan hasil pengadaan barang millk deersh lerdin dad laporan
hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan. ‘



. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAM
A FORMAT REBMD TINGKAT EUASA PENGGUNA BARANG

SULAN RENCANA REEUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH (RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ...

PEMERINTAH PROVINSI : NUBA TENGGAREA TIMUR
PEMERINTAR KABUPATEN : MANGGARA]I BARAT
PE MzOGUNA BARANG .

b BEMD Kehutn han | Bata | 3aftar Ha rang Yeg?a pa 1 | Kelaahan sl
Frogaom / ghat on ! iy M plkaliniam CHoptimalisasikan BT
Cruatpat . . 4 Kt
Kexde Mamia |

Kode | Nama | g | og | ih SRt

Bugng | Burang | A0 | St | o | osar | g " opcsing
L ek R T i

[P flJ sy {8 .

ELLE LN B L SRR

Kuasa pergguna Berang

Nama
NIP



USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD (RENCANA PEMELIHARAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG .........

PFEMERINTAH PROVING] :  NUBA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH REABUPATEN : MANGGARAlI BARAT
PENGGUNA BARANC :

Barmiig Liaulan kebutizhnn

o | PeoREm/ Kegiatan
Dutput

Kuasa pengguna Barang
Nama

NIP



RENCANA KEBUTUHAN BMD [RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA RARANG ...

PEMERINTAH FROVINSI ;o NUSA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAR KARUFPATET MANGGARAI BARAT
PENG.GUNA BARANG

1% ®§ &

: REBMD yang disstajui
Mo .
Pegrsm, jeegiatm Chlpr T - I =t Carm pirmeniibue

DupLL

DarpulL

Kugza pﬂngguna Barmg

Nama
NIP



RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD [RENCANA PEMELIHARAAN]
KUASA PENGGUNA BARANG ...

PEMERINTAH PROVINS! :  NUBA TENGGARA TIMUR
PEIMERINTAH KARMTPATEN MANGGARAI BARAT
PENGOUNA BARANG

e

Repcana Kebutuhan BMD Pemelihrraan
Yiarig Dimetujul

Hubrls poemelibnrmi | ] =l

Det... L |

Kuasa pengguna Barang
Nama

NEF



USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD (RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGLUNA BARANG ...

PEMERINTAH PROVINSGI : NUBA TENGGARA TIMUR
PEMERINT AR KABUPATEN : MANGGARAI BARAT
PENGGUNA BARANG '

Eebututan
AleiaH LR R T

P'I'E:E:l-'.nn'l.." b= T T

Haole M kg
Mo Kogiatan s )
P e Borong | & wang

Dwfinr barome vEdpt dioptirmadbsm E

Kode | Moma |
magl i Jih

Kot

[T =al b 1: 1] Jin

Kuasa pergpuna Bareng

KIF



USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD [EENCANA PEMELIHARAAN]
KLASA PENGGUNA BARANG .........

PEMERINT AH PROVINSL - NUSA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARAI BARAT
PENGGUNA BEARANG .

Frogram Harang Yang dipeliham Paurria _ —

-I:]I-.|_|1'|;|1|1'

i

Kua=za ptnppuna Barabg

Nama
NIP



PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN DMD [(RENCANA FENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARAND ... ...

PEMERINTAR PROVINSI : NHUSA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARAI BARAT
PENGGUNA BARANG

Permibahan Roncami

L ,
Mo Mraprimy Keglatin | Eode Mo Femule hrenjad BLAAM. mm I"s:ghln Pemenubisn | Hot
Output Bardig BarATE Ferubahan [Vang Disctujul]

----------- Frbp mamas

Kuasa pengguna Barang

Nama
NIP




PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PFEMELIHARAAN BMD (RENCANA PEMELIHARAAN]
RUASA PENGUUNA BARANG ...

PEMERINTAH PROVINSI 1 WUSA TENGGARA TIMUE
PEMERINT AH KABUFATEN : MANGGARAI BARAT
PENGGUNA BARANG :

Euaze pengguns Buarsng

Nama
NIP



B,  FORMAT RKEMD TINOKAT PENGGUNA BARANG
FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBEMD (LEH PENGGUNWA

BARANG
FEMERINTAH KABLFATEN MANGGEARAI BARAT
DINAB/BADAN/KELC.. ..
s oicasy TDedmn  (RENEE] aas
Momor Kepada

Lamp : 1 jsatal jepitan R R TR R R
Perihal : Hasil penelaaban 0 ... P ——

...... Tempat

Behubungsn denpen sural Saudara Nomor. ... tangeal
..... tentang usdan Rencana Kebutuhan Barang Milike Daerah
(REKBMDy Tahun ..... pada ., pade pringipnys kuw meonyeruji
RKBMD scbugaimera disraikan pads lsmpiren sursl in.

Untuk  selanjutnya, Hasil Penelaahan RKEKBMD dapa
dilaletanakan dengan ketentuan sdhapan beriku:

1. Hasil Perglaahan paulan REBMD menyalikan il srmasi
berypa safuan barang milk deersh yang direkomendasikan
utityk dilalnkan pergadasn datifatan pemeikaraan,

2 Hemil Penelghaan 1zufan REXKBMD pergadaan dan RKBMD
pemeliharaan  cdengan  memperhatikan  ketersediaan

aNgpaTan,

3. Hagif Pendashan uzuen RKBMND dapat diusulkan okh
Kunsa Peppguna Harang kepads Fergguna Barang untuk
diakukan perubaban menjadi REBMD Kuasa Fengguna
Barang.

4 Baas waktu penyampaian perubahan schagiomana
dimakaud pada atpha 2 di ats paling lavbat Blingm
keempat budan Nei,

Demiran nmuk menjadi perhatian den tenma kasih. ‘

Kepalk Dinas/Badan/camal....
Selaky Perngguna Barang

Mama
NI

Temipusan @ dengan hormat disamppaikan kepada :

1. Bupeti menggarai Barat o Labuen bajo (selap)

2  Kepaja BPED kah Manggaral hara di Labuan Bajo;

3 Inapektur Kabupaten Marmpgarar Bara di Labuan Bajo.



HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUKAN BMD (RENCANA FENGADAAN
KJARA PENGGUNA BARANG ...

PEMERESTAH PROVINSI :  NUSA TENGGARA TIMUR
PEMERIRT AH KABUPATEN : MANGGARAI BARAT
PENGGUNA BARANG

Bl
4

: HBarapg ¥ Kehukihan Kebuwuhan
Linglan £ KBATD Eshutuhan | Leats Dafter E Y ang Dt

MRk ML Mwh“ Fid B0 whapnen AMD
. O
. Yuip Diliualiiar* e ki KeL
Progrem kegssany) | Kode | Nama | pe | oo | oot | osar | ™0 |vama beg| OB | s | o | st Jih San

Pefbatl penataunabn B

Pen gguns HIF
2 Pen gurus Barang Penggune
3 Pejgbat PenatAusaha By di

Pengelola
4 | Pen gurs Barang t KPA




HASIL PENFLAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD IRENCANA FEMELIHARAAN]
KUASA FENGGUNA BARANG ...

PEMERINT AH PROVINSE . NUSA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUFATEN : MANGGARALI BARAT
PEMNCOGUNA BARANCG H

Ustilin Kebumham Jumlehkebon then
Raruny Yang Dipelibarmn Pemeliharuan Pemelihamad vang disengul Ket
iy
Pragrum kegluinn | Kode Brg | MameBrg | Jih | sat Staius Kondis: borang | m&m g | Snt ikt Bat




USULAN RENCANA KEBUTUHAN PENGAITAAN BMD (RENCANA PENGADAAN]
PENGGUNA BARANG ....... -

PEMEEINT AH PROVINSI + NUsA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGUGARAI BARAT

Kehutuhan Data Dafar Baomp Wog Dapat | Kebngtwhan Bl
Usulan BMD Mkl Citima Usasi ean BRL | ”
—_— . - — - - - = utl

Kode | HNamno .
E:Eﬂgmqumsﬂ

TR .-.: -
oF ol [T - o N -
e i e T LA ¥ - [
= i %

|
iHﬂ. Proygram /| Kegiitan | Chotpat
|

Fadgdipl vemnmiby] mesE

Pepgguna Barang

Nama
NIP



USULAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD IREINCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG .........

PEMERINTAH PROVINSI @ NUSA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARA] BARAT

Barang Usulan Kebutuhan

Program Kode
- Kematan/ Chatput B :

..léu--- --.]-.]:tnr: ;llﬂ g

MNP



RENCANA KEBUTUHAN BMD (RENCANA PENGADAAN}
PENGGUNA BARANG .........

FEMERINTAH FROVINSG] . NUBA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH EABUPATEN : MANGGAEAL BARAT

L1l ! RKEMD
| No Program/ Kegiatan/ Ouiput

Kussa pengguna Barang
Nama
NIF



RENCANA KERUTUHAN PEMELIHARAAN BMD [RENCANA PEMELIHARAAN)
PENGGUNA BARANG ........

PEMERINTAH PROVINGI o NUSA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARAL BARAT

RencanglKebatuhan
Program Rencana Barang Yang Pelihara BmD P‘:rgilmmnul Yang
=iy
He Kegiatan / —— L
N Status Eondisi Ba ; M T
Crutput Kode afnE s & 1 b . i | Ha

I D T (s Vil e i | %2 s b s 38—

JIh St

Hmaap:ngunn Barang
Mama
MIP



FORMAT  PENYAMPAIAN  HASIL PERELAAHAN  USULAN
PERUBAH AN REBMD

PEMERINTAK HABLPATEN MASGGARA BARAF
DINAS/BADAN/KEC.. ...
0L ) PR 1.1 | « PR {17 . £ ———

=

Momor Repada

Lamp : 1 jsawl jepitan
Perihal @ Hasil penelaahan asulEn 0 e

Perubaban RXBMD eli
Tahun Anggaran...... Tempat

Sehubupgan detigeR aurat Saudara MNomor: ...
tanggal ... tentang  wsan  Perubahan Romcana
Kebutuhan Barang Miik [Deerah (REKBMD] Tahun ...
peda ... pada prinsipnya kamy menyetppu RKBMD
sebapaimants diuratkan pada lampiran surat ini

Untuk selanjuings  wtsulan  perubahan  EKBMD
depat dilaksanakan dengan mempertimban gkan
keatersediaan anggaran.

Demilaan utituk menjadi perhatian danl wrinma Y
kaaih

Kemate Tinasf Badan/camat....
Selalmy Pengpuna Baratg

Mams
NIP.

Tembusan : dengan hormat disarmpaikan kKepada ;

1. Bupati manggarai Barat df Labuan bajo [sclapt

2, Kepals. BPKD ksb, Manpgarai bara di Labuan Bajy

3. Inspcktur Kabupaten Manggarai Berat ff Labuan Bag.




FORMAT PERUBAHAM HASIL PENELAAHAN EKEMD FE mCADAAN OLEH PENGGUNA BARANG,

PERUBAHAN HA SIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH {PERUBAHAN
RENCANA PENGADAAN)
KUASA PENGGUNA BARANG ...

PEMERMNTAH PROYINEI : NUBA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARA!I BARAT
FENGGUNA BARANG :

i Kebutuhan Rl | Penslnahan Perubalban Rencana |
Usulnn Perubain Renana Kebmtuhan Pengadasn Barang Miti] Kebutuhan | Dazs Deftar Barmng Yoog ‘:“ E h'.nhumhtn' o

[apot DEoptioalicn Dierah Yang Disetujul
Kodle Bt g | JU | sat | Jib Sat <h Bai

2.."”.-."'—']1 Taoamaim

- N G e L

H saha ' H;;-
.2 JEEVNA
2 Pe_nguria.Bareg Pengruna
X T igjabat Penateussha Brg 4
Pengelola
14 Pengurué Barang 4 APA !




PERUBAHAIY HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD IPERUBAHAN
PEMELIHARAAN)]
KUASA PENGGUNA BARANG ...
TAHUN ...... S

FEMERINTAH PROVINSI + NUSA TENGGARA TiMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARAI BARAT
FPENGGUNA BARANG -

- Al rhutnhan
o Barong Yang sang diusalkan ntuk dipelihams Pﬂﬂtgﬂam T SR hmm . s | K

j,-at pena

1 saha Brg =
Pengguna

) Penguru® Barag Pagguna

3 Pep het Penatawsaha Brg di

Pengelola

Pergurs Barang di K4

dka




USULAN PERUBAHAN RENCANA KERUTUHAN PEMGADAAN BMD [RENCANA PENGADAAN)
PEMCGGUNA BARANG ...

PEMERINT AH PROVINSI - NUSA TENGGARA TIMUE
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGOGARAI BARAT
| - Sermule MeTeae Bz mm"; Ewaftar barang vg dpt dioptimalicn m%‘ﬂ;" Rl irat,
" | weglatan/ 3k - T 1™ e mamabtrg| Jm | Sm | gm | B
Pengguna

Nama




USULAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD [RENCANA PEMELIHARAAN]
PENGGUNA BARANG ........

FEMERINT AH PROVINSI : MUSA TENGOARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARAL BARAT
PENGGUNA BARANG :

Barang Yaug Dipelhars e Mt [ — Mrmjsidi
I S B I e — :'

—

rrrrrr #F sadadin] mmmii

Pengpuna Barang

MNama
NIP



PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD [RENCANA PENGADAAN
PENGGUNA BARANG .........

PEMERINTAH PROVINSL : NUZA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEIN : MANGGARAI BARAT

Program Kode Namn SEMULA MERJADI Alusan Maburatian | Deasriban —_—
N | Kegiatan; Qutpur | - Perubahan




PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD [REMCANA FPEMELIHARAAN)
PENGOUNA BARANG ........

PEMEREINTAH PROVINEI : NUSA TENGGARA TIMUK
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGGARAI BARAT

Nama | semuln Menjadi dlaman | Perubtahan Rencons Kebuluban Ket
pemelihmrg| Hh | sad | J | sst Femaliharaan BWMO Yeng Disetujo

po | Program) |
kepjratan Kode
Clutpul

......

'I{mma FEI'L-‘gg'una Baang
Nama
MIP



.  FORMAT RKBMD TINGKAT PENGELOLA BARANG

FORMAT PENYAMPALAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH
PENGELOLA

PEMERINT 4 H KABUPATEN MANGOARAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl, Frans saled Lega-lebuan Baje, Flores NTT

Momor

Lamp
Perthal

Kepads
1 way jepitan
Hasil penelaaban FKBMD
Talun Anggaran ..... di
Tem pat
Schubungan dengan surat Saudara Momors ... engeal

coeer temlang wiilan Rencona Kehurshen Bareng Mik Demsh

(REBMIy Tahun ..., peda ... pada ponsipnya kam meoyvetupm

REBMD srbapaimana digratken pade lampiren surat m

Untuk selanjutnya. Hasil Pepelaahen REBMD dapa
dilaksarakan dengan ketentuan sdagai berik:

. Hasil Peneleahan usulan REBMD menyajkan Aormasi
benpa satuan BMD  ymng  dirckomendasdoan unoul
dilzlukan pq'pgﬂd-ﬁ-ﬂl‘-l dﬂnfatﬂu pemelihaman,

2, Hapidl Penelahastt osulan EKBMD petigadaan dan RERMD
Pemelhbarasn derigan memperhatikatn Hetersedigan
ANgEATAT .

3. Hasll Peficlaahan wetlan REEMD tapst dicdulkan oleh
Pengguna PBarang kwada  Pengelola Barong  untuk
dilakuksn perubahan menjodi REBMD Pengguna Barang,

4 Bass wBlMU penyompaian  pervbehan zebaprimana
dimakaud pods arpgka J o ates palng lambat Minggo
h:u'ga bviac Junl,

Dermikian nntuk menpdi perhaian dan terima "
k=il

Selretarss Daerzh Kebupaten
Manggrrat Barst selaln Pengelola
Bamng

MNama
Pangkat
NIP.

Tembugan : dengan hormat disampaikan kepada:

1. Bupatlmangparai Bara di Labuan bap {sclap)

2. hepala BPED kb, Manggeras barat d Labuan Bajo

3. Imepektur Kabopaten Manggaral Baral di Labuen Bajo,




HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BMD (RENCANA PENGADAAN]
PENGGUNA BARANC .........

PEMERINTAH PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUER
PEMERINTAH KABUPATEN : MANGUARAI BARAT

Hetypg han | [Dita Daftar Barang Yang Dapat | Kebutihan
iguian REBMI Mkt Poptinmmlio Wil BIM LD Kehutuhsn Pemelilsarean

Sat

sariieiateh I
| Pejpbax penatausaha Brg di s
Pengelda "HWIP
2 Pengurus Bareg pada
Pengelola -
3 rejabal Penatausaha Brg d
Pean g i




HASIL PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD IRENCAMNA
FEMELIHARAAN)]
PENGGUNA BARANG ... ...

PEMERINTAH PROVINGI + MUSA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH EABUPATEN : MANGGARALI BARAT

. ; Jumnlall Kebatohan
Barang Yunjg Dipeliliars Prmalih Liirl

Mama Stamun
ore | M| ™| By [ TR

' Pe]abat Nams
Pengelola -

2 Fungumﬂ Barag patla
Pengelole
3 Fejabat Penataudaha Brg di

Penggina




FCRMAT RKBME PENGADAAN KABUPATEN.

RENCANA KEBUTUHAN BMD (RENCANA PENGADAAN]
EKABUPATEN MANGGARA] BARAT
TAHLUIN ANGGAEAN. ...

Pemenuhan kebutuhan
BMD

ol
T AT Y

ﬁtﬁ.ﬂ.‘l‘u. : I. ..I

ER -
A A S R P —

Pengelola Barang
Kabupaten Manggarai Baret

NWama
NIP

Pangkat



FORMAT REBMO FEMELIHARAAN KABUPATEN.

RENCANA KEBUTUHAN BMD [RENCANA PEMELIHARAAN]
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN ...

Ko

PEREEINa
Blarang, Program
Keglitan fOutpal

Eencana Kebutuharn Peeneliharan B0

I Haring Yang Ditsufkan Untuk Dipeliha Yang DHsetufus

Jih dar

PR FEEEE AL B R g ri g r b AR A L

Pengeiola Barang
Kebupaten Manggarei Bars

Nama
NIP
Pangkat

Het




FORMAT PEMNYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN LUSULAN
PERUBAHAN REBMD OLEH PENGELOLA BARANG.

PEMERINTAH RABUPATEN MANGGARAL BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Frans sales Lege-Labuan BHajo, Flares

NTT
Nomor Kepada
Larnpr o Jfaatuligepiteem: z=000 0 acsssesseesnibaois
Perihal : Fenyvampeian Hasil &= =0 coseossssssssssssiraiesssninin
penelaahan Perubahn di
RKBMD Tahun Tem pat
ANEEATAT......

Sebubungan dengan suratl Sauvclara Nomer ...
tanggal ..., tentang  uUsulan  Perubshen Hencana
Kebutuhan Barang Milik Deersh (REKBMDY Talun ...
peda ... priosipoya  kami meovetitjul dengan  hasit

Prnelaahan Perubahss REEKBMD zebagaimana diuraikan
pecda lampiran surat ini

Untuk gelanjutnya usuan perubahan REKBMD
depat diaksanskan dengan memperiimbangkan
ketersediaan anggararn,

Demildan untuk memjadi perhbetisn dan enma I{.El.E-lh.'\
Sebkoretarts Dasrah

Kabupaten Mariggeral Bam i
Selakuy Penprelola Barang

Pangkat
NIP.




FORMAT PERUBAHAN HASH. PENELAAHAN REKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG,

PERUBAHAN HASIL FPENELAAHMAN REIICANA KEBUTUHAN PENG.ADAAN BARANG MILIK DAERAH {PERUBAHAN RENCANA PENGADAAN)
PENGGUNA BARANG ...
i || ——

PEMERINTAH PROVINSI :  HNBA TENGGARA TIMUR
PEMERINTAH KABURATEN : MANGGARA] BARAT

[Usulen Perabatan Rencana kebatuhen Pengadasn Garang Milik

Kebinfuhan | Data Dﬂ.I'I:H-I' Hﬂmnl'fmm Nepat IEH' II"": 'm Rencann Kebutuban o
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aliu. e > T
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i3 PF_-I‘.‘rE: nﬂtﬂuﬁ-ﬂhﬂ. d - . Nama
Pengel ola = o

2 | Pengurus Barag & Pengelda
3 Pejabat, Penatausaha Brg

Penggure




PERLUBAHAN HASIL PENELAAHAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHAEAAN BMD [PEREUBAHAN
PEMELIHARAAN]
PENGGUNA BARANCG ........
DM EEN  vmeiise

PEMERINTAH PROVINSG] - NUSA TENGCARA TIMUR
FPEMERINTAH KABRUFATEN MANGGARAT BARAT

Perubuhan Rencans Kebutunan |
Pemeliharaan BMD Yarg Disetujui

|___Barmng Yang yung diusglkan gntuk dipetibara |, | Sesuls | men@d)

H Jdth = CIE R pop ol M Jih | Sat

Praagiam / Keglrtan
Flhutput

N r

Telah difericsa olch
g ] Pejabal nmauaaa Beg o e
Pengeiola in“

Perignuris Berag di Pengelola
Pepbat Penatausaha Brg
Pengguna




PERUBAIIAN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BMD
[RENCANA PENGADAAN)

KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGOARAN .....

Semuiki

Alasan
Perubahan

| Pengedasn B Yang Disstujul | o 20
Jih Sat

Ferubahen Hencana Eﬂh‘utﬂl:lm

i s

Penpelola Bacang
Kabu paten Manggarai Barat

Nama
NIP
Pangkat



Pendana

Biprmeg  Progreen

Kegiatan Sutput

Barang Yung diusulkan untuk dipetibarmn

Kode | Narma

Brg

PERUBAHAN RENCAMNA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BMD
{(RENCANA PEMELIHARAAN}

RABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN ANGGARAN

. Bat

Statun

Herdind B

B >

Spmuli Menjadi

Pengcleola Barang

reE reEoa

+rrrrr e rSplrp P R R

Kabupeten Mangearur Baret
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PENLTLF
Demilden pedomen teknis i dibuat guna dipedomeni delam

pelaksanaan perencanasn pengadazn dan pemebharasn seta
Pengadaan  Bararg  Milik Dacrab  dilingkungan  pemerintah

Eabupaten Manggaral Bareat, \

BUFPAT] MANG GARAI BARAT
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LAMPIRAN 1I : PERATURAN BUPAT! MANGGARAI BARAT

ROMOR v S TAHUN 2024
TENTANG . SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAL

PROBEDUE PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

1 FPROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK

DAERAH
A Penetapan Status Penggunaan BMD oleh Bupati, dilalaikan
denpan :

. Pengpuna Barang mengajukan permchonan petetapan status
pengElinesn barang milk deerah yang diperolsh dad beban
APHELD dan perclehan laintys yang =dh kepadz Bupad,

2 Pengajuan permoheonan  dilalodian  setelah diterimen ya
barang milik daersh berdasarkan dokumen penerimaan
barang pada tzhun snggaran yang berkenaan,

+  Permohonan penetepan  altud  pengpunean bamog  milik
dacrah diglukan secara terlis oleh Pengpuna  Bacang
kepadaz Bupeei paling lem bat pads akhir tahun berkenaan.

4. Bupati menerbitkan kepuatusan pelletapar staliuzs
Prhgflingan barang milik daerah setisy tabun,

5. Pengajuan permchonan  penctapan  StelUs  penggunaan
bararg milk dzerah berupa tanah dan  bangunan  oleh
Pengguna Barang dsertad dokumnen, antara f=in
B [otokopi sertifikat.

L. [otokopi kin Mendiriken Bangunan (IMB)

c, lotokopi dobnimen peroiehan.

«. Berita Acera Serah Terims [BAST),

c  foiokepi dokumsn perolchan lain (Kontrak kerla).

6 Pegafuan permohortan barany milik daergh selain tanah
dan/atau  bangunan oleh Pengguna Arggaran  disertai
Dokumen :

a.  fotokap! dokumen kepemilikan; danjfatay
b, fotokopi dekumen perolehan,
o fockopi dokumen pelaksanaan arggaran
b, [olokopi dobkumen perolehan,

¥Terhadap BMD berupa tanah hehun memiliki sertifikat, maka
dekturnen dimaksud dapat digant dengan

alda jual bels;

Tk

[etter L

durat pernyatoan pelepasan hek alas analy:

surar keterapgan lurab atau kepala desa, jika ada;

berita acara penerimaan trkait perolehan barang:

ata

dokumen laifl wang setare dengan bukti kepemilikan, ‘

mapa o

=




B, Terhadap BMD berupa bengunan belum memiliki IMB dan
dokumen perolehan dapat digang dengen surel pernyatasn
dari Pengpuna Barang yang menyatokan bahwa bangunan
lerse bt digurekan untuk penyelenggaraan Rigas dan fungsl
PD,

9.  Terhadap BMD berpa tanah dan bangunan sang diperaleh
dari APHD belum memilda setfikat, [MA, dan dolumen
perolehan  dapet  digami dengan surat  pernyatasn  dard
Penpguna Barang yatg menvatakan babwa  tanab den
bangunen terschut digunakan untuk penveltnggaran hagas
dan fungs: FO.

I, Terhzdap BMD berupa sélain tanah dan babpgunan VATIE
dipercieh dari APBD belum memiliki dokumen kepemiltkan,
maka dolumen dimakesd dapat diganti  dengan  surat
perITiyataan deri Penggunm Berang yang menyplakan bakwa
bamng milk daerah sdain tanah dangatau  bangunen
;fésehut digunakan untuk penyelentiggaran Tgas dan Flargsi

1. BMD yeng behrn memilikl dokumen kepemHikan tetap harus
menyeiesaikan pengurusan dokumen kepemilan meskipun
telel ditetaplean status pengpunaan BMWD

12.Penigeioln Barang melakuksan ]jlznf_'li'[iﬂﬂ Alay  permehonan
PEliels pan status pengeunsen BMD dan Penpgguna Barang,
Penelitian  dilekukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan,

13. Dalam hal heeil penelitian ditermukan dekumen kclengiapan
belum mencukupi. Pengeltla Barang da pal |
a memintd keterangan atalt d=a tambahan kepada

Pengguna Barang  yemg  mengajukan permchonan
Penetapan status peoggunaal BMD; dan/atau
b. melakukan pengecekan lapangan,

I4. Kegiatan penelilian Pengelela Barang dilakukan terhadap
BMD} berupa tarmb dan/fatau bengunan serte BMD sdain
1anah  danfatau  banpunan  yang memiliki  dokumen
kepernilikan alau dolumen 1 yang sah,

15, Berdesarkan hasil penglitian Pengelola mengajukan kepaga
Bipati puns menetaphan stamus petggunaan BMD, yarg
ditetapkan dengan Keputusan Bupatd

16. Dalam hal Bupati lidak menyetujli permoheonan Pengguna
Barang Bupati melalui Pengelola Bareng menerbitkae gurat
Peniolakan kepada Penpruna Barang discrtad dasan,

Peneta pan Stetus Penggunaan BMD clch Pengelola Burang,

dilakuukan dengan:

1.  Pengelela Boamng menétapkan slailus penpginasan  baraog
berdasurkan kewenangan yang didelegasikan olch Bupati

2 Penctapan siatus penggurnsan barang oleh Pengelole Barang
melalui mekantsme: ‘:



a, Pengguna Earang mengajukan permchonan penectapan
statua penggunean BMD yang diperoleh dad beban APBD
dan  perclehan  lamnya yang =sah kepada  Pepgelola
Barang.

b. Paganuan permohonan dilakukan seidah diterimanya
BMD» berdasarkan dokumen penetimaan barang pada
tehun mggaran yang berkenaan.

¢ Permnchonan  penetapan 5t2tus BMD  digjubkan sccaa
tertulis oleh Fenggpuna Barang keépatda Pengelola Barang
palng lambat padn akhir @hun Yerkenaan.

4  Pengajuan  permohonan  pefidlapan  stetus  pefggunaan
barang milk doergh disertal kelenphkapan dokumen yang sah
dan benar.

4. Terhadap  penpapsan  permohonan penctapan  atatus
penggunaan BMDr dilakulan penelitian, berdesarkan hasil
penelitian  Pengelola Barang menetapian status pengpumaan
BMD .

3 Dalam hal Pepgelola Baramg udak menyemjui permohonan
Penggune. Pengelola Barang mensrbitkan surat penclakan
kepada Pongguna Barang <disettai aksan,

PROSEDUR PERALIFAN STATUS PENCGGUNAAN BARANG MILIK
DAERAH

1.

2

£l

Barang milik dacrah dapat dilakuken pengaithen status
PeHERUNAARN,
Pengalihan status penggunaan dilskukan berdasarkan: Ingigtif
dari Bupati dan Permohonan danl Pengguna Barang,
Pengalihan stetus penepunaan BMD berdasarkan inisiabl dard
Bupali dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dabulu kepada
Penpguna Barang.
Pengalinen  statu=  penggunesn BMD dari Pengpuna Barang
kepada Penggunu Bararg lainmys untuk penyelenggaraan tugas
don fungs! dilakukan berdasarkan persenijuan Bupats,
Penpaliben status penggunaan  dilakukan terhadap BMD yang
Ierade dalam penguasaan Pengguna Barsng den tdak digunakan
cleh Pengpuna Barang yang bersengioatan.
Pengalihan status penggunasn dilaltukan tappa kompensasi dan
tidak difkuti dengar pengadaan BMD pengganti,
Pengalimn status penggurman BMD  berdasarkan permobonan
deri Pergguna Barang dilakulan dengan pengajuan permohonan
gsecara tertoliz oieh Pengguna Baang kepada Bupati, paling
sedilo memuat
a deta BMD wang akan dislihkan status  peppruacasnnys,

antara lain :

v kode barang:

v Rade pepster

¥ nama barate,

¥ jumlaky;

¥ Jenis; ‘(



L

12,

I,

15,

nilai perolehan;
rlal penyusutan;
nilai buk;
lckasi:

laas; dan

tabun perolehan,

h. calm Pengpune Bereng; dan

c. penjelazan sate  perimbangan  pengelihan stalus
peipgunaats BMD,

d. Dilampirkan uga dokamen :

v lotckopi dafter BMD;
v surat  permyatasn  yang  memuat kesediman  cabo
Pengguna Barang bard untuk mencnma pengalhan
BMD dan Pengguna Barang lama
Penpelola Barang mdakukan peneclhiban @as permohonan
pergali atatus  penggunaan BMD  deri Pengguna Barang
penelitfan  difakukan terhadap kelengkapan den  kesesuaian
dokutnen yarg dipers yaratkan,
Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengeloiz Barang
dapat:

a. memmia keterangan al=u data tarmbabon kRepada Pengpuna
Barang wng mengajulkan permohonan pengaliban  status
pettggunaan barang milik daerahy dan

b mecmiola konlirmasi kepada calon Pengguna Barang baru,

Berdasarkan hasil penelidan Bupatt memberikan  perseiijuan
pengalinan status penggunsen hoarang milik daerah, dalam Surat
Perselyjian Bu patl.

Burat persetujuan Bupstu paling sedikit memuat:

e data BMD yang aken dialihkan status pengpunaannya;

h  Pengpuna Barang kma dan Peopguna Bareng baru dan

¢,  kewajban Pengguna Bamng lama, yaity :

v melakukan serah terima BMD kepada Penpmna Bararg
baru yanp selagjutnya dituasgkan dalam Benta Acara
Scmah Terima [BAST) dan
v  melalukan penghapusan terhadap BMD wang lelah
dialihken dari daftar barang pade Pengguna BParang
berdasarkan surat keputusan penchapusan Darang .
Dalam hal Bopati tdak menyelujul permohanap  Pengguna
Bararg, meka Bupati menerbitkan surat penolakan  kepada
Penggmmma Barang denpgan disertar ailasan.
Berdasarkan peraclupian  Bupati Pengguna Barang lema

L A R

mdak ukan saah reriMma barang mlik daersh kepada Pengguna

Barang bar.

Serah terimez BMD kepads Penpruna Bearang baru dilakukan
paling lame 1 (sawy) buan s=jgk persetyiuan alh statos BMD
yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
Berdasarkan Berin Acara Serab Terima [BAST), Pengguna Barang
lema melakukan uswlan penghapusan kepada Pengelola Bararg t



16.

7.

18,

19,

gtag OMD yang diabbkan  status  penpgunsanny=  kepada
Pengguna Barang baru dar duftar burang poeda Pengpuna. Barane,
Usulan penphapusan dilakukan paling lanme 1 [satu] minggu sejak
tanpeal Berla Acarm Saah Temma [BAST).

Penpghapusan BMD dimaksud diteta pkan dengan  Keputusan
Pengelola. Barang.

Berita Acars Serah Terima [BAST) dan Keputusan [Pengelola
Barang rentang penghapusan BMD  dilaporkan kepadas Buparl
dengan tembusan kepade Pengpuns Bamng bamu paling lama 1
(2aty) minggu sejak keputusan penghapusan ditetapkan,
Fengguna Bararg dalam penatausabiaan BMD  melakukan
pencatatan berdasarkan persetigjuan Bupat,, Berta Acars Semb
Terima {BAST), den keputusan penghapusan barang milik daerah,

Ir. FROSEDUR PENGGUNAAN SEMENTARA BARANG MILIK DAE RAH

1.

o

BMD: yarg tdah ditetapkan status penpmuneannyz pale. Pengguna
Barang depat digunakan sementara oleh Pengguna Barang

lainnya dabirn popka wakiy terleniul larngsa hatos menpubab
status pengguntaan barang milik daerah tersebur setelah terlebih
dahulu mendapalkan perasiajuan Bu pati.

Penggunasn semeptara BMD dapat dilalbdan untuk jangks
wekty @ peling lama 5 (ima} tahun dan dapst diperpaniang untok

BMD berupa texsh danfaten bangunan den paling lema 2 {duaj

lahun dan dapat diperpanjang untuk BMD selsin ienah danfataa
bangpunan

Penggunaan semeniara BMD dalam jeangka waktu kurang dad 6
ienzomj bulan cdilakukan 1@hnpe perselujuan Bupati,

Penggunaan sementara BMD dituangken delam perjanjian oo a2
Pengpuna Barang dengan Pengpuinza Barang semeniara.

Hays pemelihoraan PMD yang timbul selama jangka waktu
PEREELNAAN sementara dibebankart kepada Pergenuna
Barang /Kuass Petgguina Baang vang menggunakan sementars
BMD bersanglouian.

Fermohonan pengganaan sementara BMD digjukan secam teriulis
kepada Bupst!, paling sedikit memuat/berisikan ;

4. data BMD yarg akan digumakan, sementaca:
b. Penpguna Barapg yang akon mengrunekan  sementira
BMD; dan
2.  penelagan  serta permbangan  pengEinaan  sementara
BMD.
Permohonan penggunsaan scmentara haros dilengke pi dokumen :
a, fotolopl keputusan penetapan etatus penggunaan BMD:
dan
b, fotokopr surat perminkaan penggunaan  sementara BMD
dari Pengguna Barang sang akan mengpunskan sSementara
BMD kepada Pengpuna Bareng.
Petigelola  Barang melzkuken  peneliien  ats  permohonan
penggunaan sementara BMD, penelitian  dilakukan terhadap
kftltnﬂhnpn.n don kesesumimnm duhumﬂjlymlg d.ilj"-l’.i.l’il‘l.‘klﬂ.n1 ‘



I,

11,

12,

13,

iq.

15.

15,

[rilamn hal hasil behom mencukup, Pengelola Barang dapat:
4, memita leterapgsn  Repada Pengguios  Baoang  wng
mengajukan permobotian penpgumasn sementara  BMD;

b meminta konfirmasi dan  karffikasi Kepads Pengpuns
Barsng yang alan menggunakan scmentara BMD.
Berdasadian hasil peneliban Bupati memberikan persetujuan atas
pengEangan sementara BMLL dalam bentuk Sural Persetujuan
Bu pati.
Surat persefujuan Bupat paling sedikit memual:
a deta BMD yerg akan dwunakan scmentars;
b. Pengpuna Barmg wng mengpunakesn sementara BMD;
c. kewajiban Pengpuna Barang yang mengeunakan sementara
BAD untuk memelbara dun menpgamankan BMD yang
di gunakan sementara;
d. jJengka wakiu penggunasn sementara;
e, pembebanon bigya pemeliharasn; dan
£ kewnjiban Pengpumm Parang uniuk menindaklamjut] dhadan
CHTIATIEAN .
Dalam hal Bupall Hdak menyestujul permohonan pengunaan
sementars, omks Bupati menerbitkan surat perolakan kepada
Fenggana Barang disertai alasan,
Apabile mpngka wakiu penpfunasn sementara atss BMD  tedah
beralkhir, maka:
a. Penppuna Barang sementara BMD kepada Pengguna
Barang, atay
h dilekukan pengalhan stamus pengpunaan kepada Pengguna
Bamng wng mengpunakan sementare BMD.
Pengruna Barang Sementara dapat mengajukan permohonan
pef panjalgan waktu pengpundan Sementara atas BMWID.
Perpanjangan wakiu diajukan Pengpune Barang kepada Bapan
paling lambat 3 Hga) bulan sebeolum janghks wakiu penggUDAAn
sementare BMD berakhir.
Mckanisme pengajan permobonan, penelitian, persetjuan, den
penetapan  cleh  Bupal  tenlang papaijangin | pengEuUnHan
Bementara BMD  berleku mekanisme pengajuan permohonan,
penchitian, persetujuan  den  penetapan oleh  Bupati  awal
pengajuan.

PROSEDUR PENETAPAN STATUS PENGGUNA BARANG MILIK
CAERAH UNTUK DHOFERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

L

BEMD yarg telah  ditetapkan siaius  penggunaennya pada
Pagrune Barang, dapal digunaksn unluk dicperasikan oleh
pihak lain.

Pengrunaan BMD umuk dioperasikan cleh phak lamn dilakulkean
dalam rangks menjalanksn pelyanan umum sesuai ages dan
funpst SKPD yang bersangkogtan. ‘



Pengranean BMD untuk  dioperasikan  olech  pihak fain
dituangkan dalam perjanjian antara Pengpuna Barang dengan
pimpinan pihak lain.

Bigya pemeliharaan BMD yang dmbul selema jangka wakia
pengpdnaan BMD  untuk dioperasikan oleh pihak lein
tibebankan pada phak lam yvang mengoperasikan BME.

Pihak lan wyang mengoperasikan BMD diarang meakukan
pengaliban  atas pengoperasian BMD  tersebul  kepada  pibak
lainnya dan fatan memindahtanpankan BMD bsrsangloatan.
Bupall dapat menarfk penetapan EAtue BWMD unmk
dicperasikan oleh phak jam dakon el pemerintah daerah gkan
menggmumakan  kembali untuk penyelengpamsn  pemtrintah
daaah atau pihak lainnya,

7. Permphe na n penppgunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihek

18,

B2,

lain dipgjukan secara tertulie dleh Pengguna Barang bersangkutan
kepada Bu pati.
Permohonan yanp diajukan okh pemohon palng sedikit memizat:

& datz barang milik daerah!

b, piltak lmin yang akan meopgunekan BMD  untak
dicperasikarn:

C jofgka wakiu pengginaan BMD varg dioperasikan oleh
pihak lein;

d. penjdasan serw pertimbangan penpgunzaan BMD  yang
dioperasikan oldh phak laun: dan

e, materi yang diatur dalam perjanjan.

Dalarn Peppajuan permohonan melampirkan deolumen:

A, fotokopi keputuean penetapan stalus pengeunaan BMD:;

b, fomkopi suiEt permintaan pengoperasian dar pithak  lam
yang akan mengepera®ilkan BMD kepada Pengeuna Barang:
dan

¢ folokopi surat permydlaan derl pihak lain yang akan
mengoperasikan BMD kepada Pengeuna Barang.

Surat pernyatasn  darl pilak  lain merupakan permystasn

pemchon yang memuat:

& BMD jong dkan dioperasionalkian delan rangka pelayansn
umuarn eesuaf tagas dan fung=: FD/Unil Ketje:

b, menanggung $tiurall biaya pemelibaraan BMD yong timbul
selamma jangka waktul pengoperasian BMD;

e, tdak mengelihkan PENEAPET A5iAn dan/atan
pemindahtanganan BMD sdams Bpka WAKIL
pengoperasian BML; dan

d mengembalikan BMD kepedda Pengguna Barang, apabila
jangka wakin pengoperasian BMD telah beralkhir/selesai.

Pengelola Barung melakuken peneliian  a#as  pertchonan

gpunaan BMD untuk dioperasikan oleh phak lain, Penelitian
dimeksiwl dlakukan terhadap kelengkapan dan  keseaualan
dokumen yurg dipersyaratkan.

Datam hal hasil pepelivan belumn mencukupi, Pengelola Barang

dapal ; \i



13.

14,

16.

17.

15,

9.

20,

# meminta keterangan  kepada  Pengpuna  Barang  yang
mengajukan  pamelonan penggunssn BMD vang
dinperasidan dleb pihak laity;

b. meminta konlirmasi dan klarifikast kepada pihak loin yang
akan mengoperasikan BMD;

c. mencari infarmag deri sumber kainnysa;

d  melakukan pengecckan lapangan dengan
mempertimbangkan analsis bisya den manfaat,

Berdasarken hasil penelitien Bupati menetapksan penggunaan

BMD wuntuk dioperasikan okch plhak lain, yarg diteta pkan

dergan Keputusan Bupali.

Dalem Keputusan Pupati paling sedikit memuat:

a datz bamng onlik daerah;

b, @Engka wakm penggunsan BMD untuk dicperasionalkan
pihak lair:

. phak lain yarg akan mengoperasionalknn BMD:

d, kewnjiban pihek lain yang mengoperasikan BMD; dan

e, kewajiban Pengeuna Barang.

Kewajban pihak lain yerg mengoperasikan BMD anteras lam
memelinara doan mengamankan BMDO yang dioperasi kan.

Kewajban Pengguna Batrang meliputi

a, menindaklanjuli penggunasn BMD  untuk  dicperasiian
oleh pihak lan dengan perjanjian; dan

b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap BMD
yang dioperasikan oleh pihak lain.

Delam hal Bupati ddak menyetuju! permohonan  Pengguna

Barang , maka Bupall menerbilkan surat penolakan hkepada

Penpapuna. Barang disertan alasan,

Penggunaan BMD cleh Pengruna Barang umuk dioperasikan

okh pihak lan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatamgani

oleh Pengouna Bararg dengan pimk lean.

Perjanjian penggunaan BMD untuk dioperasikan olgh pihak lain

1 lamss 5 flime) tghun dan  dapar  diperpanjang,

Penandatanganan  perjanjian  dilakukan  setelah adanya

Keputusan SBupati.

Peganjian penggunaan BMD uatuk dioperasikan oleh pihak lain,

sehurang-kurangnya mesnuat:

data BMD vang menjadi chjek;

Penguna Barang;

pitiak lain yang mengoperasilkan ByD;

peruntukan pengoperasian BWDE

jangka walktu pengoperasian BMLDY

hat dan kewajiban Pengpuna Berang dan phek lan varg

mengeperasikan BMD, tecmasuk  lewsjban  pihak  lain

terse M untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan

BMD:

g pengakhiren pengoperasian BMLD: dan
h, penyelesaian perselisthan. \

= NN



2L,

28,

Pengguna Barang dapal melgkukan peorpanjangsn penggunaan

BMD untubl dioperasikan oleh phak lais,

Pengauan permwohonan Perpanjangan  digjukan  Pengguha

Barang kepade Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

jangka wakiu pengpunean BMD berakir.

Ketenluan  peneliian dan persetujuan  berleku Sama  dengan

mekanisme permohonan, penslitian, den penetepan prgka

waktu pengpunaan BMD untulk dioperastkan cleh pihak lam,

Penggmeen BMD untuk dioperasikan olch phek kin berakiir

apabia:

a berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD  unluk
divperasikan oleh pihak B, sebag:imens tertuang dslam
pETjan jan;

b, perjanjian diakhivi sscara sepihak deb Pengguna Barang;

o kelentuan igin  SE%i dengan keteptuan  peraturan
perundangundengan,

Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh Penpgpuma Bareng dapat

dilakukan apabila :

a. pimk lain yvang mengoperastkan BMD hdak memenuhi
kewapbannva yanpg tertuang dalam perjanjian; atzu

B terdapat  kondisi  vang  mengakibatkan  pengakhiran
peiggunaan BMD untuk  dioperasiken  oeh  pihak  lain
=ebagaimana ditluangkan dalam pojangan.

Calam melakukan pengakhbfran  pengeperasian BMD  yang

didasarkan pada kondisi diakbur sepihak cleh Pengguna Harang

mmaks Pengpuna meminta persetujuan Bupat:

Pada sag jangka wakt pengpunaan BMD umtuk dioperasikan

okh phek lan relah berakhir, pihak lan yang menpgoperasikan

BMD mengembalikan BMD tersebut kepads FPengguna Barang

dergan Berita Apara Serah Terima (BAST)

Fenpging  Bargng meiaporkan berakhirnys penggunaan BMD

untuk dioperasikan pilwk lan Kepada Bupatl paling lama 1

(gatn] bulan sepk ditsndatsnpgantinys Berite Acara Berah Terima

(BAST), dengan melampirkan fotokepl Berita Acara Sergh Terima

{BAST]. t




W, FORMAT-FORMAT DOKUMEN PENETAPAN 3TATUS EMD

PEMERINTAH EABUPATERN MANGGARAI BARAT

| || P
Tl MDGERE was
Momor R Kepada
Lamp. : 1 {mafui] bedcas Yth Bupan Mengzarsl Barst [
Hal : Lapaxan Hasil Setootans Dmerah Kabupsten
Fengndann dan Merggaral Berac
permohoman i
penetapan Status Laxaan Bajg

Barang Milik Daernh

Dalam rutghs melaBsanalkan ketentuan pasal &7 Peranran
Daeralt Kabupaten Mongraral Barg nomaor 11 Talmn 2017 entang
Progelolaan Bamnp Milik Caerall bahwe "Pergguna Bamng wakb
menyampaikan  laporan hasil pengadsan barsng milik daerah
kepads Bupafi melahii Pengelola Barang untul ditetaplan =tatos
pengguraannys”, make lerlampir dengan hormat metigim dara
haal pengadaan dan Pemelbarean Barang Mk Daersh dan
Dinas/Badan..... Tahun ADNPRR®EA ... , Yarg terdinn cari:

a. Fotocopy Dekumen Keeotrak/SPK/Sural Pesanan/ Dekamen
=] e

b. Fulocapy Beria Acars Serah terima Barang;

e Fote Copy 5P20 dan Bukt Pembayaran

d. Daftar relkapiilasi pengadasn fpemeliharaan BMD

sehga nan & tercantum dalam Jampiran dan selanjuinyz meheon

perienan Bepak Bupsh menciapkan sfohie pengganasnoya.

Demiltion Laporan dan Permohonan im disampaican atas
p awiypan Bapak Bupati/Selretaris Dacah diucapkan lUropah
terimakash.

Nama.

Panghkat
NIP

TEMBUSAN : dengan hormat disamparlen lepada

1, ‘Wakil Bupati Manggaral Baret of Lsbian Bajo isebagal Laporan);
2, Hepala BPRD Kab, Manggars: Bart ch Labnwn Bajo,

3, Ingpektur Kabupaten Manggaran Baret untuk diketabno




DAFTAR HASIL PENGADAAN /PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH

Ll e e e

Nama
Pangkat
MIP.

VI FENUTLUP
Demiddan  pedoman  teknfis il dibuak  gure  dipedomarni dalsm

pelaksangan perervanasn pengadasn din pemelibprazn seria Pergedzan
Baramg Milik Daerah dilingkingan pemerintah Kabupsten Manggaral Beamat. ‘

BUPATI MANGGARAL BARAT,
TID

EDISTASIUS ENDI




LAMPTRAN TN : PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOE. : ax TAHUN 2024

TENTANG 1 BISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

[ PENGAIAANAN BMD
A, Prinsin Unum Pengamanan BMD

L Perngeola Barang, Pengguna HBerarng danfatan  kuasa
Perggma Barang wapk melakulan pengamanan  barang
milis daereh vang berada dalem pengunsaatnyz,

2, Perpamanan barang onbk deerab, meliputa
A pengamanan fisik;

b. pengamansn admuohatresi; dan
. pengamanan huluom.

A Buktl kepemilikan barang milk deerah wagh disimpan
dengan tertib dan aman

4 Penyimpanan buidi  kepemilikan barang milik daerah
dilakukan oleh Penpelolsn Batang.

3, Bupati dapat menelaplkan kebijgpkan asurans:  slaul
pertangpungan delam  raogka pengamBanan  barang  milik
daereh  tertentu deppan mempertin bangkait  Ketoampnan
kevanpon daerah,

B. Tata Cara Pengamanan Tanah

1. Pengamanan fistk tanah dilakukan dengan antara lan:

B Mefmazang tandz leak l|nah dergan membangutl pagar
batas;

b. memysang wada kepemilikan tanah; dan

. melakukan peniapaan.

2, Pengmmenan fistk ditaksanakan dengan mempertim banglzan
kemampuan kevangan petnerintah daesh don kondisi/ letak
tanah yang bersangkutan

3 Penpamanan administrasi tanakb dilaicvican dengan:

5. meppghimpun, mencatar, METWUOPAIl, dan
meatausahakan dolkumen bukt  kepemilikan tanah
secara ertih dan aman.

b, melakukan langkatlangkah scbagai beriout:

1} melengkepi bukt kepemilikan danfatau
menyimpan sertilikat tanaky
3 membuat kartu idemtilzes barang, »ﬂ




3) melaksanakan ‘inventarisas{/sensus barang milik
dacrah  egekal  dalam 5 (hma] wahun serta
melaporkan hasilnya; dan

4 mencatal dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna

Barang/Ruazsa Pengguna.
. Pengemenen hukum diakukan terhadap:

a, tangh yang belum memililé sertifi kat; dan

k tanab yarg sudah memiifk! sertifikat namun belum atas
nara pemerintah dacrah.

. Dalsm hal Pembangunan pagar batas belum dapal

difakukan dikarenskan keterbatasan anggaran, maks

pemasangan  tanda  letask tanah  dilakukan  mdahn

pembangunan palok penanda bataa tanah.

. Tandn kepemilikon tanah dibual denpan ketenituen antara

P

a berbahan material yang tdak mudsh rusak;

b diberi tulisan tanda ke pemilikan;

¢t.gambar lam hang pemeriotah dasraly dan

d. infiormaal kin yang didngeap perlu

Penigamanan hukum terhadap taneh jang belum memilla

settilfikat dilakukan dengan cara:

= apahile  barang milk daerab telah  didukung  oleh
dokumen awa! keprcmilikan, artara lain berupa Leter C
aktz jual beli, akte hibah, atae dokumen sctara lainnya,
mcks Penpelola Bareng/Pengguna Barang danfatau
Euasa Pengouna Barang SEgeTa mengaiukan
permohionan penerbitan sertifikat stas mama pemerintah
daerah kepada Kantor Pertanaban HKebu paten Mangearsa
Barat sefempal Be50a1 dengan  kelentuatl  peraturan
perindang-undangan: dan

b. apabila barang milik daerah tidak didukupg dengan
dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna
Barahg dan/alau Kulega Pengrurna Barang
mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal
Képemilikan seperti riwayat lanah.

Pengameanan  hukum  terhadap lanah  yang  s=udah

hersertifi kat nectwn belum ataz namm pemerinah daerah

dilakukan denpgan cam Pengelola Berang/ Pengguna Barang

dan/atec  Kuasa Pengguna Barang segera  mengajukan

permohonan perubahan  nama gserfifikat hak ams  lanah

kepada kantor pertanehan Kabupalen Manggarai Barat

menjadi #tas Nama pemennlah daerah, ‘g




. Tata Cara Pengamanan Gedung dan/siau Bangunan

1, Pmgamanen hek gedung danfatas bangunen dilakuken
dengan, artara lain:

a membangun  pagar  pembatas pedung  danjatad
bangunan:

b, memazang tanda kepemilikan berupa papan nama;

c.melakukan bndakan antisipasi untuk mencegahf
menahggaiang terjadinys Bebakaran;

d.pedung  danfztau  bangunan yang momiika  {ungsi
strategis atan yvang berlokas) tertentu denpan mgss dan
fungsi  melakukan  pelavanan  langsung  kepada
rasyarakat dapsl memasang ClosedCicutt Telenson
{CCTV]

e. menyediakan satusn pengamanan domgan jumlab sesued
fungsi dan peruntukkan gedung denfatad bangunan
sesldad  kondisd  lokasi gedung danfatau  bangunsn
Lerse byt

2 Pengamansn heik terhadap BMD berupa gedung dan/etau
bangunan dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas
dan kemampan ¥evusngan pemerinian dasrah,

3. #kala prioritas pengamanan Gedung /bangnnan amtara lain:
a. fungsi pengrunaan bangunan:

b, lokas! bangunan: den

£, unsur nilai strategs bangunan,

4. Pengamanan administrasi  gedung danfslau  banguanan
dilakukan dengan menghimpun, mencatat. menyimpan. dan
menaausahakan secara teriib dan teranwr das dolamen
sebagal berikut:

o dokumen kepemilikan bDergpa Suret lzm  Mendirkan
Bangunan ([MB);

b, kepulusan penetapan status  penegunean gedung
dan fatau bangunat

cdaftar Barang Kuesa Pengguna berupsa gedung den fatan

banganan:

ddaftar Barang Pengpuna bDerupa pgedung denfatau
banpunan;

e, daflar Barang Penpelola bervpa gedung danfatau
bangunan;

f Berta Acarz Seeh Terima (BAST); dhn
g dokumen terkait lainnya yang diperiukan.
5, Pengamanan hakwn gedung danfatau bangunan:
a, melakukan pengltusen zin Mendinkan Bangunan (IMB).
bagi bangunan wng belum memiliki o Mendirikan ‘u(



3]

Bangunan (IMB): dan
bmengusutkan penetapah SIAMUS porggunaan

Tata {ara Pengamanan Kendaraan Dinas

. Kendaraan dihas terdic dari:
sKendaraan perorangan dinas, yailu kendaeraan bemotor

yarg dpunakean bagl pemangkujabatan Bupat! dan
Wakil Bupati

bXendaraan dinas jabatan, wyaitu kendaraan wang
disediakan den dipergunakan pelabai unfuk kegiatan
cperasional perkantoran;

c.Kendaraan dinas cpergsional disediaken dan
dipergunakan untuk pelayanan operasicnal khusus,
lgpangen, den pel@yapan groam,

Z2Pengamanan fisik kendaraan dines dilakukan terhadap:

a Rendaraan Perarangan Dinas:

bicndarsan [hhas Jabatan: dan

cKendaraan Dinaa Operazional.

3. Pengamanan fwit terhadap kendaraen perorangan dinas
dlaikan dengan membual Beria Acara Serah Terima
(BAST) kendarsam mniara  Penppune  Barang/Kuase
Penppuna Bararg yang  melakukan  penatausahaan
kendaraan  percrangan  dinas  dengan Pepbal  yang
menggunakan kendaragn perorangan dinas,

4, Berila Acara Sermh Terima [BAST)antara PB/KPE dengan
Pejabat yanp menggunaekan Kendaraan berisi klausa amtara
lag:

a. pernyaldan EAnggung jawab das  kendargan  dengan
keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun
perakitan  kendaraan, kode barang kendaraan dinas
perorangan, dan rmcian perlengkapan  yang  melekat
padi kendaraan terse bug

b. permyataan tanggung jaweb atas kendarazn dinas dengan
seluruh  risike yvang melekat etas kendarean  dinas
terse but;

£, petTeyataan  untuk  mengem balikan  Kendaraan  setelah
berakhirnya jangks 'wakiu penggunaan At80  Ma2se
jabatan telah berakhir kepada Pengpuna Barang/ Kuasza
Fenpguna Barang yang melakukan penatausahaan
kendaraan perorangan dinas;

d pengem balian kendaraan perorangan dings dizerabkan
pada sast berakhimya mesz jpbatan sesval yang terters
talam berite acara screil ernna kendaraan. (




5 Pengembalian  kendaraan perorangan  dinas  dituabgkan
dalam beria scara penyerahan.

6 RKehilangan Kendaragn Perorangen Dimas menjadi tanggung
pwab ponanggung jawab kendarasn dengan sanksi sesuai
peraturan perundan g-utidangan,

7. Pengamanen [eik terhadap kendaraan dinas jabatan
dilakukan dengan membuar Berita Acara Seah Toima
[BAST) kendaraan antars:

a. Fenpelola Barang dengan Pengguna Barang yang
menggunakan Kendarsan Dinas Jabatan Pengguna
Barang,

b.Pengguna Barang dengan Kuasa Penggune Barang yanp
meng@ianakan  kendaraan  jabatan Kuasea Pengpuna
Barang; dan

c.Pengruna Barang/RKusse Penggune Barang  dengan
pejabat yang menggunaokzn kendaraan dines pbatan,

8 Heria Acara Sersh Terima [BAST) wnlara Penpelola dengen
Pengpruna  Barang, Pmegpunz Barang dengan  Kuasa
Pengrune Barang dan PB/KPB dengan pengguna Kendaraan
berizl klausa antara lain:

3. pernyataan tanggung jawabh atas kendaraan dengan
keteranpatt antaca  laim: nomor pobs;, merek, tahun
perekitan,  kendaraan. kote bereng, dan rincan
per lengkapan vang meie kat pada kendarezn terse but;

b. peniyataan targgung jawab alas kendaraan dinas denpgan
seluruh  risiko yang melekat al@® kendaraan dinas
jabatan terachut

c peroyataan  untuk mengem balkan  kendaraan  setelah
berakhimya jangka wakiil penpgunasn atu  TEESa
abatan telah berakhinn den

d. pengembalian kendaraan dmas jabatan discrahkan pada
sas berakhirmya mesa jabaten sesapl yang  Eeriera
dalam berita acara serah orime kendaraats

% Penpembalian kendaraan dines jebatan dilvangkan dalam
berita acara penyerahan kembali,

iU0Kehilangan Kendaraan Dinae Jabatan mettjadi tanggung
jawal penangeang jawall kendargan dengan sanks sesual
ketentuan peraturan perundangacdangan.

l.Pengamanan fisik terhadap kemdaraan dinas pperasional
dilaltuksn denpan membuat surat pernyafasn  ianggung
jawah awas kendaraan dinss operasional dimaksud dan
tditandatangant oteh Pengguna Bamng/Kuazs Penpguna
Berzng dengan penanggung  jmawab kendarasn dines r



E.

operasional.
12.5urat  pernyatdmn  fangpung  jawab  amtara Pengguna

Barang/Kuasa Pengpuna Barang dengan penanggung jawab

kendarsan dinas operasional memuat antera lain:

a nomor polsi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode
barang, dan perlengkapan kendarfan terse b,

b, pernyataan  tanggung jawab  atas  kendaresn  dnas
opcrasional dengan scluruh rsiko yamg melekat atas
kendaraan dmnga tersebut;

¢ poinyataan  uniak mengern ballkan  kendaraan  dinas
segera setelah jpnpka wakin penpgunazn berakchir;

d, pengembatian kendaraan dinas operagional dituangkan
dalam berila acara penverahan kembali dan

& menyimpan kendaraan dinas oOperasional pada tempal
vang ditentukan

13Apebila kendaraan dinas yang hilang sebapan akibal dari
kesalaban  Alau kelalaian atan penyimpangan darni
ketentuan, meka  Pejabat/penanggung  sEwab yang
menggunakan kendaraan dinas sdbagai penanggung jawab
kendaraan dings dikenakan sanlksi aesnal dengan. ketentusn
peratiran perundang -undangan.

t4.Pepgamanan  administrasi  kendaraan dinas  dilakulean,
denpan  menghimpun,  mencatat, menyimpan,  daEi
menatausahakan secara lertth dan teratur atas  dokumen
sebagal berkat:

& bukti pemilik kendaraan bormotor (BPEB):

b, fotekopy surat tanda nomor kendarsan BT N

2. Berita Acara Jerah Terima (BAST);

d. kari: pemchharaan;

e, data daftar barangdan

f dokurnen wrkadl lainnya yang diperlukan.

15.Pengamanen hukum Kenderaan Dinas dilakukan, aniara
lam:

a, melakukan pengurusan semua dokumen  kepemibikan
kenderaan bermotor, scperti BPKE dan STHK, termasuk
pembivarar Pagpk Ketdaraan Bermetor (PEB)

b, melakukan pemprosesan Tuntutan {(janti Rugl yang
dikenakan pada pihak-pthak yang berlanggungie wab
atas kehilangan Retdaraan dinas bermotor;

Taa Care Pengamanan REumah Negare
1. Pengelole Barang/Penppuna  Barang/Huasa  Pongeune
Barang dilarang meneclaniarkan rumah negara T\



2 Pengamaran fisik rumah negard dilakukan, antara laoe
B pemasangan palols dan/atau
b. pemasangan papan IAMA,

3. Pemasangan papan nama meliputi unsur, ancara lain:

a. logo pemeri-nt&h daerab: dan

b fama pemennlal dacralt,

4. Setiap rumsh negare. diberi patok dar behan mperial yong
tdak mudah rusak, dengan wkuran panjang dan Ungg
disesuaikan dengan kondisi sctempat.

5. Betlap tumah negare dipasang papan nemm  keperifiken
pemerimtah dacrah.

f. Pengamanan fisik terhadap barang millkk daerah bengpa
rnoeh fegara dilakukan dengan membuat Berke Acars
Beraltr Terima (BAST) rumah negmra.

7, Berita Acara Sorabh Terima ([BAST) Pengemanan Fisk Rumah
Megara dilakukan oleh:

a, FPengpuna Barang/Kuasa Pengguna Bamng yang
mefakukan penatabsabaan ramah negers  dengan
pepbal Negarm atall pemegang jabalan iertentu yang
menggunakan rumah nogara pejabal  negara  sen
pemegang jabatan iertentu;

2, Pengpuna Barang/Kuasa FPenggung Barang yang
meclakukan penatausahaan mumah  negara dopen
Pengelola Barang wang mengpunakan rumah negara
jabatan Penpolola Barang,

¢, Pepgelola Barang dengan  Pengzuna  Barang yang
menpgpunakan Mmah negara jabatan Pengguna Barang,

d, Penpeuna Bavang dengan Kuasa Pengguna Barang yang
menggunakan runab regare jabatan Kuasa Pengpuna
Barang; dan

e, Pengpuna Barang/Kuasa Pengeune Barang dengan
penangzeulg  jewab  rumsh  negam o vang  delam
penguasaan Pengruna Barang/Kuasa Pengelola Harang.

8 PBeria Acara Sgah Terima Pengomanan Fiskk Rumah
Megara memust antara lain:

& pernyelasn tangpung jewaeb atag ramah negara dengan
keteratgan jenis polongan, luas, kede barang romab
negard, dan kode barang samna/ prasarana  nEnah
negam dalam Iml rumeh negara Ersebu dicnglap
dengatl sarand/ prosarana 4 dalatmnys,

b pernyataan tengrung jawab atas rumah negara dmpan
seluruh  rimkn  yarg melekat dias nEmah  Tegera
tersebt; \(
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r

pamyataan  untuk  mengembalkan  rumab  negama
setelah  berakhimya jangka  wekiu  Surar ko
Fenghunian [S[P} atau mesa jabatan tdah baakhir
kepada Pengguna Bareang/Kuasa Pengguna Barang;

Pengem balian rumah nocgara yang discrahkan kembali

pada eazst. berakhimya masa jabatan mau berakhirnys
Surat  Izn Penghunian ({SIP) kepada Pengelola
Barang/Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang:
Pengembaliay sarana/ prasarana apabile rumah nogara
dilengkapl sarana)/ prasarana scsuar Beria Acara Bergh
Termma (BAST) dan diserahkan kembali pads saarn
berekhirnya mesa jabatan stau beraktirnys Surat [zn
Penghunian [SiP] kepada Pengelola Barerng/Pengprana
Barang /Kuasa Pengguna Bararg; den

Penycrahan kembak dituangkan dalam Bertte Acara
Berah Terima {BAST).

9, Kewajpban penghun mmah negara, antars lamn:

:

b

memelibars rumah negara  dengan  baik dan
bertangpurg jawab, lermasul melakukan  perbakan
rngen atas rumah negara bersanpkutan: dan

menyerahkan rumah pegara dalan kondisl bak kepada
peizbat yang berwenang paling lambat delam jangla
wakiy 1 satu} bulan  rerhisupg  selEk fanggal

ditecrmanya  kcputusan  pencabutan Surat kin
Penghunian [SIF).,

10, Penghuni rumaeh negara dilarang untuk :

H.

mengubah scbagwen ataw sciuruh benik rumah tanpa
1z tertulia dar pejabat yang bersenang pada SKPD
yang bersangkutan

mengsunakan rumah tegara Udak sesimi dengan fungsi
dan peruntukkannya;

meminpahkan  aep, menyewakan rumah pegara, baik
sebapan malpun keschurubannys, kepada phal lan;
menyerdhifan ramah fegara, bak sebagien meupn
keseluruhannya. kepada phak lainy,

ntefjaminkan rumsh acgara atsu menjadikan rumah
negara &cbagal agunan atan bagian dari pertanggungan
uteng delarn beml uk apapun: dan

rmenghiini rumah negara dalam satu decrah yang zamms
bapi masingmasing suamifietr yang berstatus Pegpomi

Negeri. Sipil.

11. Penelapan Status Penggunsat barang mulik deerah berupa
cimah neEera ditetopkan oleh Bupat: dan Waigl Bupati, ‘



12.

14,

1.

1.

Hak penghunian nmmabh negara  berlaku  sehapaimana
ditetapkan dalam Surat lzn Penphunian (8[P), kecual
ditentuken lan dalam keputuzan pencabutan Surat Izin
Penghunian (SIF).

. Surat lzin Penghunian (S untuk rumah negara golongan 1

ditetapkan oleh Pengelolz. Barang den  Pimpanan  PRD

beserta Anggota DFRD,

Surat [xn Penghunian {817 untuk rumah negara golongan 1

dan golongan M ditetapkan okh Petpguna Bemng

Surat Izm Penghuman [SIP)  sckureng- kurengmya  hane

mencaniumisan :

A. Nama pegawai/nama pejabat, MNomor Induk  Peggwai
[NIP}, dan jabalan calon penghuni romsh negara;

b. masa berleku penghunian;

¢ permy#igan babwa pepghuni borsedia | memenuhd
kewagban yang melekal pada nomah regars.

dmenerbitkan pencabutan Surat Bn Penghunian (SIP
terhadap penghum, wng dilalkoukan:

1} paling lambat 1 [sany bulan terhitung el aas
meninggal dumia, bagi penghuni vang meninggal
dunia;

A paling lambar 1 [satu) buan terhitung sejak
kepulusan pemberhentian, bagi penghuni  yang
herhenti aas kemawnan =sendiri  atau yang
dikenakan hukumen disiplin pemberhentian;

A palng lambat 2 {dus] mingeu terhitung sgak saet
terbukii adanya pelangearan, bagi penghuni yang
melengear larangan penghunian rumah negara
vang dihuninya; den

4} paling lambat & (enam] bulan sebelum tanpggal
pensivn, bag perghuni yang memasukl  usie
pensiun,

Petiphuni  ramah mnegara golongan | yang tdak |lag
menduduls jabatan harus menyerahkan rimah negara,.

. Penghuni rumah pegara polongan [ dan goloogan T ddak

b menghun fay menempati rumeh negara karena:

a.dipindahtugaskan {mutasi)y

biziin penghuniannya berdasarkan Sural iz Penghunian
{S[P] telal Rerakhir:

c.berhent! sss kemauan sendini:

dberhenn karena pensiun: atau

v, diterhennlan dengan hormat gtaa tidek denpsn hormat \K




F.

18.

9.

20

Suamifistrifanakfahli waris lainnya dan penghuni rumak
negara Geolongan I dan rumah negara polongen I yang
meninggal dunia waph menycrahkan rumah npegara jang
dihuni paling lambat 2 {dua) budan terhitung sepk saet
diterimany2 kepuiiisan pencabutan Surat Iin Penghunian
[SIP},

Pencabutan Surat in Penghurnian SIP] rumab nepam
Golongan | dilakukan ofeh Pengelola Barang,

Pencabutan SIF ruoah negara golongan 1 dan Golongaen M
dilzkulcan cleh Pehgguma Barang vang menaladeabakan
rumah negara bersangkutan atas perscujuan Pengelola
Berang.

21.Apabila terjadi sengketa  terhadap penghunian  nmabh

S

23,

negara golomwan [ ruoah megara golongan 1 dan manah

negara golongan [0, maka Pengelola  Barsog/Pengpuns

Barang yame bersanghualan melakukan penyelesaian dan

melaporken basit penyelesgian kepada Bupat.

Dalarr pelak=anaan penyelesaian sengkela vang

bersangkutan dapat memiia baruan Perangkal

Dacrah/unit kern Perangkal Deersh terkait.

Pengamanan  adminislresi barang mikk deevah  berupa

tumah megara diskuksan dengan menghimpun, mencatat,

menyimpan, dan mnenatausabakan secara tertib dan teramur

aras dokumen aniara Iain:

asertifikat atau surda kelerangan hak sias lanah;

hZurat kin Penghunian (S1P);

ckepulusan Bupati tentang penclapan rumah nczara
goloagan L golongan § oatau golongan M

dgambar flegmer bangunan;

e.data. daftar barang, dan

I keputusan pencabutan Sural l=m Penghunman (21P).

Tata Cara Pengamanan Barang Milik Daaah Berupa Barang
Peracdian

i

Pengamanan fistk barang persediazn dilakukan, antara lain:

a. menempalkan barang sesual dengan  frelmens
pengeluaran jenis barang,

hmenyedinkan tabung pemadam kebakaran d dalam
gudang ftempat penyimpanan, pka diperlukan;

caoenyedinkan tempal penyimpanan bacarg;

dmelindung gudang/tempat penyimpanan;

emenaMbah prasarena penangansn barang & gudang, plka
diperlukan;



2,

3

f. menghitung fsik perscdian secara periedik; dan

g mziakukan pengamansan persediaan.

Pengamanan adminigtrasi barang poeediasn  dilakukan,

antara lasn:

8, balar persediaan;

bleartu barang;

c. Berita Acara Serah Teriom [BAST);

d berita acara pemerikssan fsik barang;

& Surat Perintah Penyaluran Bararg (SPPB);

f laporan persedinan Pengpuna Barang /Kuasa Pengeuna
Barang semeateran/tahunais;

g dokumen pendukung terkait leinnya yang diperlukan,

Pengamanan hubum barang persediasn dilakokan, depgan

melakukan  pemprosesan  tuniaian  gantii rugl  Meng

dikenakan pada pihakmhak yang bertangpungaweb atas

kehilangan bharang perdedman  akdbat kelalaian,  sesaf

Ketenluan peraturan penundang- undangan.

G. Tata Cara Pengamanan Bareng Millk Daoah 5dain Tanah,
Gedung DanfAtan Bangunan, Rumah Negara, Dan Bararg
Persediean Yang Mempunyed Dokumen Berfto, Amra Serah
Terima

Pengamanan bek barang milk daaah berupa selsin tanah,
pedung danfataun bkangunan, rumsh regarg, dan bBarang
persediaan yeng mempunyval dolumen beriia acara, scrah
icumy dilakukan dengan menyimpan barang d tempat veng
sudah ditentukan di lingkungan kantor.

Pengamanan administrazi barang milik dagrah Derudpa
setain tanah, gedang dan/aian bangunan. ritnal norara
dan barang pescdisan yang mempunyal dokumen Berita
Amra Sergh Terma [BAST) dilakukan antara lai:

A Takiur pembelian;

bdolumen Berite Acara Scrsh terima. (BASTY;

c. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
Fengamenan hukum barang milik daerah berupa selain
rnah, pedung danfalau bangunan, rumah negara,  dan
barang persediaan yang mempunyai dokumen Berita Acara
Sereh  Terima (BAST] dilakukan dengan melakukan
pemprogesan TuntUtan Ganti Fugi yarg dikenakan pada
pihak-pihak yang bertenggpungjawab atas kehlanpan barang
seaual Ketentuan peranran perundang-undangan. ‘



H. Tak Cas Pengeamanan Bamng Milik Daerah Benpa Barang Toak
Berwuud

i

Fengamanan feik barang milik dacrah berupa barang tak

bBerwulod dilakukan dengan:

g, membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-
pibake terienty vang berernang terhadap pengoperasian
suatu aplikasi;

b melakukan penambahan securnily system terhadap
aplitasi yang dianggap strategis oleh  pemerintah
daerah.

2Pen pamanan edminsitasi barang milik  daerah  berupa

barang tak berwand melalui;

a menghimpun, mencalat, MEDyEmpan, dan
menatausahakan sccam  tertib dan teratur  atas
dotymen aebagai berikut:

1} Berita Acsra Serah Terima [BAST):

2) ligensi; daen

A dokumen  ptndukumg  terkaa lamnya  yamg
diperlukan.

b.mengapikan =k cpta da=n bL=ens kepada 1nsians) atau
pihak yany memiliki Kewenangan .

I, PEMELIHARAAN BMmBP
A Pringip Umam Pemeliheraan BVD

1.

o

Bararg yang dipelihare adelah  barang milik  deerah
dan/atay barang milk daerab dalam penguasaan Pengelola
Barang/Fengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang,
Pengelols Bamng, Pengguna Barang dan Kussa Pengeuna
Barety Dertanggungjawab alas pemeliharaan barang milik
daerah yang berada delam pengue@agnnys,

Tujaan dilakukan pemeliharaan alas barang milik daecah
adaleh uniuk menjapa kondmi dan memperbaikl semua
barang milik daergh agar selghu dalam kPadasn bak dan
layak sertm skp digunaken secara berdaya guna dan
berhasipguna.

Dalamm  rangka  tajuan pemermtah daerah harus
memppioritaskan anggaran belanja pemeliharaan  dalam
jamiah yang culup, yang bersumber dari AFBD

Dalam hal barang milik dasrah dilekukan pemanfaaan
dengen pihak [ain, bYaw pemelihargan menjadi tangmung
jewab seprnuhnya dari nmuta pemanfinatan barang milk
dacrah,

|



B Tata Cara Pemeitharaan Barang Milk Dacrah

l. Pemclibaraan  berpedoman pada daftar kebutwhan
pemelinaraan baratg milik daerah.

4. Paltar  kebutuban pemclibarasan  barang milik  daerah
merupakan bepian dari deltar kebutuhan barang milik
dnereh,

3. HKuasa Pengguma Barang wajb membuat Deftar Hasil
Pemellharaan Barang yang berada dalam kewenangannyea.

4. Kuasa Pengguna Barang melaporkan hesi pemelibarazn
barang secam  lertulis kepada Pengguna Barang uniuk
dilakuksn pepelitian semra berkaia setwp enam budan per
semester,

5 Pengguna Barang ateu pejebat yang  dilunjuk  menelit
faporan dan tmenyusun daftar hasi pemelibarsan bararg
yarg dilakukan dalam 1 jsatu) Tahun Anggaran,

6. Daftar Hasil Pemeliharsan Barang yang disusun penppuna
barang atau pejabal yang ditunjuk merupakan bahan unmak
melakukan  evaiaasi mengenai  efisiensi  pemelibaraan
barang milik daerat.

7. Penetitian laporan diiskukan terhadag:

a anggaran belanja dan realisasi belanja pemeliharaan; dan
b. targ kinerja dan realisas tamget kinerja perpsliharaan.

8. Pergpuna Barang melapeorken/menyampaikan Daftar Hasil
Pemeliharaan Barang tersebnx  kepade Pengelola Barang
secare borkala.

9. Dalam ranpka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik
daeralhr dilakukan  pencatatan kertu pemelibsraan/
perawatan jang dilakukan oldh pengurus barang fpengurus
barang pembantiy,

10, Karty pemehharaan perawstan memuat:

a. mema barang;

bapesthkasinya;

. langgs] pemelibaraan;

djenis pekerjaan atew pemeliharaan;

e. barang atau bahan yang diper punakan;

I bieya pemeliharaan;

& pihak vag melaksanakan peraeltharsan: dan
hhal Ban yang diperlukan. ‘

BUPATI MANGGARAI BARAT.

Salinan sesual dengan astingn TTD
WEPALA BAGIAN HUKUM
EDISTASIUS ENDI

MEMEEBMMAM_&:{H

NIP. 19790710 209004 1 D04



LAMPIRAN TV : PERATURAN BUPAT MANGGARAI BARAT

NOMOR : 5._""?- TAHUN 20024
TENTANG + 3ISTEM DAN PRGEEDUR PENGELOLAAN BARANG
MILIK TrAERAH

PROSEDUR PENILAIAN  DAN PEMINDAHTANGANAN DARANG  MILIK
DAERAH

.  PROSEDURE PEMILALAN BMD

. Penllafan  barang miik decrah  dilakukan  daam  m@ngka
pemyLUSUNAN NetEcA pemerintah dserah, pemaniiaatan, atan
pemindahtanganan.

2 Hal yang dikecualikan dalam Peplleian barang mlik decerah
adeiah untuk:

a pemanfgafan dalam bentuk pingam pakay dan
b, pemindabtanganan dalamm bentuk hibah.

3. Penetapan nilal barang milik daerah dalam ratgks penyusanan
gergca pemerintah  daerab dilakukan dengan  berpedoman
patz Sandar Akuntans! Pemerintahan (BAF).

4, Bisya yurg diperlukan dakm ranghs peniaisn bareng milik
deerab dibebankan pada APED.

E. Penilaian  barang MK daerah berupa  tanah  danfatau
banpgunan dalam rangka pernankaatan atau
pemindahtenganan dilakukan oleh :

a, Penilsi Pemerintah; atad
Y. Pendai Publilk yang diteta pkan cleh Bupatd,

. Penilai Publik adaleh Penilal sdain Penilaw Pemerintah  yao
mempunyal ign praktk Penilatan den  menjadi anggota
asoaiasl Penilaa vang digki oldh p-EI'I'IE'I'il"ItEL!!L

it Penilaian harang milik daerah  dileksanakan  untuk
mendapatkan milai wajar sesual dengan ketentusn peraturan
perundang-Undangan.

8. Milai wapr vang diperolgh dard hesl penilaien  menad
tanpaang jawah Penilai.

Q. Penilaian berang milik daerah sdain tamah danfatau bangunan
dalam rangka pemanfzatan ateu pemindahtanganan diakukan
oleh Tim vang ditetapkan oleh Bupatidan dapat mehbatken
Penilai yang ditetapkan Bupati.

10. Tim vang ditctapkan Bupat adalah penitia pengksir harga yang
unsurtya terdivi dari Peranghkat Daerah /Unit Kerja terkal.

11. Penilai yarg ditetapkan Bupati adalah Penilal Pemerintah atau
Penilai Publik,

12Penilaian barang omillk daerah  dilcksanakan  untuk
mendapalkan niai wajr sesuar dengan kerentUan peraturan Y




perundang- undangar,

13, Apabala  penilaian sehagammana  dimaksud  pade eyval B
dilakukan cleh Penggpuana Harang wanpa melibatkan Penilai,
maka hesgil penilaian barang milk daerah hams merupalan
nilai Lak=ran.

14, Hesil perilaian barang milik daerah ditetapkan clch Bupati,

i3, Ddam kondisi lertentu, Bupati dapat melzkukan penilaian
kembali dalem rangka korcksi atas nilad bamng mulik daerab
vang telab ditgtapkan dalamm neraca pemerintah dacrah.

15, Penilatan kembali Barang Milik Deerah adalah proses revahiasi
dalam réngks peiaporan keuangan sesual Standar Akuniansi
Pemenintahan [SAP) yeng metode penilaianmya dilaksanakan
wesuel $teéndar penilaian.

17. Keputusan mengenai penilaian kembali atas mlai barang milik
daerrah dilzksanakan berdasarkon kebijakan yang ditctapkan
ol Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah
vang bertalon secara nesional.

13, Ketentuan pemérinizh yang berielon secars nesional adalah
kebippkan yang tuetapkan oleh pemerimah untuek seharuh
entites pemeriniah dacrah.

FROSEDUR PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
A, Prinsip Umum Pemindahtanganan BWMD
1. Barang wmillk dacrah yang tidak diperlaken Tbag
penyelenggaraan  lupes pemerintaban  daergh  depat
dipindahiangankan.
2. Bentuk pemindahtanganan bararg milik daerah meliputi:
a penjualan;
k. tukar metukar:
. hibah: atu
d. penyertaan modal pemerintah dacrah.
3. Dalam rangks pemindahtanganan barang milk deereh
dila Kukan pernilan an.
4, untuk  pemindahtanganan  dalam  benmk  hibah
dikevalilcan dalarn penilajan.
5  Penilaian diaksansksn untuk mendapatkan nilal wajar.

B Perzetujuan Pemindamanganan BMD
. Pemindahtanganan barang ik daerah yang dilakukan
getelah mendappi persetujuan DPRD untuk:
a ‘tanah danfatau bengunan; alal
k. edain tanah dan fataw  bangunan yang  bernilal
lebih datf RpS.000.000.000,- flima mibar rupnahy ‘




2Pemindahwnganan barang milik daerabh berupa lanah
danfalay  banpunan tidak memerlukan perselyjuan

PR, apabila :
a. swuwlah tidak sesuni dengan tata ruang wilayah alau
poflalaan kol

b. harus dihapuskan kerena asggaran  untuk
banFUnatl  penggantt sudah  dizediakan  daelamn
dokumen pengangear an;

c.  diperuntukkan bagl pegawail negeri sipil pemerintah
deerak yeng bersangkutan;

d diperuntukkan ba@m kepentingan wmuam; atau

e dikuasar pemerintah daerah herdasarkan
keputusan  penpadilan  yang  tdabh memifiki
kekuatan hukum ietap dan/atag  berdssarkan
ketentuan perundeng-undangan, yang fka status
kepemilikanma dipertahankan tidsk layak secara
ERONeMIS .

3, Tamah dan/ateu bangunen yang sudah dak sesaai
dengan Laa raang wilayah alBu  penataan  kota
dimaksudkan bahwa Ilokasi izmh danfatau  bangunan
dimaksud tergadi perubshan  perantuken denfatau
fungsi Kawasan wilayah,

4. Tanab danfatay bangunan yang tidak sesual dergen
perataan ko perlu  dilakukan  penvesuaian yang
perakibal pada perubahan Juas  tenah  dan fateu
kangunan terse bt

5. Bangunan yang hamis dihdapuskan karema angparan
untuk bangurnan penggent sudah disediakan dalam
dokumen petganggaran, dimakesudkan bakwa  yang
diha puskan adalsh bangunan yang berdin & ates lanah
terze’ma  dirobohken  uniuk  selanjutnya  didinkan
bangunan beew d atas tanah yang sama {rekonairuksi)
seauai dengan alokasi anggaran sang telah discdiakan
dalem dokumen penpanggaras.

. Tanab danfatau bangunan diperuniukkan bag pegawal
negeri  Sipdl pemnetintah daerah  yame hersanghkutan
adala h:

a tanah danfataun  bangunan  yang merupakan
kategori rwmeh negara fdaerah golongan III:

b. tanah yang merdpaRen Eneh kevling yemg
menurut perefcanaan mwalnye Rhglet ] 4
pem bangunan  parumshan pegavainegensipil
pemerinlah deerah yang bersangkutan. ‘




Y. Tamah danfatan banmpunan yanp diperuntukkan bagi
kepentingan umum adalah tansh denfatan banguinen
yang digunakan untuk  kegistan  yang  menyangkaat
kepentingan bangsa dan npepara. masyarakat luas,
rakyal banvalk bersama. dan/atay kepentingan
pembangunar, termasuls dientaranyva kegratan
perneriniah daerah dalamn linglup  hubungan
persaha batan Antara negarafdeerah dengan negmra lain
atan masyarakatflernbage internasional,

8 Kalegori bidang Kegiatan yang tidsk memcrlakan
persetujuan DFRD antara iain schagai berikat:

a jelan urmam termasuk akses jalan sesus peraturan
perundangan, jaian tol dan rd kereta api;

b. saluran =ir minumfar bersh danfatan sakiran
pombuangss ait

e waduk, bendungan «an  bsngunan  pengairan
lainnya, termasuk saliran irigasi;

fd, mumah sakl uUmum  dan  pusat | keschatan
maszyarakat:

& pelabuban, bandar udars, siasiun keeta api, aau

termingl!

ternpat ibadah;

sekelah aleu lembaga pendidikan non komersial

[RSAT wmum;

fasitiias pemakaman ALY

fosilitas kesclamatan umum, antara lain  anggul

p:nmggulangaﬂ bﬂhﬂ}'ﬂ bﬂnﬁf, lshar dan laat-ladn

bencana;

k. sarana dan prasarand pes dan telekomunikasi:

sarame dan prasarana olabeaga untuk umum;

m, stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana
pendulningnya uniuk embaga penyiaran publik;

n. kantor pemeérintah, pemevintah daerah, perwakilan
negara &sing, Perserikatan Bangsa-Hangsa, dan
lembaga  internesional di bawah aLngan
Persenkatan Bangsa - Banghas

o,  Figilitas Tentarn Nasional Indonesia dan Kepalisian
MNegara. Republik Indenecsia $esuai dengan Mges
dan fungsmys:

p. ramah susun scderhana;

g. tempat pembuangan sempah unliuk umum,

r. cagar alam dan cagar budaye;

= promosi bDudaya nasonal Y

L rm oo

=




L poramanan untuk umum;

., pand sosial;

v, Jlembapgs pemasyargkatan; dan

w. pembangkil.  turbm, teansmust, dan distribus
tenaga listrik termasuk instalasi pendukungnya
yAENE Merdpakan saiu kesetian yang tidak depa
terpisahkan.

9. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa Ianah
danfatau bamgunan dilakukan coleh Pengelola Barang
scteiah mendapat persetujuan Bupati,

10, Pemmindahtanganan barang milik daerah  selain  tanah
dan/atau bangunan syeng bBernlai  sampai  dengan
RpSOOi00 000 00 (ima miliar rupiah) dilekukan deh
Penpelolz Barang seielah menda pa persetujuan Bupati.

11. Pemindahtanganan barang milk deerah selain  anah
danfalay  banguhen vang bernia Iebih dan
RpS5000000000,00 (lima miliar ropiah) dilzkukan oieh
Fengelola Barang sciclah mendapat persetajuan DPRD.

2 pemindshlangenan dalam benuk penjualan,  tukar
menukar dan peiyeriasn modal nilai BMD Yarg dipekai
adalah mlai Wajar,

13, pemindahtanganan dalém benmik hibah nilel yang dilakai
adalah nilai percle harn.

14, Dalem rangka memperoleh persetujuan DPRED, maha
Bupall mengusuikan Surat permohonan persetujuan per
setiap usulan,

7. BENTUK.BENTUE PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
A, Penjualan Barang Millk Daersh
1. Prinsip Umum Penjualan BMED

a. Penjualan barang milik dacrah ilaksanakan
defigan pertimbangan:

I} unituk pptimalisasi barang milik daerah yang
berlebih atau ddak diypunakan/dimaniaatkan;

2 secara ckonomis lebik menguntungkan bagi
daerah apabila dijual; danfatan

3 scbagal prelaksanaan  ketentuan  peraturan
perubdang -undangan.

k. Bamng tiltk dacrah Wang tidak
digunakan/dimanfaatkan adsiah baramng milik
daerah wng tdak digunakan untuk kepentingan
Ff_-n}rf-le;nggﬂrﬂﬂn tugaa dan fumpmi SKPD atau udak
dimenfaatiean oldi Phak lain (




¢. Penualan barang mmlik dacrah dilakukan sccara
lelang kecuali dalam hal tertentu.

d. [Lelang, adalah penj@lan barang miltk daersh yang
terbuka untuk umum dmpan peoawaran harga
secara tertulis dangatau  lisan vang semakin
meningkat atall menurun uUntlk MENcapal  harga
tertingg.

e. Lelang dilaksanakan zetelah dilakukan
pengumuman ldang dan  di  hadepan  pejabar
lelang.

{ Pengecualian lelang BMD  dalam  hal terentw
melipati:

1) Barattg millk daerah yang bDevsfal khosus
seEUAl dengan pETAILETRn peTundang-
undangan.

2 Barage miik dadral lainnya yang dietapkan
lebih Janpse oleh Bupati

g Barang Milik Daerah yeng dikategorikan BMD
bersifar khusus adalah berangbarang yang diatur
secan khi@mas sesaal dengan ketentuan peral Lran
perundanpgundangan, aniara lein yaiu:

) Rumsh negarm golongan M yang dijual kepada
penghutitiya yang sah

2) Kendarasn peforangan  din2s  yeng  dijual
Kepada:

2] Bupali;

b Wakil Bupat!

¢ mantan Bupat; dan
d mantan Wakil Bu pat.

h. PBarang milik daerab lainnya yamg dikecnalikan
dalarn lelang, antara ladn vaita
1) tanah danjatan bangunen  yang  alan

digunakan uniuk kepentingan amum;

2t tanah kavling yeng memuarut perencanaan awal
pengadaannya dipmakan untuk pembangunan
perumahan pegawdi negol sipldl  pemerintah
daerah  wang  bersanphkutan, sebapgaimans
wercantum dakm Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA];

3 selaint  laneh danjefan  bangunan sebagai
akibat deri keadean kshar fforce maleure); ‘i




41 bangunan yang berdivi d stas laneh pibak lain
yvang dijual kepada pihak lain pemilik tanah
erac but;

5 hazil bongkaran bargunan atsu bangunan
yang Ban dibangun kembali; atao

6) selan aneh den falAy bengunan yang idak
memiliki bukti Kepemilikan dengan nital wajas
paling tinggi Rpl.000000 jsatu juta rupah) per
uni

Dejam  rangka penjualan barang milk daemab
dilakukan penilaign Untuk  mendapatkan  nikai
WaJ&T.
Dalam hel penpmatan barang milik deerah berupa
tanah  yang diperlukan untuk  pembangunan
rnenah susun sederbana, yang  nilel ualnya
dictapkan oleh Bupati berdasarken perhitungan
vang dilciapkan sesoar ketentuan  peraturen
perundang - undapgan dikecualikan  dalam
pelakeanasn pentlalan.

Penentuarn: niai dalam rangka penualan  baratyg

milk cdaerch secara lclang dilekukan dengan

memper hitungkan {ektor penyesuaian,

Milai sebagmimmena dimaksud pada hana! &k

Merapakan limitfbatesan terenidah yang

disammparkan kepada Bupan  aschagal  dasar

penetapan nilal Hmil.

Milai limil/batagan terendab humaf | edeleh Ierga

minimal barang vang akan dilelang.

filai Limit ditttapkan oléh Bupat selalu penjual.

Barerg milikk dasah  bergpe tamah  dan/ateu

banpunan yang Hdak laku dijel pada  lelang

pertamna, dilakukan lelang uang sebanyak | (satu)
kali,

Fada pelaksanaan lelang ulang dapat dilakukan

penitaian ulang.

Palam he! setetah  pelaksanagn  ldang  dlang,

barang milik dacrah ddak laku dimal, Pengelola

Baratg menindaklanuti dengan penjualan tanpa

lelang, tukar meoukar, hibah, penycniagn modal

alzu pemanfaalan.

Pengelotz  Parang depat  melalean keputan

penjualan  tenpe  lelang  sebapgeimans  dimeksud




burufr stas barang milik daerah sttelah mendapal

perselujian B2 patl,

3. Dalam hal penpalan tanpa Blang, tukar menukar,
hibah, atou  penvertaan  modaltidak  dapat
thlak=sanakan, maka dapat dilakukan
permusnahan.

t. Hasil penjuslan ‘tharang milik doerah wajib
disetorkan  sefurubnye ke rekenng Kas Urnum
Daerah.

w Delarn hal barang milik decrah berada pade Badan
Layanen LUmum Dasrah tredce:

1] Pendapatan daersh dan penjualan barage milik
dagrahh dalam rangka — penyvelenggaraan
pelavanan uwoim sesuss  dengan ugas dan
fungs! Baden Layvenan Umum  Daerah
‘metupakan e Erimasn daerah varg
dizsctorkan scluruhnys He rekening kas Badan
Layanan Umum Daerab.

3 Pendapatan daergh dari penjudlan barang roilik
daersh dzalam rangks sclain penyelenggaraan
tugas dan fangs DBadan Layanan Bmuom
Deerah merupakan penerimaan daerzh  yang
disstorkan selaruhnyva ke rekening Ken Umuim
Daerah,

2 (hjsk Penjualan Barang Milik Deerah

g, Objek penjualan adeiah barang milit deerah yang
berada pada Pengelola Barang [Pengguna Barang,
melipial;

I} tanah dan/alau banganan;:

2) selin tanah dan/atal batguan.

b, Penjuakn Bareng Milk Daerah boupa tensh
dan/atau bataunan dilakukan dengan
pergyaratan sebagel berjioc
1] memenuhi persyaratan tokms.

7 memenuhi persyaratan ekonomis, yeknl sccata
ckenomis Ebib menpuntungkan bagi daerah
zpablls barang milik daerah dijual. karena
bitaya operasional <an  pemeliharaan barang
Iehih besar den pads manfast yang diperole by
dan

3 memenvhi persyaraten yundis, yakm  barang
milik daerah tdak terdapst P-Ermasajahan‘-




hukam,

e, Syarsl wcknis Penjualan Barang Milik  Daerah
berupa tareh den/atnu bangunan antara lain:

I

2

3

lokasi tanah danfetau bangunano sudah ddek
sesual dengan tata ruarg wilayeh;

lokasi danfataun  as  tansh e fateu
bangunan ddak depat digunaken dalam rangke
pelaksanean tugas dan [ungsi penyelenggaraan
tigas pemenntahan daerah;

tanah kavling wng meourut ewsl poaeEncanasan
pengadaannya diperuntukkan bagi
pemmbangunan peruamahan  pe ga wa negen
pemmerniteh daerah yamg berpanghkutary;
bangunan berdmri d alas lanab millK mbek
lait1; efAL

bamng milk decrah yvang menganggur {dls]
ticlake dapat diskukan penetapsn status
petlpglinean atau pemenfaatan.

d.  Penjualan barmng milik deerah  selmn tanah
dan/atau banminan thlalodan detigan
persyaratan. scbagai beriut:

3
2]

3

memenuhi persyaratan teknis:

memenulli persyaratan ekonomis, yakss Secard
ekonomis lebth menguniungkan bzl
pemerintan daerah spebila barapg milik deerah
dijual, karena biaya operasional dan
pemeliharaan harang lebih besar daripada
manfaz vang dipetoieh: dan

memenubi persyaraten yuridis, yakni barang
milik dactah tgak terdapat pernaselahan
hukum ,

e. Persyaratan teknis Fenjualan barang miik deerah
gelafm tAanah dan faten bangunan antara lain:

1)

Z|

barang milik dacrah secara fwik tidak depat
dignnakan karena rusak, dan ridak ekonomis
apabila diperbalk:;

bareng milik daerah secara ieknis tidak dapat
digunekan lag alkibet modernisas:

barang milik daerah tidek dspet digunakan
dan diman{aatkan karena mengalami
perubahan dalam apesif kas aktibal
penggunaan, seperti terkikis. hangis, dan tan-
lan zejeni=nya; stau ‘




4 barangy milik dasrab tidak dapat digunakan
dan dimanfaatkan karena  mengalaini
'PETIRUCATIZAN dalam timbengan fukuran
dise babkan pengeunaan atasy  susul  dalam
penyimpanan atau pengangkutan.

f. Penjualan berang millk dserah bermpa  tanah
kavling yamg mendrut awsl  percicanaan
pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan
perumalbian  pegawen negenn  pemerintah dasah
yang bersangkutan dilakukan dengan pergyaratan:
1} pengajuan  potmmohonan  penjualan  disertal

dengan bukbt  perencanaazn awal | vang
menyatakan babwa @nah tErsetut  akan
digunakan untuk pembangunen perumahen
pepawal  megeri  pemermtah deerah  yang
bersantgkutan; dan

4 penjualan  dilaksanaksn langsung  Repads
Mmaging-tia=ing pegawalnegeri =sipil perneriniah
daeraly wang bersanghutan yang ditetapkan
Bupats.

g,  Penjualan bareng milik daerah berupa kendaraan
bermotor dinas operasional dapat dilaksanalkan
gpabila telah memenuba  persyaraian, yaekn
Tverusia poling singkat 7 {fujub) talum,

t. Usla 7 (tujuly] tahun HKendaraan Bermotor Dinas
Operasional adalah:

1 terhitung mulai tanggal, bulan, dan 1ahun
perolehannys  sesuai  dokumen  kepemilikan,
untuk perclehan dalam kendisi Bany atau

& terhiteng mulai tanggal, bulan, dan tabiun
pernbuatennya sesual doKumen Kepemililkan,
urtuk perolehan tidak: dalam kondiar bare.

1. palam ha barang oilik daerab berupa lcendaraan
bermotor neak bered depgmn 889 kondisi  fisik
setitg-tingenya 30 % {tge. puluh persen), maka
pemjualan kendarsan bermotor dapat dilakukan
sebelum berumia T (tujuh] tehun.

i Penualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum
berugia 7 (tujuh)  tehun  berdasarkan  surat
keterangan tertullm dar instansi yang berkompeten

3, Tata Cara Fenjualan Barang Mlik Dacrah Pada Pengeloia,
Bareng ‘Y



a. Pelaksansan pentjualan barang miik daerab yang
twrada pada Pengelola Barang  dilakukan
berdasarkan Inisiatil Bupaii atau Permohopan
pihak lain,

b. Penualan barang millk daerah pada  Pengelola
Barang diawali dengan membugt  perencangan
penualan yang melpuil entara Tain:

1} data bamng muhk dacralb;

3 peorimbangan penjusian; dan

3 pertimbangan dart aspek tekmis, ekonomis,
dan yuridis cleh Pengelola Barang,

¢ Pepgelols Barang menyampaikan usulan penjpatan
kepada Bupah disertas perencanaan  pempualan
BML:.

4. Bupati melakukan penelitian  atas  usulan
penuaian BMD wvang diafoukan cleh Pengelola,

e. [Dalam melakukan peneliian Bupath mermnbertuk
Tim untuk melekukan penelitan.

f Penelitian yang didaksanakan okh Panitia melipoti
pepelitian data admimstratl dan penelitian fisik.

g Penclitian administratif dilakuken umtuk meneliti:

1} status dan bukti Kepemiliken, gambar situasi
termasuk lokasi tenmah, lwas, bilai peroiehan
turmah, dan dsta ideniltas barsng, uniuk data
barang milik dagrah berups. tanaby

d hun perclehan, jenla Konstruksi, has, nilal
perclehan bangunan, nilai bukl, den data
identitas bardang, uniuk daia bamng oelk
deerah berupe bangunen: dan

3} tahun perclehan, jumlah, milai percleshan, nia
Bn, dan data identitas barang, unook deta
barang milik dacrah bempa adain tanah
tkm fatau bangunan.

h. Penelitian fisik dilakuikan denpan cara
tnencocokkan fisik barang milk daaah yvarg &an
dijual dengan data administranf.

i Hasil penelitian dituangkan oleh Tin delam Berin
Acars Pepelitinon umtuk selenjutnya disampeikan
kepada Bupat melalui Pengelola Herang.

i Berdasarkan Berita fcara Penelition Bupati melalu
Fengelola Berayg menugaskan  Penilai  untuk
melakuken penilaian s barang miik daerah
yvarg akan dijual




Hasil pentlaian dijadikan scbagai dasar penetapan
rlai limit penualan barang milik dagrah,
Pengelpia Barang mengajukan  permohonan
persetizjuan penjualan  barang milik  dacrah
kepaia. Bupatls.

Apabia  penjualan barang millk  daeroh
memeriukan perselujian DPRD. Bupet terlehih
dahuly  mengajukan permehonan persetijuan
penjualan kepada DPRD.

Pengajuan  permchonan  persengivan DPRD
dilakukan terhadap tanah dan/alatt bangunan
dan selain taneh danfatau bangunan,
Apsbila  perselitiuan  Bupall aau  perserujuan
PRD melebini baias wakly hasi penilalan, maka
sehelum  dileskukan penjualen  tericbdh  dahbuiu
harus dilakukan penilaian ulang,

Apabila hasii penilkian Jang kbib tnggi, atan
samé, Btau lebth rendah dengan hasil pendaian
sebelumriya yang diajukan kepada DPRD, Bupati
tidak perlu  mengajuken permohonan baru
persetujuan penjualan barang milik  daeah
kepada DPRD.

Bupst mela pokan basil penilgian ulang kepada
DPRTY,

Bupati menetapken barang milik dacrah yang akan
dijrtal  berdagarkan  hasil  penclitian  yang
ditnangkan dalam Berita Arars Penelitian  dan
persciujian DPRD,
Keputuzan penjualan paling sedikit memuat:

1 detts barang milk daerah yarg aken dijual;

3 nlal perolehan danfateu nil bUKL Darang

milik daerah: dan

% nilaf limit penjuatan dan barang milik dacrah.
Agabila  keputusan penjualan  cleh  Bupen
merupakatt penjualan barang milik daerah yam
dilakukann secam  lelang, Pengeloie Barang
mengajukenl permintasn penjuslac barang milik
daerah depgan cara  ldanp kepada Karntor
Pelayenan Kekayaan Negara dan Lelang,

Apabila  Kepuitusan  penjualan  gleh  Bupati
merupakan penjualan berang milik deerah yang
fittabukan taopa lelenpg, Penpelola Barang
melalokan penjualan barang milk daerah secers '(




4

langsung kepada celon pembeh,
v Penjualan barang milk dazah diakukan soab
lerima barang berdasarkan:
1} Risalah lelang, apabila penjuaian barang milik
dacrah dilabwkan secern lelang: dan
2) Akta jual beli, apabila pecrjuslan barang milik
dacruh dilakcukan tanpa lelang.
w, Serah tevima barang  dituengkan delam Herka
Acara Semah Terima [BAST).
%, Berdasarkan Berita Acara Seah Terima [BAST|
Ferygelola Barang mengs jukart usulan
penghapusan barang milikk daerah kepada Bupati.

Tata Cara Penjuslan Barang Milk Peerah Pada Penpguna

Harang

i Penmalan barang millkk daerah pada Pengguna
Barang diawali dempan menylapkan permohonan
penjuslan, antara laim
1 dais barong milik daerdh;

3 pertimbangan penalan; dan

3 perimbangan dari aspek telmie,  ekonomis.
dan yurids oleli Pengguna Barang.

h Penggana Barang melalui  Penpelols  Barang
menpgsjkan  Usuvlan  pormohenan  penguelan
kepada Bupsti.

e Pengelela Bamng menyam paican wusulan penjualsn
BMD kepnda Bupsti disertai  peorencanaan
penjualan BMD.

d Bupati melabuker  penelitan  atas usulan
penjuaian BMD yang diajkukan oleh Pengelola,

¢, Dalem omelakukan penelitien Bupati membentuk
Tim untuk meakukan penelitian.

[ Peoelitian yang dilgksanakon oleh Panitia meliputi
menelitian data administratil dan penelitiun fisk.

g Pepelitian administracf dilakukan untuk meoehit:

I stgtus dan buliti kepemilikan pamn bar =ituasi

. termasuk lokasi tanab, loas, milai percle han
tanah, dan date identitaz barang, untuk data
barang milik daerah berupa tenah;

2 whun perclchan, jenis konstruksi luas, railag
peralehan bengunan, nied buka, dan daa
identitas barang, untuk datz bareng bk
daerah berups bangunsn, A




d talun perolehan, [umlbah, nilai perclehen, ngai
buku, dan data identitas barang, unmk data
barang milik daash berupa seam  1anah
danfatau bangunan.

Fenelitian [aik dilakukan dengan cam
metcorpkkan fisik bararg miiik daerah vang akan
dipial dengan deta administratil

Hazil penelitian dituangkan oleh Tin dalkm Benta
Aeara Penelitian vniuk selanjuinya  disam pakan
kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
Herdamarkan Betita Acara Penelinen Bupau melalul
Penpelola Barang menugaskan Paulsi wnbck
melakukan penilaian sas barang milk daerah
yang dan dijual.

Hasill penilaian dijadikan sebagai damar penetapan
nilai limit penjualan barang miik daerah,

Pengeicla  Barang mepgajukan  permohonan
persetyjuan penjualan barang milik daerah kepada
Baxpati.

Apabilza  penjualan barang mikk  dacrah
memerfukan persetyjuan DPRD, Bupatl teriebih
dahuhi  mengajukan permohonat  persstujdan
penipalan Kepada DPRD.

Pengajuan per o onan persetujuan CDPRD
dilakukan terhadap lamah dan/ atau bangunan dan
sefain tanah dan/atau bengunan.

Apabils persetujuan Bupah atau perselujuan DEFRD
mefebihi balas wakl  hasil  penilaien,.  makea
sehelum  dilakukan  penjuatan  teriebih  dabule
hatus dilakulan penilaisn ulang.

Apabila hasil pendeisn ulang lebih nggi, ated
sama, atad lebih rendah dengan hasil penilaian
sehelumnya yang diajuken kepade DPRD, Bupati
tidak perlds  menprjukan permohonan  baru
perselujuan perjuaian barang mikk dacrah kepada
DPRED.

Bupati melaporkan hasl penilzian ulang kepada
DPRD,

Bupat! menetapkan barang milik daereh yang akan
dijual berdasarkan hasil penchtian yang
dituangkan dalam Berta Acara Penelittan dan

persetujuan DPRE.
Hepulisan penjualan paling sedikat memuart: ’K



1) dala barang milik daerah wang alan dijoal:

2) nim peroiehan danfastau nilal Dokl barang
milik deeraf: dan

3 nilal limit penjaakan dari barang milik daerah.

. Apabila keputusan penpalan  oeh  Bupati
merupakan penjualan bardng milie daergh yang
dila¥uikan secwra  ldang, Pengelola Barang
mengakan permintaan penjualsn barang  milik
daerah  dengan cwa  ldang  kKepada  Kantor
Pdayanan Kekayaan Negara dan Lefang.

W Apabila  kepuwisern  penplaian olch Bupal
meripakan penualen barang milik daerah vang
dilalukan tenpa ldang, Pengelola Barang
melalulzan penjaian barang milik daermh secam
langsung kepadn calon pembeli.

v Peojualan barang milk daerah dilakuken serah
leritma, barang berdasar kan:

1) Rizsakh lelang, apabia penjualan barang mlik
daeah dilakukan sewmra lelang; dan

3 Akla jual bell, epabita perjualan barang millk
dacrah dilakukan tanpa lddang.

w Setah wrma barang perjualan barang milik daerah
pada Pengguna Barang dituangkan dalam Beri@a
Arara Sereh Terima [BAST).

x. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengguna
Baratg mengajulan usulan penghepusan bararg
reilik daerah kepade Pengelola Baranp.

3. Tala Cara Penpalan Kendaraan Perorangan Dinas
Kepada Pejabat Negara, Mantan Pe'phat Megara Dien
Prgawan Aparalur Spil MNegara [ASN]

a. Syarat kendarasn ‘perorangan dinas jyarg dapat
dijual tarps melalw lelang kepada pejabet negera
dan manian pejabat negara. 2de bh:

1) telah berusin paling singkat 4 jempat] tahun
4 ‘terhitung madad tanggal bulan, @inun
perclehannsya. untuk  perolehan  dalam
ikondisi bany stac
t  terhilung muaded tanggal, bulan,  tabun
pembuatannya, untuk perolehan selrin
teracbut pada hurul al,
2 sudah tidak digunakan bgi untuk pelaksanaan ‘
tugas,



Syaral kendaraan perorangan dinas yang  dapal
dijual tanpa melalui lelang Repada pogawar ASH
adalah telah berusia palng =singkat 5 (lima) tahuan;
1} terhitung muiad  tenggal, bulan, tahum
prrolchennya, untuk perolehan dalam kondisi
bart atau

¥ terhitung mulai  tanggal builan, tahun
pembuatannya, untuk perodehan aclain
terse but pada, humal &)

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual teapa
‘melalui lelang kepada:

1) Bupaf,

2 Wakil Bupsti;

3 Mantan Bupah: dan

4 hManlan Wakil Bopetl.

Syaray Pejabat Negara  yang  dapat  membel
kendaraan perorangan dmas tampa melalul felang
adalsh

1] Ielah memiliki mess  Kerje  atau  mzma
pengabdian sclama 4 lempat] tahun atau lebah
secara berturuttorut, terhitung mulai tanggel
dteta pkan menjad Pejabal Negara;

3 tidak asedeng msau  fidak pemah  ditunto
tmdak pidans: dengan ancemen  hukuman
pdans pemjara paling singkat 5 {lima) talwm.

Peghat Nepata mengguken permohenasn peryualan
kendaraan perorangan dinas pada tahun terakhic
veriode jabatan Poabat Negeora.

Tahun terakhir peniode Ebatan Pejabat  Negara
adalzh tahun terakhir pada penode  jabatan

Pobat Negara sesuai dengan Ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kendaraan permarigan dinas yang  dijpal  tanpa
melaii  lelang paling banyek 1 [sam}  unit
kendaraan bagl 1 (zaty] orang Pejebat  Negara,
unfuk tisp penjuslan yang diakukan.

Mantarn Pejsbat MNegara jang  dapet  membel
kendaraan perorangan dinas lanpa melabu lejang
memetivhi persyaratan:

I tcdaby memiliki mosa  kerja  atau  mega
pengabdian sdama 4 {em pal] tahun atau lebib
secata berturat-turot, terhitung mulal tanggal K




ditclapkan menjadi Pojabat Megara sampad
dengan berakhirnya mase jabatan!

3 belum perngh membeli kendarsan peroranpan
dinas tanpa melaly lelang pada sent yang
bersangkutan menjabat  Sshagali Pejabat
Negars;

3 tidak sedang atau tidak pemah  ditunta
tindak pidana dengan ancamen hukuman
pidana penjara paing singkat & (lmma) tehun;
dan

4 bidek diberhentikan dengan tdak hormat dari
jabatarmmya.

Becars berturudurut sehagpitnana dimalksud pada
angka 1) adalah secam berkelanjutan meng lany
masa |batan pada insiansl yang sanrm aau pada
instansi yang herbeda.

Kemdargan perorangan dinas yang dijual taopa
melaliy  lglang epada marntan Pejabat Negara
paling haryak 1 [satu} unit kenderasn bagi i [=atu)
mang manian Pempbat  Nepara, untuk  tap
penjalan wng didakukan.

Manian Pejgbat Negara mengajukan permohanan

Penjualan kenderaan peromngan dinas  peling

lana 1 (aara) tahun  sepk  berpkhirmys  mesa

jabieran Pejabat Negere yang bersangkutan.,
FPengguna Barang menentukan  harga  jual
krmdurasn perorangan dinss yang dijual kepads

Pepbar Negara/ martan Pepbat Negars yang

dilaknkan tanpa melalul ldang denpan ketentuan

sehiagai hrerskut:

1] kendarssn dengan umur 4 {empat] tzhun
saropal denpan T o(tuub] rahun, harga nualnys
adaleh 40% lempat puiuh persen] dari nilai
wajr Kendsraan;

3 kendarasan dengan umdr Bhh darl 7 Otajuh)
tahun, harga jualnya adalsh X4 gua pulub

Pembayaran stag penijzlan barang milik dasrah
berups  lendarasn peroranpan dinas enpe leleng
oleh Pelpbat Negara/mantan pepmbat negara
dilakulan pembeyaran sekaligus.

Pembavaran dilakukan  melalnl penyetoran
lanpamunp ke rekening Kos Umum Duerah  Paling



lama 1 [sally] bulan terhitung sepk  tanggal

berlakunya surat ‘persetujuan penjualan,

Apabila pembayaran aas penjualan  kendaraan

pororangan dinas belum lanas dibayar, maka .

1) kendaraan tersed mash borstaties  sebagad
barane miik dacreh;

2 kendaraan tersebut tetep dippnakan untuk
keperivan dinas;

3 biava perbatkan) pemellharaan it
ianggung  1ewah  Pejsbat  Negars/ mantan
Pejabar MNegara; den

4 kendaraan tersebut dilarang untik
dipindahtangankan, disewakan, dipinjamkan,
atan dijaminkan kepada pihak R&in.

Pejabal Negarf dan manlan Pgaba yarng ddak

meineriuiu syarst schagaimana dimabksud horal d

dant hurul h dicabut  haknya untuk membel

kendaraan perorangan dinas,
Kendaraan perorangan dinas yang baal dibeli cleh

Pejebat Negara /mantan Pejabat Negara digunaken

leermnball untuk prlaksanasan 1Wgas.

Bizya yang todabh  dikcluarkan oieh  pemermiah
daerah untuk perbaikan kendarsan percrangan

dintag  yang ekan dibell dalam jangka waktu 1

[saty) tahun  sebelum  adanya  persetujuan

penmialan, menjadi tangpungan  Pejabar Nepara

yarg membck  kendaraan  pororangan dinas
torsetnt dan hans dibavar sdoagai tambahan
harga jual.

Biaya wng telah dikeloarkan deb  pemerintahb
daerah wyntuk perbaikan adakh biaya selain
pemeliharaan rutin atas  kendaraan  perorangan
dines.

Pejabat Negara yang pemah membeli kendaraan
perarangan dinas, dapal membeli lagd 1 [sam) unit
kendaraan perorangan dinas tenpa melelul kang
sctelah jangka waktu 10 [Sepuluh) tabun =sejsk
pernbelian yamg pertama.

Pembelian  kembsll  aas Bendargsn  perorsngan
dina® sebagaimana dimaksud huruf © dapat
dilakukan sepanjng Peiabat DNegare  lersebut
maaih akiil aehagai Pejebat Negare secars
berkelanjuian., ‘



v, Penjualen kendaraan peroranpan dings yang dipel
tanpa mealy lelang, diswall detigan  petgauan
permohonan penjualan ofch:

Y Pejzbal Negars, peds tahun terekhir periode
mbatan Pejabat Negara; dan

¢l Manian Pejabat Negare, paling lama 1 {3aty)
tahun seak berakhimya mesa jabatan Pejabat
Negara yang Rersangkualan;

w., Fengauan permohonan disampaikan olehk Fejabat
Negara kepada Penpguna Barang dan Mantan
Pejabat Negara kepade Bupatl

x. Surar Permoheonan memuat artara lan: 1) deta
pribadi, berupa nema, jabatan, &lamat  dan
tempal/tanggal 1zhir, dan J] alesan permohonan
pemi belan kendaraan perorangan  dinas,  dan
dilampir{ dokumen pendukung antars lain
1 [otokopi sural keputusan pengangkatan begi

Pejabat  Negara  atal surat  keputusan
pemberhentian bagi martan Pep bat Negarn;

3 [lotockopi kartu identitas;

3] sural pernyatsan yang menyatakan  belum
permah  membeli atau penah membel;
kendaragn percrangan ddines tampa ldang
gctelah jenpka waldu 10 (sepuluh] tahun sejak
pembelian pertarmna bapl Pejabat Negara;

4 dalam el Pejabat  Negare  mengajuikan
pemitclian kembali kendaraan percrangan
dinas tenpa ldang, dilampirkan [olokop sural
keputusan pengangkatan menjpmdi Pegbat
Nepara secara berkelanjutan dengan jangka
waktu 10 [sepuluh) tahun senk pembellan
pertama kerndaraan perorangan dinas;

) JUrat pernyatden yamg Mmenyatekan el
prernoh mernbel kenderaan peyorangan dinas
tanpa melalil ldang pada sas  yang
berzanglouian menjadi Pelabet MNegara bagi
mantan Fejabat Megara; dan

R sural pomyalean yeEng menyatakan bdak
gsedans atan  tidak pernah  ditunbut  tindak
pittana  demgan  ancaman bhukuman  pidana
penjara paling singkat 5 lima) tahun

y. Berdasarkan  Surgt Permohonan sebagaimana
dimaksud hirmf x Pengguna Barang melakukan



persiapan  permohonan  penjualan, anters  lan:
data administrasl kendarsan peromatigan  dinas:
dan  penjelasan  dan  pertimbangan penjualan
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang,
z Dalam ha persiapan permohénstl penjualan telah
aelera;, Perpgiing Bargng melahs Pengelola Barang
mengdjukan usulan  penualan  kepada Bupati
gelaloy  permegang kekuasaan pengelclaan barang
milik deerab diserta ;
Ly fowokopi Buku Pemilik Kendarsan Bermoter

(BPKB):

2] fotokopi Surat Tanda Nemer Kendaraan
ISTNK:

3 surat permmohonan dan dokumen
pendukungnya;

4 rmeen biave yang twlah dikeigarkan dch
pemerintzh damah untuk perbaikan
kendarman perorangan dinas yang akan dibel
dalam jangka wakiu 1 (saty tahun scbehun
adanys persetujian penjualan; dan

% sural pertiyatsan dari pepgeuna berang bahwa
sudabh ade kendaraan pengpanti.

ag. Bupati melrkonksn  peneliion  atas  usulan
permobnones  penjualan yaty  diaivkan oldh

Pengelcla.

bh, Dalam melakukan penelition Bupad membentuk

Tim untuk:

I} melaloukan penelitian kelayskan HAaszsan dan
pertimbangan permohonan peojualan barang
milik daerah;

A melakukan penehtian sk, dengan cera
mencocokkan fisik kendarasn perorangan
dinas  yang ekan  dijuat  dengan  data
admemstratif,

cc. Hasil peneliban dituangksan dalem  beria aam
hasl penelidan untuk selanjumya disampaikan
kepada Bupan melaiul Pengelola Bareng.

ded Bupati melaln Pengelola Barang oenugaskean
Penllai unfuk melakukan penilaian atas kendaraan
perttangen dinas yang akam dijual.

ee. Hasl pemlaian dijpdikan sdhagai dasar peneta pan
nilal Hmit penjualan barang milik daerah. Y



i Pengelola Barang mengajukan  permchonan
Berseijuan penualan berdagarkan has)
penclifan dan  perilaian kepadea Bupati  sesual
bates Kewenangannya.

g Apabila persetujuan Bupati melebihi batas waki
hazl  penilalan, m™aka  =ebelum  dilakukan
penjualan rerlebin dahulu  harus dilakukan
penilaian ulang.

hh. Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan
perorangan dinas yang sken dipwml berdasarkan
hasi peneliian dan  penilatan, paling sedikit
memuaat:

1] data kendaraan perorangasn dinas,

2 midai pmolchan;

3 nilal buku:

4 leaps ual kéndoraan perorangan dinas; dan

% rinclan  bimye  yang  telah dikeluarkan
pemerintah Gacrah untuk peToalksan
kendaraan peromngsn dinas yang akan dibeld
dakm jangks waloa 1 (satu)] tahun sebelum
adarmve perastujuan panualan.

ii [alam hal Bupati txak menyetojui penjualan
kemdnraan perarangan dines tanpa melahi lelang
Bupati memberitahukan =ecora tertulis kepeda
pemobon melslul Penpgrelola Barang

1. Perdasarkan penetapan Bupati Pengelola Barang
helakuian et ualan Kedaraan peroratwen dinas
kepada Pejabat Negara/ mantan Pewmbat Negara,

ke Pepbat MNegara melakukan pewhayaran ke Kas
Umum Daerah, terdire dars:

1) pembelian kendaren peroranpan dinas sesiai
hargajual kendaraan perorangan dinas dan

3 biyva yvang telah dikelusrken okh pemerntab
daerah urituk perhaikan kendaraan
perorangan dioes yang akan dibell dalam
angka wakty 1 jsaty) tahun sebelum adanya
persetujuan penjuelan.

il Mantar Pejabat Negara melakukan pembayaran ke
Kes Umum Deecrah sesusl haega jual kendaraan
peroramngan dinas

mm, Sereh terima berang dilaksanakan setelah lunes
dbavar yang dibuktikan dengan surat ketcrsngan x



peclunasan pembayaran e Pengelola
Barang/ Penggpana Barang.

nn. Pengelola Barang/Penpguna Barang mengajukan
usulan penghapusan barang milik dacrah schagai
tindak lanjut sergh terima batang.

vo. Penpelola Barang danm Pengguna Barang mclakukan
mpengewasan dan pengeéndabian pelaksanaan
peniualan dan penghapusan kentdaraan
perorangan dines sesual {upams,  Junpmi, dan
kewenangan — mesing-masing scsual | dengan
ketentuan peraturan perundang-undengart,

pp HKendarsan perorangan dinas yang tdak dilakukan
penjuatan dengan mekanivtme tanpa Jelang sera
tidak digunakan wumtuk penyelenggaraan tugas,
dapet dilakukan penjualen secara felang,

B. Tikar Menukar Bareng Milik Deerah
. Prnsip Umum Tulkar menpukar BMD

4 Tukar menukar bararg miik daerah dilaksanelkan
dengan perumbangan:

1) untuk mememahi kebutuhan operasional
petly eleligparaan pemietittaban;

2 untuk eplimalisasi barang milik decrah; dan

3 tidsk tersedia dena dalam AFBD.

b. Tukar menukar  berdesarkan  pertim bangan
sebapal mans dimaksud burnl a ditempuh apabila
pemerintah dasrah trak dapat menyediakan tansh
dan/aien bangunan penggant.

e, Belaln perbmbangan sebagaimana dirmaksud buarof
& Wkar menuksr depat dilskukat:

1] apabila barang milik deerah berupa tansh
denfatay bangunan  sudah  tdak sesuad
demgran  tala ruang  walayah Alad penataan
kola;

2] gna menyatukan barsng milik daerah yang
lokamnye teTperIcEn,

1} dalam rangka pelaksanaan rencana strategs
pemerintah pusat/ pemerintah daerah;

& gpune mends patkan/membenkan akses jaldn,
spabila ofyelk tukar menukar adalah bamng
mikk dierah  berupa tamh  dan/atau
bangunan, dan/atau

5} telah ketinggalan teknologl sesual hf:bumham.‘



kondizi, atau ketentuan peraliiran perundang-
undangan. apabila objek takar memilar
adalzh barang milik daerabh selain  tanah
dan/alay barngunan,

d Tukar menukar barang milik dacrah dapat
dilaluican dengan pihalk:

1} Pemenintah Pusat;

2] Pemerintah Daerah lainbyg;

3 Badan Usaha Milik Megara /Damah atau badan
hulkum milikk pemerintah lainnya. yang dimiiki
TIegars;

4 Pemeniniah Dess atau

5] Swasta;

e, Ywasta sebagaimans dimaksud huorf 4 sngke S
adalgh pihel swasta, badk yarg Berbentuk badan
hukum maupun perorangsn.

I Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

1] tanah danfatau bangunan yarg  telah
diseteblan Kepada B paty

2| tanah dan fatan bangunan yang herada puoda
Pengguma Barang; dan

J} sdain tanah danfetan bangunan.

g. Tanah dan/atau banpunan yarg berada pads
Pengpuna BSareng antara lgin W|nalr danfatau
bangunan vyang mesih  dipergunaekan untuk
peoyelenggaraan  LUgss dan  fungs  Penpguna
Barang, tetapi Gdak sesupn dengan taiz Mang
wiayalh alau  penatasn kaa dag proses  uker
menvkiEmya dllakesenakan oeb Pengelola Baremg

h, Tukar menukar difaksanakan setdah dilakukan
kajlan berdasarkan;

1] aspek teknis, antara lain:

a} kebulthan Pengelols Barsng  /Pengguna
Barang; dan
Y Spesifikasi barang yang dibutuhkan:

2] aspck ckonomis, antara lain kejsn terhadap
riiai barang mEbk daeaabh vamg dilepazs dan
Miai baramg pengganti;

3) aspck yuridis, anlara lain tata ruang witayah
den penataan kota; dan bukiu Kepemilikan,

1 Berdasarkan kajlan azpek Tekmis, Aspelk Ekonomis
dan aspek Yuridis terhadap barang wilk daerah
berupa tanah danfatau baoEunen, Bupan dap@r K



membertkan elternebl bentuk a0 penhpelolaan
barang milik daesrah alas permohonan perystljdan
tukar menukar yvang dwsdlkan oeh  Pengelola
Barang/Pengpuna Barang.
Barang pengganti kar menuker deapat berupa:
barang eejeniz; danjatau barang tidak sejens.
Barang prongpanti wamsa tukar menukar barang
milik daerah berupa tanah, hanis beriyps; Lanak,
atm tanah dan bangunan.

Barang peoggarttl wame tukar menukar bararg
miik daerah berupa bangunan depat berupa:

1} tanaly

4 tamah dan bangunan;

3 bangunan; dan/atau

4 selein b danfatan bangunan.
Sarang penpgart yang hendak dilakukan tukar
menukar harus  berada delam kendist sisp
dipunalan. pada tanggal penandatanganan
perjanjan tukar menukar atau Berita Acara Sersh
Tertna [BAST).
Niad barang penggant’ alas tukar menukar paling
sedikit seimbang dengan nuai wajpr barang milk
daerah vang dilepas,

Apabia nilai barang pengganti lebh kecil daripada
nilal wapr bararg milik deerah varg dilepas. mitra
tzkar menuker wajb menyetorkan ke rekening Kas
Umum Taerah atas seumtlah sebsih nilai amara
nilai wajar barang miik dacah yang dilcpas
dengan nilai baranpg pengganti.
Penyetoran seligih nilal tukar metukar barang
dilaksanakan paling lambat 2 jduza) hari kerja
sebrlum  Benta Acara Saah  Tetima  (BAST)
ditandatangeni.

Selisih nileu kar menukar BMD dituangkan dalam
perjanpan ‘lukar menmukar.
Anabila pelaksanaan ukar menukar
mengharuskan mitra tukar menukar membangun
banguman barang penggani, wmirs ukar menukar
meninjuk konsultan PeTIEAWRS dengan
persetujuan Bupatl berdasarkan  pertim bangan
dari SKPD lerkeit,

Konsultan pengawss merugakan badan  hukum
vang bergersk & bidang pengawasan konsuukai, ‘




t HBaya konsuitan menpadi lpgeuneg jawab mira
fikar menukar,

u  Tukar menukar dilaksanakan oeh  pengelola
bareng seiclah mendapat  persetiyyuen  Bupali
srsual dengan Kew'eEnanpgannya,

2. Tar Cara Pclaksanaan Tikar Menukar Barang Milk
Daocah Pada Pengelols Bararg
A Pelaksanaan tukar menukar berang milk dacrah
vang berada pada Penpelola Barang dilakukan
berdasarkan:

3 kebutuhan dann  Pengelola Bamng untuk
melakulkan tukar menukar; atau

3 permochonan wkar menukar darl para pihak
sebagai berikut -

a}] Pemenntah Mieat;

k] Pemerintah Daeah Iainnya;

d DBadan Usaba Milk WNegaraf Dacmah =lag
badan hukum milik pemerintah laimya
yang dimilik! negara;

d} Pemerintah Desg atau

o Swastas

b, Pelaksonaan tukar menuksr barang millk daergh
vang didasarkan  pada kebUtuhen  penpelnia
barang, diawali dengan pembentukan Tim cich

Bupalbi untuk melakukan penslitian mengena

kemungkinan melaksanakan Gfar menitkar sang

didasarkan pada perlimbangan:

1) umuk memenuhi  kebatuhan operasional
penyelengearann pemenntahan;

2] untuk optimalisas; barang milik dagrah;

3] Gtk 1crsedia dana dalam APBD;

4 apabita barang millkk daersh Perupa anah
dan/atau  bangunan sudah lidak sesuad
dengan  lata ruang  wilayah &8 penataan
kote;

5 guna menyatukan barang milbk deazh ymg
lokasiny s terpencar,

6 dddam rangkz pelaksanoasn rencana sirategis
permerintah pusat/pemenntah dacrah;

7] gune mendapatkan/membertkan akses jalan,
apabila objek tkar 'menukar adalan barang
miik dacrah  berops  tanah  danfatay “




bangunan; danfatan

8B teiah ketinggalan eknolegi sesusi kebutwhen,
kandigi, atau ketentuan peraturan perundang.
urdangan. apabids objck Lokar menukar
adalsh barang milik daecralt sclain  tanah
dan/atau bangunan,

c  Peneliian meliput:

1 penelitian kelayakaty tWKar menukar, bak deo
aapek tekmig, ekonomis, mavpun yuridis;

d penclitian data administratif,. dan

3y penelittan fisik,

d  Penclitian admimstraif dilakukan ootuk meneliti:

1) status pengpunaan dan  buktd  KepermTkan,
gambar sitUast termasuk lokasi tanah, luas
perumukan, kade wrang, kode register, namd
bararg, dan niai pergichan, wnluk data
baramg mitik dacrah berupa tanah

4 talun pembuatan, kode barang, Kode regster,
nama barang, hkonstruksi babgunan, luss
status  kepemilikan, lokuasi niai  perolehan,
dan  niad buku, untuk data barapg  milik
daerah berupa bangunan:

% tahun perolehan. kode barang, kode register,
ngma barang, iumiah, nilai perolthan, niiad
buky, kondisy barang dem bakti kepemilikan
kendarzan untuk data bDaranp milik daerah
befupa seiain 1anah danfatau bapgutan,

. FPeneliian Maik dilakulkan dengan cara
mencocokkan fisik berang milik daerah yang skgn
dit ukarkan dengan data administrat(f.,

£ HasH penelitian divangksn dalsm berile acams
penelitian.

g Tim menyampgikan berita acas hasil penelitian
kepada Bupsti wuruuk peretapan harang milik
daeralh menjedi obyxk tukar menukar,

h. Beridasarkan penetapan ok Tular  Menukar
BME okh Bupati, Fengclula Barang menyusunt
nncien rencarna barang penggantd seéhagei berikour;

I} tanah meliputi  luas dan  lokasi  yang
perunivkannya  sesual dengan  tawm  Miang
wilayeh;

4] bangupan meliputi: jenis, as, dan RONSNCEE
bangunan s<tR sarans dan  prazarana "



penunjang;

3 selkin tanah dan bangunan mefputli umlah,
jenia bBarang, kondisi bwang dan  spest kasi
barang,

Pengelola Barang melakuksn penilzsian terhadap

barang milk deergh yang aken ditukarkan dan

barang pengganti den Hasi Penilaian dizsampaikan

Pengelola Barang kepada Bupadti.

Brrdasarkan hasii penilamian Bupatt miglaknkan

penelapan mitra fukar menukar;

Bupau  menerbitkan  keputusan  tukar menukar

paling sedildt memuag:

} mitra tukar menukar;

2} barang millk deerah yang akmn dilepas;

3 mnilai wajr berang milik daerah yang AKan
dilepas  wvang mesih  berulu  pada  tangeal
keputusan diterbitkan: dan

4 rncian rencana barang penggnisti.

Pergelola  Barang  mengawkan — permohonan

perselujuan ukar menukar kepada Bu pabi.

Calkm bal luker memikar memertukan persenljuan

DPRD, Bupat terlebih  dahuls  mengajukan

permohonan persetujusn tukear menukar kepada

DPRD.

Berdasarkan sueat pepsetyjuan (ukar menukar,

Bupati dan milra tukar menukar menandatangani

petjanjan dkar menukar,

Setelah menandatangani perjanjian Lukar menukar

nitra Tukar menukar melaksanakan:

1) peteriaan pembanpunan/pengadoan  barang
pongEantl  sesusi  denpgsn  perjangian  Wkar
menular, untk tokar menukar atas barang
milik daerah berups  tanah  danfe
banpunar.

4 pelerjaan melaksanakan pekerjizan pengadaan
baang pengegantli sesual dengan  perjanjlan
ukar menukar termasuk  menyelesalkan
pengurusan  dokumen  administruil  yang
diperlukan, tukar menukar atas barang milik
dacrah berupa  =elain tanah danfetam
bangunan.

Bupati wembentuk Tim untuk melgkukan

moriioring pelaksangan pengadaan; pembangunen ‘(



W

barang penggant berdaserkan b poran kenauian
pengawas dan penelitian | pangan.

Sebelum  dilakukan penverahan  barang  milik
decah vang dilepas, Pengelola Barang melakukan
penilaian  terhadap kesesuaiat bararg penggant
seanal  denpan yang tertuang dalam  perjanjion
lukar menukar.

Dalam hal hasil penilajan mensunjukkan bahwa
terdapel  ketidakseswian  #pesifikasi  danfatan
Jumlah barang penggantl dengan perjanjian i2kar
menukzr, mitra tukar menukar berkewsjiban
melengkapl memperbaila ketidakscsual tose b,
Delarm hal Eewgjiban mitra Lkar menukar untuk
melengkapi/memperbai ki tidak dapat  dipenuhi,
make mitra ukar mengkar berkewajben untak
menyetorkan eelisih nilai barang milik dagrah
dengan barang pengganti ke rekening Fas Limum
Dazrah.

Bupati membentuk Tim  untuk melakukan
peneli an kelengkapan dakimen barang
petigganti, amars Jain  bukl ke pemilikan, seia
menyiapkan PBerta Acara Serah Terima [BAST)
untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan
mitra tukar memikar.

Berdasprkan perjangian Tukar Menukar Pengelola
Barang melakukan seéroh terima barang  vang
dituangkan dalam Berta, Acara Serah Terma
(BAST).

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima [BASTY
Pengelola Barang menga jukan usulan
penghapusan barmmp milik daersh yarg dilepan
dari dafiar barang Pengelola kecpadz Bupati serta
Pengelola.  Barsng  mencatat  dean  mepgajakan
permohonan ponelapan stalus pehpgguhean
terhedap barang pengganti sebagai barang milik
daerah.

Pelaksanaan btakar menukar barang tilik dacrab
yvang didazarkan pade permohonan dard parm
pihak. diawali dengan mengajukan permohenan
secipa etvakis kepada Bupatd,

Permohonan  kepada Bupati | diserta; dsa
pendukung berupa:

1) mdan perunlukan; r



2} jenis/spesifikn=i;

% lokesglsdata teknis:

4 pedaraan nilai barang pengganti; don

5% ha lan yang diperfukan,

¥. Pelaksanaan uikar menukar berang milik daerah
vang drdasarkan permchonan dard :

1} Pemerintah Pusar;

2 Pemerintah Daoah lainnya:

3 Badan Usaha Milik Negara /Daerab atau badan
huakum milik pemerintah lainnyd yeng Al
NCgaray

4 Pemenntah Deas; atan

3 SBwastia;

Peleksaneannya mengikatli prosedur dan ketentuan
scbagaimana diatur huraf bsdhumiix

3. Taa Uars Pelaksanaan Tukar Menuker Pada Penpeuna
Berang

a. Perpguna  Barang mengajukan  permohonfn

persctujuan tukar menuakar kepada Bupati melalud

Pengelola Barang, dengan disertai;

1) penjelasan/ pettimbangen tuker menukar;

4 surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan
tukar menukar vang ditandatengani  oleh
Pengruna Bamng;

3 Peraturan daerah mengenai lata ruang wilayvah
BLAL PENATAAIL Kol

4 data administrapl barang miliks dacrabh yang
dilepas; dan

31 rincian rencana kebutuhan barang penggant.

b. Data administratf bareng milik daerah yang
dilepaa diantaranya:

I} status pengeunesan dan bukti | kepemilitan,
gambar situasi termastk lokes? tanah, Ieas
kode barang, kode register, mme barang, dan
milai perplchan, wnlk bamng milk dacrsh
Beriys tanah,

2) mhun pembuatan, kode barang, kode register,
nama barsng, konstruksi  bangunan, Was,
status kepemiltkan, nilai perelehan, dan bl
buku, wuntuk harang milik daerah  berupa |
bangunan: \



3 talum perolehan, kode barang, kode rogister,
narne  barang, Jumlabh, mlad perclehan, niar
buku, keondisi bararg, dan bukti kepemilikan
kendaraan, untuk barang milik dasrah berups
selain tanah danfatau bangunan,

Rinman rencana  kebutuhan barang pengpganti

melipuli;

] has dan lokasi yang peruntukanpys seaaf
dengan taia ruang wilkiyah uniuk bamang
milik daerah berups tanah;

3 jens lwas dan rencana kenalrulsi bangunan,
scrta samne dan prasarana penanjabg, untuk
barang milk dasrah  berpa bangunan:
dan farau

3] mmlah, jems barang, kondisi barang dan
spesifikasi barang untuk barang milik daersh
berapa selam tanah danfatau bangonan.

i Pelaksansan wbker menukar barang milik datrah

pada Penggune Barang peleksanaannya mengikuti
ketentuam pelaksanaan mkar menukar Barang
Mik Daerahl pada Penpelola yaitn ketertuan horof
ba/d hurmlx

Berdasarkan Berlla Acara Seaah Tertma [BAST),
Pengmina Barang mengsjukan Usan
penghapusan barang milik daerah yang dilepas
dari Dmftar Barang Pengguta Hépada Pengelola
Barang gerta Pengguna Barang mencatat  dan
mcngalukan  permohonan  penhetapan status
pengpunaan terhadap barsng pengeanti | sebagai
bararg milik daerah.

4, Perjanjian dan Berita Acara Serah ‘Terima BMD

Tukar memikar diluangkan dalam perjanjian.
Perjangan sekurang- kurangnys memual:
1} Idemtitas pihak;
A jenis dan nitai barang milk dacrah;
3 spesili kasl barang pengpant;
4) klausal bahwa dokumen kepewilitan barang
pengganti dlatasnamekan pemeriniah daerah;
5 jangka waktl penverahan  obiek tukar
mendcar;
&) hek dan kewsjiban para pihek;
7 ketenmuan deam  hal tegedi kahar  (force ‘



ma ] eura);
8 manksi; dan
9) penyelesaian persclisiban,

¢ Perjanpian mkar menukar ditandatangani clth
mitra THkKar menukar dengan Bupali

d, Penyeraban barang milk daerah den  Darang
pecngeanti dituangkan dalam Berita Acara Serah
Terima [BAST) ,

e Berita Acard Serah Terima [BAESTditandarangani
okh mitra tukar menukar den Pengelola Barng,

. Perandetanganan Berta Acara dilakokan paling
lambat | (setu] bulan setelah t23ngga! pebanda-
tanganan perjanjian nkar mendkar untuk barang
penggantl yang telsh siap digunakan pads 1anppal
perianjian tikar menukar ditandatangani,

g Petiandatanpanan Berga Acara (uRar  meruakear
dilakulcan paling BBma 2 [duzy taban seteiah
tanggal  penandatanganan  perjanjien Gdker
memikar untuk barang penggenlt yarg belum siap
digunakan pada tangge! perjanjan wbkar menukar
ditandatangani.

h. Penendetanpanan Besta Acara Soeh Terima
BAST) harya dapat dilakukan dalam hal mitrg
tukar menukar telAh memenuhi selargh ketentuan
deer  seluruh klsusul  yamg  tercantumm dafam
perjanjian tukar menular,

L Bupati berwenang membatalkan perjanjian Tukar
Menukear secara sepihak delam bal Berita Acara
Saah Terima [BAST) tidak dilandatangani sampat
dengan batas wakiu scbagaimana dimaksud pade
huruff dan hural

o Hibah Berang Milik Daerah
1, Prinsip Umum Hikah BMD
a Hibah barang milk daerah dilakukan dengan
perlimbangan untuk kepentingen:
1} sosidl;
A budays;
3} keagamaar;
4 kemanusiaan;
3 pendidikan yang bersifat non komeraiak:
6 penyelenggaraan pemerititahan pusSaLf
pemerintaban decrah.



Penyclengearaan pemerintahan pusat dacrah
adalah  termasok  hubungan  antar  negars,
hubungan  amtera  pemerimsh  pusal  dan
pemermital dacreh, hubungan antara pemeriniab
daaakh dengan masyarakalf lembags
imternamcnal, dsn  pelaksanaan  kegiatan  yang
menunjang  penvelengearaen  mgas  dan fungsi
pemerntab pusal atay pemennlah daerah.

Baang milk daerah dapat dihibakkan apabila
memenihi persyaralan:

1] bukan merupakan barang rahssia nogars;

3 bukan merupakan bharang yang Menguasai
hajai hidup wang banyak; atan

3 tdak digunakan hpi dalam penyclengpsraan
tuges dan fungsi peny elenggaraan
pemenintahan dasrah .

Sgata biaya yang Hmbul  dalam  proses
pelaksanaan hibah ditangpung mepenubnya  oleh
pihak penerima hibah,

Barang millk dacrah yang dihibahkan  wajib
dignmalan sebagaimana ketentizan yvang
ditetapkon dalam naskah hibah,

Hbah sebepaimana dimaksed pada haof e
dileksanakan cleéh Pengelnla Herang,

Pihak vang dapat meterima hhak adalah;

1] lembaga soslal, lembaga budaya, lerobapa
ketagrmann, |lembagy Keomenusiaan,  atau
lembaga pendiditen wang hersifat o
komersial  berdssarkan akta  pendinan,
anpgaran  dasarf rumeh  Wgpgs,  atau
pernyataan tertulis darf instansi teknis yang
kompeten bahwa kmbaga yang bersangkutan
adalab achagal lemboga dimakesid;

2] pemerintah pusac;

3] pemerintah daerall lalnnya;

4 pemerintzh dess;

5] perorangan atau  magvarakat yang terkena
bencana alam dergan Joieria masyarakal
berpenghasilan  rendab iMBRY SCHLEI
ketenfuan  peraturen perundang undangan:
atau

) phak lan seawal ketentls  peraturan,,
perunddangutidangan, \



b, Pemberian hibah  kepada  pemerintabh  deza
sebagrimana dimaksud pada anpka 4) diakukan
datem hd : Barang milik dacrah berskala lokal
Tang ada & desa dapat dihibahkan
kepemilikannya kepada deza atan Bararg ok
¢esa yang telah diambil dad desg, oleh pemetintah
daerah kabupaten dikembaikan kepada desa,
kecuali yane sudab dipunakan untuk  [asilitas
LATTILIITY

1. Hibah dapat berpa:

1} teanalh danfatan bangunan  yang  telah
diserahikan kepada Bupati;

4 tanah danjatan banpunan vang berada pada
Pengguna Barang dan

3] selam tanah dan/sftal bapgunan,

3+ Tamah danfatan bangunan yeng berada pada
Penpguna. Barang antars lann tansh dangfatau
banguman yarg dan  awal pengadesnnyva
direncanakan untuk dihibahken sesuai  yang
tercanturn dalem Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPA4).

ik Harang milik daesh selain tEnall  dany atau
bartgunan melipurt:

I barang milk daetah sclain tanah dan fatau
bangunan vang dari awel peogadasnoys
untuk dihitahkan; dan

2) bamng milk daerah sdain tenah dan /atEwn
bangunen yarg lebih optimal apabila
dihiba hican

L  Penetapan bamng mitk  deerah  yanp  akan
dhibabkan dilakuikan olel Bugalbs

2, Tata Cara Hitmh Pérang Milik Daemh Pada Pengclola
Baran
8. Pelaksanaan hibah barang milik daeah  yang
bemda pada Pengelols Barang  dilalkuken
berdasarkan imsiatil Bupat atau permohonan dard
pthak yamg dapat menerima Hibah, antare la&o :
] kmbeage sosial lembaga budava, lembaga
keapamaan. lembegs kemanusiaan, atau
lembage  pendidikan  yang bersifat o
kemersial  berdasarkan alid pendirian,

BIEEATATL dasarfrimah tangEs atau K



pernyatdan tertulis deri instanai tcknis yvane
kompeten bahwa lembPaga yang bersangkutan
adalah sebagaf lembega dimaksod;

4 pemerintah puzat:

3 pemeriniah dagrah lainnya;

4] pemerntah cdega

9] perorangan atan masyarakat yang terkena
bencena alam denpan  kriteria  mesyerakat
berpe nghasilan rendah (MER] ‘BCEAL
ketentuan  pemsatdran perundang -undengan;
atawu

B pihak lain =esuai  kelenoaan  pereturen
perundang-undangan.

. Pelaksaneant hiah berarg milik dacrah  pads
Pengelola Barang varg didasarkan pada imi siafif
Bupati diswali dengan pembeninkan Ton  och
Eupab untuk melakukan penelilian, yang meliput
» ponclitian dete administratif dan penelidan fisik.

c Peneliian data administracf dilekukan  untuk
men eliti:

l} =statas dan buktt kepemilikan, pamber gituas
termasuk lolmal taneh lbas, kode barane,
kode register, mnam8 barang, nilad perolchan,
dan perunfukan, WUk daiz barame  miik
dacrah berupa tapah;

2) tahun pembuatan, hkonstruks! luas, lode
barang, Wode register, nama barang, el
perolchan, niei buku dan status kepemilikan
untuk data barang mik dadrah  DeUps
bangunary

3 tebhun peroichan. epesifikasi/identitas  teknis,
bukt kepemilikan, kede barang, Kode register,
namma baresg, nilal peralchan, nilai buka dan
jumlah untuk  daie barang milik  daerah
berupa sclain tamhb danfatay bangunan; dan

4 data calon penerima hibah.

4 Dalam melakuken peneltian terhadap data calm
penerime hbalh Tim dapat melakukan klarfikast
kepada instansi yeng berwenang dan berkompeten
mengenal kesesuaian data caloy penerima hibah.

e.  Penelitian fisk dilakukan dengan CEa
mencocnklian fsik bareng milik dacrah yeng ekan
dihbahkan derpan data admiriateati]



schagaimana dimakaad pada hurufe.

i Hasd peneliian dituangkan dzlam  berka  ecars
penelitian

g Hm mecnyampaikan berlla acam bhasil penelilian
kepade Bupat! untuk mepstapkan barang milk
daerah menjadi objek: hibah,

h. Dalam hs berdasarkan beria acara penclitian
Hibah dapat dilakszanakan, Bupatl mcelalui
Pengelola Bamng memint2 surat periygtaan
kesedinan menerima hibah kepads caloan penerima
Totrah.

1 Pengelola  Barang mengaphkan permchonan
persetujuan hibah kepada Bupati.

j  Palam hal hibah memerfukan persethifjuan DPRD,
Bupati terlebih dahuln mebgajukan permaohonan
mergetyjuan Hibah kepsda DPFRLD,

k. Apshila permchonan hibah disetujui oleh Bupat:
alan  disctygui olch DPRD. Bupati menetaphan
keputusan pelaksanasan  hibah, sang  sekurang-
kKurangnyn memass:

1) penerima. hibahy

4 cbrk hibah;

) nilai perolehan dan nilef buku  terhadap
bareng yang dapat dilakukan penyusutan,
uniuk lansh danfatau bangunan:

4) nilai perolehan dan nilsi buku terhadap
barang yang dapat dlakukan penyusuEn,
urluk sclain tanah denfatau bangunan; dan

3] peruntuken hkibah.

. Berdzsarkan keputusan pelaksanaan Hibah Bupeti
dan pihak penerima hibahh menandatangan:
tmslkah hiah.

m. Naskah hibah memuar gakurangkurangnya;

1] identitas para ‘pihak;

jerig dan nilai baranp yanp dilakukan hibah;

wuan dan peruntukan hibah;

hak don kewajiban para pihal;

kKlausul heralinya tenpgung jawab  dan

kewajiban kepada pihak pererima hibah; dan

B penyelesalan perselisiban,

1. Berdasarkan naskah hibahh  Pengelola Bamnop
melakukan serah lerima  hararg milik  daemsh
kepads peocrima hbah yang dituangkan dﬂlﬁn\
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Berita Acara Sereh Terma [BAST).

¢. Boadasarkan Benta Acara Serah Terima [BASTE,
Fengelola Barang mengajukan Leatlbarn
penghapusan bararg milik daerah yahg Ielsh
dihibahkan,

p. Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada
pengelola  barang yang  didasarkan peds
permohcnian  dari pihak yang dapgl mencrime
hibah, diawall dengan petyam pasn permohonan
oleh pihak pemohon kepada Bupati.

g Permohonan dari peneriroa Hibah mermuaat ;
1| data pcmohon;

2] alawan permoho nan:

3 peruntukan hitesh;

4} jenisfspesifikasifnama  barang milk decrah
yang dimochonkan unituk dihibahkan;

8 umiah /luasfvolume barang milik daerah vang
d mohonkan untuk dihibahlan:

d lokasifdata tekms: dant

7| sural peroyatean kesediaan menenma hibah.

r. Berdasarkan permohonan Bupati membentuk Tim
umnluk melakukan penelitian.

3 Tata cara penelitian sampa dengan pelaksanaan
serghl  lerima pada pelaksanzan hibah  yang
didasarkan pada permohanan phak pemohon
merngibut  ketentuan sebagaimane diatar datam
burufbs/d hurufo pada pelaksanzan hibah atas
inistatif Bupati,

L. Apebila permohonan himbh Gdek diselujul, Bupsli
melaky Pengelola Barang membentahukan krpada
pitak yanpg mengajukan permchonan  hibah,
diserial dengan aksannya.

3 Tala Cara Pelaksanaan Hibah Baranp Milik Daeral Pada

Pengpuna Barang

a Peolaksansan hibah barang milik dacrah pads
Pengguna Barang diawall dengan pembentukan
Tmm nermal pads SWFPD aleh Penpguna Bararg
untuk  melakukan penelitian,  prlaksanaan
penelition meliputi: penelitian data. administratif
fhn peneliban fisik.

b. Penelitian data administratif dilskukan untuk \(

mernelit ;



I} statuz dan bukti kepemitikan, gamber situasi
termasuk lokasl anah, luas, kode barang
kode register, nama barang nilai perclchan,
dan peruntukan, unmk data bararg  milik
daerah berupa tanah;

21 tahun  pembualan, konstruks, haas, kode
bararg, kode register, nama bavang, niled
peroleban, nilai buku, dan starss kepernilikan
itk deta  Dareng ik deerah  berupe
bangunar;

3 whun percichan, spesifikasi fidenntas teknis,
bukti kepemilikan, kede berang, kod: repgister,
natnd barang, mlal peralehan, nilan buky, dan
yarnlah  umtuk deie barang milk damah
bergpa selain izneh den fatau bangunan; dan

4 data cakn penerime Hibah,

Penelitian {i=ik dilakukan dengan @ra

mencocokkan fizsik barang milk daerah yang AicD

ditibahhkan dengan date adminislratl
sebapaimana dimaksud pada huruelfh,

Hasll peneiitian administrasi dan fisik diluanglean

dalarn  berila acars  penelitian dan  selanjulnya

disam pakan Tim kepada Pengguna Bararg.

Berdagarkan berita acara hesil penelitian Peogpana

Barang 'mengajukan permchanan hibah  kepada

Pengelola Barang yang memuan:

1] data caln penerima hibabh;

alasan untuk menghibahkan;

date  dan dokumen sas anak  dan/ atau

bangunan;

p-::run‘tukﬂn hihﬂh;

tahun petolehan:

status dan bukn kepemilikan;

nita1 peralehan:

jerusfepesiikasi berang milik dasrab  yang

timchonkan untuk dihibakkan: dan

9] lokmsi.

Penyampaian sursl permohonan disertai dengan

sural permyataan kesedizan menerima hibah.

Dalam melakukan penclition terhadep data calon

penerima hibah Tim depst melakukan klariGkasi

kepada instenal yeng berwenang den berkompeten

Menpersl kesesudian da@ caon penstme hibah, \
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h T menyampaikan berla aara hasil penelitign
kepada Bupat! untuk menetapkan barang milik
dacrah menjadi  objek  hibah  melalui  Pengelola
EMD.

l. Dalam hal berdasarkan beria acara penelitizn
Hibah  dapal  dilaksanakan, Bupatl mela b
Pengelola Barang meminta surat  pernyataan
kesediaan menecrima hibah kepada calon penerima
hibak.

}  Pengeslola Barang  tengajdkan permohonan
persetujuan hibak kepada Bupati.

k Dalarn hal hisash memerlukan persetujusn DFRD,
Bupati terlebih dabulu mergajukan permohonan
poraetujuan hibah kepada DPRD.

|. Apabiia permohonan Hiheh disstujti okh Bupatl
ptau  disetgfl DPRD,  Bupati  menetapkan
pciaksanaan hibah, yang sekoarang-lurangnya
memal:

I penerima hibah;

A ohick hHbah;

3 mlai peroléhan  dan nilai bukua  terhadap
bararng yeng dapat dilakukan penyusutan,
untuk anab danfamy bangunai;

4 nilal perolehan dan  nilai baku  terhadap
barang yang dapat dilakukan penyusutan,
untuk selwn tammh danfatau bapgunan; dan

A peruniukan hibah.

m. Apabila permohonan Hibeh tidak dsewajui, Bupat!
melahy  Pengelola Berang menerbitkan  sucat
penalakan  kepada  Pengguna  Bamang yang
menga jukan pertnahinan diserial dengan
alasannya,

n. Berdesarken — penetepan pelaksansan  Hibah,
Pengelota Barang den phak penerima  hibah
menandatangant naekah hibah,

0. Naskah hibah memust sekuranpgkurangnya;

1) identitas para piiak;

% Jjenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

3} tujuan dan peruntukan hibah;

% hak dan kewajiban para phak;

3} Klausul berallhnya tanggung jawsb  dan
kewajiban kepada pihak penerima hibah: dan

& penvelezajan perseligihan.




p. Berdesarkan naskeh hibah, Pengdels Bararg
melkukan scrah torima barang miik  daerah
kepada prmerima hibah yang ditwanpkan dalam
Berita Acara Sergh Terima [BAS T}

g Berdesarkan Berita Acara Semh ferima [BAST,

Pengpuna Barang menga jukan usulan
penghapusan  barang millk daerah  yang telah
dihibahkan.

r. Pelaksanaan hibah barap milk dacsrah beraga
tarmh  danfatay  bangunan dan  seain  tanah

danfatat bangunan vang dam awal pengadaanye

direncanaksn untuk  dikfbahltan mengikoati

ketentuen perdturan petundang-undsnpan. ‘
BUPATL MANGGARAI BARAT,

TTD
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LAMPIRAN ¥ : PERATURAN BUPAT] MANGGARAL BARAT
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TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

PROSEDUR PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

L, PROSEDUR PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
A Prinsip Umnum Pemusnahan Barang Milik Daerah
1. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:
o lidak depet digunaken, tdek dapat dimanfaatkan,
danfatay tidak dapat dipindahtangankan; atau
h terdapal alasan lain sesual denpgan ketentuan peraturan
perundangundangan.
2. Pemusnaban dilsksanakan cleh Pengpuna Bareng Selelah
‘mendapal perieiyjuan Bupati, untuk bereng milkk daerah
prda Perggune Barang
2 Pemusnahan dilaksanekan oleh Pengelola Barang setelah
mendapat persetujuan Bupat, untuk berang milik daerah
pada Pengelcla Barang,
4. Pelaksanaan pemusnaban oleh Pengelula magpun Pehppuna
Borarg dituangkan dalam berita acara dan  dilaporkan
kepada Bupati.
Pemusnahan dilakukan dengan cara:
dibekar;
dihancurkan;
difimbaan:
ditenggelamkan: atgu
caEa lain seaud dengan keteniuan peraturan perundang-
undangean.

o

ran ga

B. Tata (Bra Pemusnahan BMDO pads Pengrima Baramg

1. Pengajuan permohonen pemusnahan barang milk deecah
dilaloulcan deh Fengpuna Barang kepada Bupsat.

Z Permohonan paking sedikd meemuel: pertmbangan dan
glazan pemusnahan dan dela barang milik deerah yang
diusulkan pemusnaban.

3, Dats bargre milik deerab anfera lein medipuc:

kode barang;

kode repister;

nanya barang;

tahun perolehan;
sperifilcam bareng; (

=R R =



{. komdisi barang;

jumilah barang;

bulti kepemilikan untuk bamng ik deerah  yang

harus dilengkapi dengan dked kepemitikan;

1 ndai perulcban; dan
. milai buku untuk barang millk dacrah vang  dapet
dilakukan penyusutarn.

4, Pengajuan permahonan Kepada Fupell dilengkapi dokumen
pendukung benapa :

a surat  pertyataan  dert  Pengguna  Barang ! Kuesa
Pengpuna Barang yang sekourang -kurangnya memuat:
] didentites Fengguna  Bareng/Kuasa Pmgguna
Berang; dan
2] pernyaiaan balwa barang milik daerah fdak dapat
dipuntakan, tdak dapa dimanfaatkan, danfata
lidak dspal dipindahtangankan atau alasan lain
sefnal  depgan ketentlan  peraiumen  perandatg-
undangan.
b. jomkopi bukti kepemilikan, untuk berang milik daerah
yang haruve dilengkam dengan bukll ke pemiliken;
c, kartu identitas barapz, untuk barang milik daerah vang
harus dilenglcapi dengan kartu identitas baratig: dan
d f(do bamng milik dacrah yang diusulkan pemusnahan.

5 Pengelola  Barang melakukan  pernelitian terhadap
permohenan  wsulan  Pemushahan yang  diajukan  cieh
Pengguna Barang /Kuasa Pengpuna Barang.

6 Penelifan pengelola Barang mehputl:

a, penelitian  kelayakan pertimbangan dan  alasan
permohonan pemusnahean barang milk dacrahy

b.  penelitian data administratif; dan

¢ penelitian fsik.

7.Penelitian daa administranf dilakukan untok  meneliti
antara lamn:

wde barang;

kode register,

nama barang;

tahun perolehan:

spesdikasi barsig:

kondist barang,

jumlsh barang;

bukii kepemilikan ontuk barang milik daerah yarg

harue dilengkap’ dengan bukt kepemililzan;

A nilai perolehan; dan/atau K

=

Fm oo Aangp
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I niki bk, untuk barang miik deereb vang dapat
dilalukan penyusulan.

Penclitian fzik dilakukan dengan cara mencocoklan frik

barang milik daeral yang akan dimuasnahkan dengan data

admihis raul scbhagaimana dimaksud pada anghky 7,

Penpclola Bareng menyampaikan hasil perelitian  kepada

Bupati  sebagal balan  pertunbangan persetujuan

pomusnahan barang milik deerah.

Apabila permohonan permusnahan barang milik dacrah tidak

digetujui, Bupati membentahukan kepada Pengpuna Barang
melalul Pengelola Barang yang mengaukan permohonan
disertai dengan alasan,

Apabila permohonan pemusnabhan barang milik  daerah
disetnjui, Bupati  menerbitkan  surat  persetujuan
pemuanahan barang mitik daerak,

Sural. persetujuan pemusnahsn barang milik daerah paling

sedikat memmaat:

8. datz barang miik decrah wng disetuje  ontok
dirmusnehkan, yang sekurangturangnya  melpuati
kade berang, kode register, nams  Datung,  ahun
perolehan, spedifikasi barang, kondisi bamang, jumiab
barang, nilai perolchan. dan npilai buku untuk barang
milik dacrah yang dapat ditakukan penyusuian; dan

b kewajiban  Pengguna Barang  uniik mrelaporkan
pelaksanaan Pemusnahan kepeda Bupati.

Berdasarkan sural persetujuan pemusnahan bararg milik
daereh Penpguna Harang mdakukan pemusnzahan barang
milik daerah.

Pelaksansatn pemusnahan divangkan dalam Borie Acam

Pernusnahan den dilaksanahan paling lama 1 |sam) bulan

ek tanggal penerbiten surat persetujuian pemughahan

barang millk daerah oleh Bupali.
Berdasarkan Berita Acam Pemusnabrn Penggunz Parang
mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah.

Cara Femusnahan BMD pada Pengelola Baang

Penpajven permobonan perpusnahan barang milk daerah
dilakukan oleh Pengelole Bareng kepada Bupat,
Fermnohonan  paling sedikif memuat: pertimbangan  dan
alasatl pemusnahan dan deta barang milik daerah yang
diisulkan permusnshan,

Data barang milik dacraeh antara lam mebpoti

2 lode berang (
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kode regiater:

nama barang;

tahan perole har

epesifikasi barang,

kondist barang;

jumlah bareng;

bukt  Fepemilikan uniuk bareng milic daerah  yang
ferus dilengkapt dengan bukdi kepernilikan

migi perolehan; dan

nilai bukn untuk barang milik deerah wng dapst
dilakukan penyusulan.

Pengajuan permehonan kepada Bupati dilenpkapi dokumen
peruhalung betupa

.

(el

d

surat  pernyalaan  d&n Pengpuna  Bareng/Kuasa

Penppunz Barang vang sekurang- kurangnya memuest:

1} identitas Penpgune  Barang/Kuasa  Penpeuna
Earang; dan

3 permyatasn bahwa barang mil’k daecrah tidak dapat
dignaken. tkek dapal dimanfastkan, danfatau
tdak dspal dipindahtangankan atau alesan lan
sesudl dengan  ketentuan peramran  perundang-
undangan.

fotokop! buki kepemilikan, untuk barang milik daerah

varg hrus dilenpleepr dengan Buldi kepeme ikan;

kariu identitas barang, unuk barang milik daerah yong

barus dilengkapl dengan karm identilas barang, dan

folo barang milie daerah yang divsulkan pemusnahan,

Bupati melakukan penclitian leriiadap permohonan U sulan
pemusnahan BMD yvang diapkan deh Perngelola

Penelittan dilakuken meliputi:

a. penclitian  keayakan pertmbangan dan  alasan

pormehonan permusnshan barang millk daerah;

b, penelitien data administrand; dan
. penciban fisik.
7.Penelifian data administratif dialoolkan untuk  menefit
antara lain:
B, loxde Darang;
k. kode repster;
c. rama barang:
d. tahun perolchan;
e,  spesidi kasi barang;
.  kondis! barang:
&

Tumlah barang: \




h. bulti kepemilikan untuk barang miik daerah yang
harus dilengkam dengan buokai kepemililan;

i riki perolehan; danfatew

b miial buk unluk barang milk deerah yang dapat
dilakukan penyusutan.
B  Penelitfan felk dilabukan dengan cars mencocokkan sk
barang tilik dacrsh yang akan dimusnahkan dengan data
adminislrall] sdhagaimana dimaksod pada angka 7.
15, Pongeolola Bamng menyampakan hasil penelitian kepada
Bupati  sebagai bahan pertimbangan peisclujuan
petrusttabian barang milhk dacrah.
17.Apabila permohonan pemusnahan barang milik dacrah tidak
disetujud, Bupat! memberitahukan kepads Pengelola Barang
cimettan dengan absan.
iB. Apabila permohonan pemusnahan barang miblk  daerah
disetuajui, Bupati menerbitkan  surat | perseiujuan
pemusnahan barmang milik daerah.
19, Purar persetajuan pemusnahan bareng milik dasrah paling
sedidil mem v
a data berang mikk  dasrah yong  diseisjul  unuk
dimusnahkan, yang sdorang-kurangnya meliputl kode
barang, kode repister, nama barang, tahun perple han,
spesilikasi barang, kondisi barang, jumiah barang, nilas
peralchan, dan nilan buka untuk barang millk dacrsh
yvang dapat dilakuzkan penyusutan; dan

b,  Lkewnjiban Pengelola Barang untuk melaporkan
pelakaanasan pemusnahan kepada Bupa G

2. Berdesarkan persetujuan pemusoahan barang milk daerah.
Pengelola Bargng melakultan  pemusnahan  bareng  milik
chasrah.

2l  Pclaksanaan pemusnahen diuangkan delam benta acam
pemenahan den dilabsanakan paling bma 1 satu} bulan
rejak tamgeal persetujuan pemusnahan barang milik daerah
dari Bupati

Z1. Berdasarkan berila acars pemusnahan, Pengelola Barang
mengajukan 15U lan penghapusen barang milik daerah,

. PROSEDUR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
A.  Pringip Umum Penghapuszan
L  Penghapusan baraog ik deersh melipali;
2. penghapusan dan Dalkr Barame Penpeune danfatau
Ceftar Baranp Kuass Fengguna;
b. penghapusan dan Dafiar Barang Pengelols; dan Y
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c  penghapusan dardl Deftar Barang Milik Daagah,

Fenghapussn dar Daftar Barang Pengpuna dangatau Daar

Barang Ruase Pengguna. didakukan dalamm hal barang mibk

daerah sudah tdak berada dabm penpuasaan Payggunz

Barang dan /atau Kuasa Pengguna Barang.

Penghapusan dari Daftar Berang Pengelola, dilalcukan dalam

ha! barang milik daerah sudah ftidak ‘txreda dalem

petiguasaan Pengelola Bareng.

Penghapusan dan Dallar Barang Mtk Daerah dilakukan

dalam hal terjadi penghapusan disebabkan karena:

a. pemindahilangenan atas barang milik daerah;

b. putusan pengadillan yang telah  berkekuatan hukum
terap dant sudah ddadk ada upaya huloem lainmya;

¢ menjalankan ketentuan wndaneundang;

d.  pemusnaharn; atau

e, sebab igin.

Barang milk damah sudah (dak beada dekm pmpgnasaan

Pengelola Barang, Pengpuna Barang danfatau Kuasa

Pepygguna Baranpg disebabkan karena:

4, petyerahan barang milik dacrah;

b. pengglihan stahis penpgunaan barang milk daerah;

¢ pemindahtanganan etas barang milik:

d. puizsan pengedilan yang telah berkekuatan hodoam
tetap dan sudah tidek ada upaya hukum lainoye;

[ menjalankan Ketentiaan peraturan perundang-
undangsan:

[ pemuanahan: atan

E- schab lam

Bararg milik deerah sudah ddak berada daiam penguasaan
Pengeloia Barang, Pengguna Barang dan/fatan Kuasa
Pengguna Barang disebabkan kerena Sesbab lain mertpakan
sebabzebab yarg semra nommal diperimbangksn wapr
memjadk  penyebab  penghepusen, aepert], hilang karena
kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,
rmatl, dan scbagal akibet dari kerdaan kabar (foce majeuwrd,
Fenghapusan untuk bamng mililk dacrah pads Penpouna
Barang  dilabukan  dengan  menerbitkan  keputusan
penghapusan oleh Pengelda Barang setelah mendapat
persetujian Bupat,

Penighapusan  BMD  untuk  barang milik  daeeh  pads
Pengelele Bamng dilakukan dengen mienerbitkat keputusan

penghapusan oleh Bupatfs. \
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Hel yang dikecualikan dari ketentuan mendapat perssiidjuan
penghapusan Bupatiadalah untuk Darang milik deerab yang
dihia puskan karena;

a pengalihan siatus penggunaan BMD;

h pemindahtanganan; atau

c. permuenahan,

Bupati dapat mendelegazikan perseijuai  penphapusan
bzrang 'milk daerah berupa barabp persedican  kopada
Petgelela Barang untuk Dalar Barasg Petgetina danfatav
Daftar Barang Kuama Pengguna.

Pelaksanaan ates penghapusan  barang mibk  dacrah
dilaporkan kepada Hupati.

Pelaksanaan Penghapusan Bareng Milik Daerah pada Pengeuna
Barang danfatau kKuassa Pengpuna Barang

L

Penghapuszan karena penyerghan barang milik  dacrsh
kepada Bupatr dilakuksn oeh Pergpuna Barang/Kuasa
Pengguna Bamng.

Penghagusan dilakukarn setetah Petigelola Barang
menerbitkan kepuiusan penghapusan barsng milik daerah,
HKepuatusen Pengelola paling lama 1 (satu) bdan diterbitkan
oleh Pengelola DBarang sejgk tanggal Berita Acara Serah
Terima IBAST) penwerahan kepads Bu pati

Penggune  Barang melaperkan penghapusan  barang milik
deerah  kepada Bupati, dengan melampirkan  keputusan
penghepusan dan Berita Acam Serah  Terima  [BAST)
penyerahan kepada Bopati.

Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang
melakukan penyesuaian pencataten barang milik  daerah
pada daftar barsmg milik daerah.

Perubahan Daftar Barang Petyguna dan fatau Dafiar Barang

Kuasza Pengguna scbagri akibat darl penyerahan barang milik
daerah Kepads Bupati harus dicantumkan dalem Laporan

Semesteran den Laporan Tahunan Pengguna Barang
dan/atan Kuasz Pengguna Barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Dacrah sebagai akibat dari
penverahan barang milik daersh dari Penpguna  Barang
kepada Bupati  hans  dicantumkan daam  laporan
semesteran dan laporan tahunan,

Penghapusan karena pengoliban status pengeunaan berang
miik deergh kepada Pengeguna Bareng lain dilekuken okh

Pengeuna Barang/Kuasa Pengguna Bararg. ‘



11.

13,

I6.

17,

18,

Penghapusan  kamns  pefigaliban Stalus  Penggunaan
dilakukan setelah Pengelola Barang menerbitkan heputasan
penghapusan barang milk daerah.

Keputusan penghspusan bwvang mibk deerah paling lama |

(sald] buln diterbitkan oleh Pengelola Barang sepk langpal

Berita Acara Serah  Terma [BAST) pengalihan  siatus

pengpungan barang milik daerah.

Pengguna Bamng menywnpeitan laporan  penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan

don Berita Acara Sergh Tedma ([BAST) pengalihan stmms
penpgunaan barang milk daerah.

Berdasarkan keputu=an penghapusast, Pehgelola Barang

melakukan penyesugian pencatalan  barang miblk doaemh

pada daftar barang millk decrat.

Perubahan Daltar Barang Pengguna danfetan Deftar Barang

Kunsa Pengguns sdbpgat ekibar dan  penpalbhan  status

pengpunasan bamng mille daerah hans dicantumkan delam

laporan 'semesteran den leporan tehunan Penggiina Barang
den fatau kKaasa Pengguns Barang.

Ferubahan deftar barang milik daerzh sebagai akibat darj

pengalihen status penggunaan barapg milk daereh herus

dicantamkan dalam laporat barang milk deerah semesteran
it laporan mhlnharn.

Fenghapusan karena pemindahtanganan atss bBarang  milik

deerah dilzkukan okth Pengguna Barang/Kuasa Penggina

Barang

Penghapusan  ataz  pemindahtanganan  dilakukan  setelah

Pengelola  Barang  menerbitkan  kepulusan  penghapusan

barang milik daerah,

Keputugan pengelola paling lema 1 jsatu) bukn diterbitkan

akh Pengelola Barang sepk tanppal Berka Acara  Serah

Terima [BASTL

Keputusan penghapusan barang milk daerah  karena

pemindahtanganan atas barang milk dacrah dizsampmkan

kepada Pengguna Barang disertaf dengan:

a. Risalah Lelang dan Herita Acara Serch Terima (BAST),
dalam hal pemindahtatiganan dilakukan dzlam bemipk
penjuatan secara lelang:

b, Berila Aara Scmh  Terima [BAST), delam  hal
pemndahtanganan ditakukan dalam bentuk penjualan
tanpa lelang, tukar menukar, dan penyertaan modal
pemerintah dacrah; dan ‘
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c. DPoia Acara S8oah Terima dan nmeskah hibah, dalam hal
pemindahranganan dilaltukan dalam bentuk hibah.
Pengguna Barang menyampaikan laporan penghapusan atas
petnindahlanganan  kepada Bupati dengan melampirkan
Keputuean FPenghapusan cdan Betria Acara Soah Terima,

Riszlah Lelang, dan Masiah Hibah,
Bermdasarkan keputusan penghapisan karenan
perundahtanganan, Pengelola Barmang menghapus  barang
milik daerah dari Daftar Barang Milk Daerah,
Perubabmait Dalar Barzng Pengpuna dan/atau Daftar Bararg
Kuasa Pengguna sdébagai akibat dari penghepusan Karena
pemindahtanganan  hans  dicantumkan dalam B poran
barang Pengguna flaporan barang  Kuasa,  Pengguns
semesteran dan tahunan Peogguna Berang dan/stau Kuasa
Penpguna Barang.
Perubshan Dalar Barang Miik Daemb sdbagai akibat darni
penghapusan karena pemindantanganan harme dicantumbkan
dalam laporan semesteran dan laperan tahunan.
Perghapusan karena adeanva putusan pengadifan yeng wlah
memperaleh  keluatan hukum tetap dan sudah tdak ada
upaya  hukum  lainnya  dilakuken  oldh Pengguna
Barang/Ruasa Pengauna Barang.
Peoggunn Bararg mengsiukan permohonan  penghapussn
barang rmilik daecrah kepada  Pengelola  Barang  yang
sedikitnya memiat:
g, perlimbapgan dan dasan petighapusan: dan
b. date barang milik dacrah yang dimoheonkan untuk
dha puskan, diantaranya melipot tehun perolehan, kode
barang, kode register, nama bardng, jenis, identitas,
kondisi, lokasi nfal buku, dan/etau niai perolchan.
Permohonan  penghapusan  barang milik daerah  karena
adanya putusan pengaditan yang ieah mempersleh kekuatan
hukum letap dan sudeh lidek ada upaya hulum lainoya
scikurang-kurangnya dilengkspr dengan:
a salinanffotokopi putusan  pengadilan yang  telah
dilegalisast/dizakkan ¢leh pejgbat berwenang; doen
b [oiokopl dokumen kepemilikan atau dokumen setara,
Fengelola  Barang  melakukan  penelitien  terhadap
perrnohonan  penghapusan  berang  millk  daerah  dand
Pengpuna Barang karena adanys pulusan pengadilan yang
telah mempersleh kekuatan hulcum tetsp den sudah tidak
ah vpaya hulam lainnya.
Pepe litian ¥ang dilalmkan Pengelola meliputi; \
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g, penelitian data dan doliumen berang miik daerah;

b. penelitian werhadap = putusan pengadilen terkait berang
ik dacrah schapal obiek putusan pengadidan yang elah
memperoleh kekuatan huboum tetap dan sudah tidak ada
Upeya hukum Jainnya; den

e penelitian lapangan [on site vigH), jika diperlukan,

Penclitian lapangan dilakukan untuk memasuikain Resesuaian,

artara berang milik daerah yang mignjadi whek  putusan

pengadilan dengan berang milik daerah vamg menjad obgek
pertohonan penghaplsan,

Berdasarkan hoil penelitian, Pengelola Bareng mengajukan

permohonan persetyjuen kepada Bupatl

. Apabila  permohonan  penghapusan barang milk daergh

karcha adanya pulusan pengadilan yang telah memperoleh
keckuatan huloamn tetap dan sudsh tdak ada ypens Bukum
lainnya tidak <Hdsetujuf, Bupat melalul Pengelola Barang
memberitahukan pads Pengguna Barang diseriad  detpan
akvsan .

Apebila permohonen penghipusan bamang millk dasrak
karena adanya putusan pengadien yarg tdah memperoleh
kekunatan hukum tetap dan sudeh tdek ada upava hukum
leinnya  disctujul, Bupatt menerbitkan sural  persetujuan
penghapusan barang mililc dacrah,

Surat  persetujusn  penghapusan barang millk  daerah
memuat data bareng milik daersh yang disetujud unmk
dihe puskan, diantaranya mekpull;

a. Kkodde barang,

b. kode register:

c. nama barang;

d. tehun perolchan;

e, 3pesdikasifidentilas teknis;

[. kondist barang

E jumiah;

h. nilal perglehan;

b nilal buden oniuk barang milk decrah yang  dapat
dilakukan penyusitan: dan

kewajiban  Pengguna  Barang umuk  melaporkan
piksanaan Penghapusan kepada Bupay melalus
Pengelola Barang.

Berdasarkan  persctujuan penghapusan  dari Bupati,
Fengelola Barang menerbitkan keputusan pehghapusan
barang.

Kepulusan penghapusan dari Pengelola menjadi  dasar

L
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Penggnits  Barang /Kuesa Pengguna Barang melakukan
penghapusan barang milik daersh dai Deftar Barang
Fengpuna dan fatan Deftar Barang Kuasa Pengpuna.
Keputusan penghapusan barag mililk dacrah dar Pepgeiok
palmg lama 1 jsatu) bulen diterbitkan oleh Pengelola Berang
seiak tanggal persctujuan penghapusan bareng millk daerah
dai Bapati
Fengguna Bareng mclaporkan penghapusan keépada Bupati
dengan melampirkan kepousan penghapusan barang milik
dasrah,
Berdasarkan keputusan penghapuesan, Pengelola Barang
menghapuskan barang milik dagrah dar Daftar Barang Milk
Draerah,
Perubahan Dafar Barang Pengguna dany/atau Daftar Barang
Kuesa Pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan huokom  tetap  harus
dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan Pengguna Barang dan/atu  Kuasa Penggna
Barang,
Perubahen Deftar Barang Milik Daergh sehagai akibar dari
putusan Mrgadilan yang elah mem peroleh kelouatan hukum
tetap harus dicantumkan dakm laporan semesteran dan
laperan tahunean.
Fenghapusan karema mclaksanakan  ketentuan poraturan
rerindang -undangan diawali defigan pengajuan permchonan
penghapusan barang milik daerab olth Pengguna Harang
kepada Bupati melahui Pengelolz Barang
Permohonan dard Pengguna Barang paling sedikil memuat:
o  peniimbangan dan alasen penghapusan: dan
ki data harang miléc daerah Yarg dimohonkan  uantuk
dihapuskan, yang sekuranghurangnye meliputi tatwm
perciehan, kede barang, kod rcgister, pama barang,
enis, idendtas, kondisi, Iokesi, nilal buly, danfatas nilai
perolehan.
Pengelols,  Barang  mclakukan  penelitian terhadagp
permohenan  penghapusan  bateng mikk  deerah  dari
Penpgunz Barang,
Herdasarkan  penclitian, Pengelola Baang mengajikan
permohonan persetujuan kopada Bupati
Apdbila Bupati metivetujui permohonan karena renghapusan
karcie  melaksanakan Ketentusn  peraturan penudang-
undangat, DBupati menerbitkan  syrat persetujuan
pengha pugan, ‘
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Sural persciujuan penghepusto barang miik dacrah karena
melakaanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
paiing sedikit memuat:

& dela barang milik dasrah yang disetujui  aniuk
thhapuskan, yang schureng-lkurangnys meliputi tahtn
perclehan, kode barang, kode regisier, nama barang,
specifikasi/rdentitas leknis, jenfs, kondizi, jumiah, niler
buku dan/atau nilai perolchan: dan

b, k%ewajban Pengguna Barang untuk  melaporkan
pelaksanaan penghapusan kepeda Bupaii.

Berdasarkan persetujuan Bupati atag Penghapusan BMD

karena melaksanakan ketentuan peraluran  perundang-

undangan, Pengpuna PBamng melakukan penghapusan
barang wmilik daerah dari Daltar Pengpuna Barang danfatau

Datar Bareng Kumsa Pengpuna dengan  berdasarkan

keputusan penghepusan Pengelola Barang,

Keputusan penghapusan barang milik daerah kamcna

melakeanakan kKetentuan perafuran  perundang-undangan

diterbitkan paling lama 1 (satu] bidan oleh Pengelola Barmng
scpk tergeal persetujuan Bupatd.

Pengeuna Hamng melaporkan penghapusan barang milik

dacmah kepada Bupal;, dengan melampirkan kepulusan

penghapuzan yag dikeluarkan oleh Pengelola Batmg

Berdasarkan keputusan penghs pussn karena meigksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang

menghapuskan barang milik daerah dar{ Dafar Barang Milik

Daerah .

Perubaban Dafter Berang Pengguna danfaray Daltar Berang

Ruma Pengguna sébagai alobat dari  melaksanakan

ketentuan peraluran perandangundangan harus

dicamumkan dalam laporan  semesteran dasn  laporan
tzhunen Pemgguna Barang  denfetan Kuasa  Peogpuna

Harfng,

Perubahan Daflar Bararg Milik Deerah sebagai akibar dart

melaksanakan keteniuan petaluran pemndﬂng.undangan

hane dicantumkan dalim leperan semesteran dan laporan
tabunan,

Fenghapusan burang milik daerah karena pemusnahan pada

Penggung Barang dilaskukan olth Pengguna Barang /Kuasa

Penpguna Barang,

Fenghapusan berang millk deerah karena pemusnaban pada

Pengguna Berang dilskukan  setelah Pemgelols  Barang

menerththan keputusan penghapusan berang mitik daerah . ‘
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Keputusan penghapusan  barang milik daerah Kerers

oemusnahan  pads Penggune  Barang  duerbitkan oieh

Pengeloia Barang paling lana 1 jsatu) bulsn seek lengeal

berla acara pemusnahan.

Penprune Bamng menyampaitkan Isporan pengha posan

disampaikan kepeda Bupati dengan melam pirkan kepuiusan

penghapusan dan beriia Bogra pemUsnahan,

Berdasarkan kepoiizan penghaplsan Karshs  permdsnahan

pada Peopruna Barang, Pengelola Barang menghapuskan

barang milik daerah pada Daltar Barang Milik Daerah,

Ferubaban Daflar Bamng Penggana dan/alau Daflar Barang

Kuasa Pengpuns schagal akibal dard pemusnahan  harus

dicenlumkan dalam laperan scmesictan dan laporan

tahunan pengguna berang atau kussa penggunia barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Deerah sebegar akibat dart

permusnahan hars dicantumkan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunar,

Pcnghapusan karena sebab lan dilakukan olch Pengpuna

Barang/Knasa Pengguna Bareng.

Pengguna Barang mengajukan permohonan  pehghapusan

barang millk dacrah kepada Bupali meilslui Penpelola Barang

vang sedikithiya metnual:

A pertimbangan dan elasen penghapusan; dan

b. dals barang milk daerah yeng dimohonkan untyk
dibapuskan, diantarany® Mmcliputt tahun  peroie ham,
kode bareng, kode register, nams barang, jenis,
identites, kondisi, lokasi nilki buly, danfarau nilai
perolehan.

Fermohottan penghapusan barfng milik daerah kareng schakb

lain dapat diajukan karena aksan;

a  hilang karena kecurian;

B terbakar, susut, Menguap, wencair, kadelowarsa, mad
untuk hewan fikan flanaman; ataw

c. keadaan kahar {force mojeural.

Permohenan penghapusan barang milik  dacrah  dengan

Algsan hilang karena kecurian hans dilenghapd:

a surat keterangan dari Kepolislan; dan

b surar keterangan dan Pengguna Baraug/huasa Pengguna
Barang yang sclourang - kurangnya metiuat;
I identitas Pergguna Barang/Kuase Pengguna Barang:
2] ponyataan mengenai 885 kehenaran permaobionan

dan barang milik dacrsh ersebu hitang  karena
kevurian sota tdak dapar diketemukan: dan K



61

G

J perovataan apebia 4 kemudian han  ditcimuken
buldi bahwa penphapusan barang mikk daeah
dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian
dan/atau kesengs |an gar Pcjebat mng
menggunakan; penmanprung jawab  barang  milik
daerah/Pengurnis  Barang 1eraebut, maka tidak
menuatupe kemungkinen kepada yang bersangluatan
ekan dikenalkan sanksi sesuai ketentuan peraturafn
perundang - undangan.

Permohonan  penghapusan bardng milik  deetah  denpan

alasan terbglkar, susal, menguap, mencair, kedaluwarsa,

matl untuk hewan/ikan/tanaman harus dilenglkapi:

a identitas Pengguna Barang/Kuasa Pergpuna Barang

b. permyvatean dori Pengpuna Barang/Kuasa Pomgruna
Barang mengenal kebenaran permohonan yeng diajukan

c pernvataan dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna
Barang bahwa barang milik daersh telah erbakar, susut,
rasnguanp, mencai, kadaluwarsa, mati untizk
hewanfikan/ tanarman: dan

d, sural pomyaiaan sebagaimana dimaleud peda huraf c
dilampiri hasil laporan pemertksaan/penelitian

Permiochonan  penghapusan  barang milik  deerah  detigan

alecan keadaan kahar (firce majetice) hans dilenghkani:

A. sural keterangan dari instAnsi yang berwenarg:

1] mengenan terjadi keadaan kahar [force majeure); aau

2] mengenai kondisi barang terkinl karena keadaan
kahar (force majeurs] den

b permyataan bahwa barang milik daerab tdah  lerkena
keadaan  kahar |foce molews dai Pengguna
Barang/Kuasa Pengpuna Sacang.

Pengetola Barang melaknikan penelitian terhadap

Permobonin penghapusan barang milik deerah karena sehab

laim dar’ Penggune Barang,

Penelitian Penpeiola meliputi:

& pencliuan kelayakan perumbangan dan alesan
permiohonan penghapusan;

b. peneliian data adminigiratil sedikitnya terhadep kode
barang, kode registcr, nama barang, tehun perolehan
spesifi kaslf identitzs barang milk daerah penetapen
siatus  penggunaan. bukd kepemilikan unfuk bamng
milik dacrah  yang harus  dilengkapl dengan  bukmi
kepemilikan, nilal bukw, danfatau milel perolchan; dan ‘
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¢ penelian fmik untdk permohonan penghapusan karena
siasan hilang karena kecurian, terbakar, susut, metguap,
mencair, kKadsluwarea, mati unuk hewan fikan jtanaman;
elav keadaan kabwr force majewrr] jika diperlukan.
Berdasarkan hasll penclitian, Pengelela Barang menggjukan
permohonan persetujuan kepada Bupati untuk penghapusan
barang millk daerah kerena sebab tain,
Apabila permchonatl penghapusan karena sebab lain tdak
disetujui. Buopati memberitahukan kepada Penggunh Barang
melalul Pengeiola Barang disertai dengan alasac.
Apabila permchoran  penghappesan karena  sehab  Bin
diselugui. Bupali menerbitkan sural persetujian
penghapusan barang milik daerah.
Sura persetujuan petghapusan barang milk daerah
sebagalmana dimaksud pada ayat [J memmuat dats barang
milk dacrah wang disetyjui untuk dihapuskan, sang
sehurang - kurangnyg melinuti:

a. kode baranp:

b, kode teglsier.

¢, nama berang;

d.  tahun perclchan;

e gpesil kasyfidentitas telois;
.  kondisi barang ;

g jumiah:

i rilai perolehan:

nilai buku ustuk bm'ang milik daerah yang dﬂpat
dilakukan petiyusutan: dan

) kewgjban Peigpuna Barang  untuk  mda porkan

pelhkeanaan penghapusan kepada Bupeti.

Berdazarkan persetujuan Bupati gas wsul penghapusan
karena sebab lain, Pengelola Barang menctapkan kepulusan
penghapusan paling lama 1 jeulu) bulsn sepk  tanpeal
persetauan .

72.Pengpuna Barang melakukan penghapusan barang milk

(8

daerah dori Daftar Barang Pengguna thn fatau Daftar Barang
Kuasa Penpgguna berdasarkan Kcputusan Penghepusan BMD
karenz. gebab lain,

Pengguna  Barang menyampaikan laporan  penghapusan
kcpada Bupati dengan melampirkan keputUsan penphapusan
barang trilik dacrah karenz sebab lam,

Berdazarkan keputusan penghspusan karena sebab lain
FPengelola Barang menghapuskan bearang milikk deerah dar
Dafiar Barang Millk Deerah.

{



5. Perubshan Daler Barang Pongpuna den fatau Daoftar Barang
Kuasa Pengpuns sdhagai akibat dari sebabh lanm Hmrus
dgicantumkan  dalam  laporan scmestcran  dan  laperan
tahunan  Pengguna  Berang  danfataun  Kuasa Pengguna
Barang.

To. Perubahan Daftar Barang Mitik Daerah sebagai akibal dari
scbab lain harus dicantumkan dalam laperan scmcstcran
dan laporan @b umEn.

C  Poelalzansan Penghapusan Barang Milik Daerah pade Pengelola

Bararg

1  Penghapusan kaena penyershan bareng milk  daerah
kepada Pengguna Bararg dilakukan oleh Penpelola Barang.

2. Penghapusan karena penyerahan barang mitk daerah
kepada Pengpuna Harang dilakuikan  2ewelsh Bupa §
menerbitkan keputusan penghapusan barang milik daerah.

3. Keputusan  penghapusan  barang millk  dacrah karena
penverahan kepada Pengguna Bamng paling lambat 1 {saty)
bulan diterbitkan cleh Bupatli sephk tangpgal Betita Acara
Berah Terima (BAST! penyerahan kepads Fengpuna Bararng.

4. Pengelela Barang tnenyampaskan lsporan  penghapusan
kepailz Buipati dengan melampirkan keputuzan
penghapusan dan  Berita Acora  Serah Terim2 (BASTH
penycrahan kepada, Pengpuna Barang.

5. Berdazsarkan keputusan penghapusan, Pengelola Barang
melatukan penyesusian pencatatan barang milk daergh
pada Dditar Barang Milik Dacrah,

b Perubaban Daktar Barang Pengelole sebagai ekibat dan
penyerahan barang milik deerah kepada Penpgguna Barang
harus dicantumkean delam laporan semesteran den laporan
tahunan pergelola barang.

7. Perubahan Daftar Barang Milkk Deerch sebagaf akabal dard
penyerahan barang milik desrah kepada Fenggpuna Barang
harua dican lumkan datam lapoan semesteran dan laporan
Lahunan.

¥, Penghapusan karera pemindabtanganan sas barang miik
daerah kepada Pihek Lan dilakuken oeh Pengelola Barang,

%, Penghepusan karena pemindahtanganan #as barang mibic
dacrah kepada Pihek Lain dilalokan petelah  Gubernury
Bupailf Walikota  menerhitkan  Kepulusan  penghapugan
barang etk dasrah.

0 Keputusan penghapusan barang itk daerah ]rmr:na‘
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pemindahtanganan ataa barang milik dacrah lkepeda Pihak

Lan paling lam be | (gatu} bulan diterbitkan cleh Gubernue

Bupaty Walikota scpk tarpgal Berita Acara Serah Tetitna

[BAST)

Fengeiola Barang menyampajkan leporan  penghapusan

kepada B upati dengan melampirkan keputusan

penghapusan yang disertal dengan:

2. Risalsh Lelang don Berita Acan Semah Terima [BAST),
gpabie, pemindahtanganan dilakukan dalam  bentuk
penjualan semra fdang

b, Berita Acara Seah  Terima  (BAST), apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjuzlan
anpa, lelang, wmlar menuker dan penperiaan medal
pemernintah daerah; dan

c. Berita Acara Serah Terima (BAST} den neskah hibah,
apabia pemindahtanganan dilakukan  dalam  bentuk
hibeh

Berdasarkan kepuinusan penghfpusan karena  pemindah-

tangatan sas barang milik deerah Kepada Pihak Lain

Fengelola Barmang menghapuskan bameng milik deerah dan

Daftar Barang Milik Daergh,

Perubahan Daltar Barang Pengelola scbagel aliber  dard

pemindahtanganan barang mikk dhereh hane dicgntumkan

dalam B potan barang semesteran dzn tahunan  Pengelola

HBarang.

Perubzhan Daftar Barang Milik Dacmah sebagai aidbat dari

pemindahtanganan baracg milik daersh homgs dicantumkan

dalam leporan barang milik dasrah semesteran dan tahunap,

Penghapusen karena adanya putusan pengadilan sang (elah

mempercieh kelozatan hukum tetap den sudal Hdak ada

upaye hukum Izinnyg dilakitkan cleh Pengelola Barang,

Pengelola  Barang menpgajukan  permohonan  pepghapusan

kepada Bupaltl yang sckurang-kurengnya. memmat:

a pertimbangan dan alasen petighaposan; dan

k. dsta barang milk dacrah yapg dimohenkan  untuk

dihapuskan, sckurang-Furangnya meliputi  ehun
perdlehan, kode barpng, kode register, nama barang
Jemis, identitas. kondisi, lokasi, nilal buky, danfatau nilar
perolehan,

Permmohonan  penghapusan  barane milik gaeraly  kerens

adanys putusan pengadilan  wng  teah  mempercleh

kekuatan hukum tetep dan sudah fkdak ade upaya hukum
lainnya sekuranghurangnya dilengkapd dengan:
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a. salmat/lololopl putusan  pepgadilan yvarng  telah
dilegalisasi/ disahkan oich pejabal bawenang, dan

i fotokopl dokumen kepemilikan atau dokumen saara.

Bupeti melakukan  penelinan lethadap permohonan

penghapusan harang milk daerah deri Pengelola Barang

karema adanya putusan pengadilan yang elah memperoleh
kshkuatan hukum tclap dan sudah ridak ada upay hukum
lainnya.

Penretitian yang dhilakukan olth Penpeloia meliputi:

a  penehbian data dan dokumen barang milik daersh;

k. penchuan terhadap B1 pumwsan  pengadilan  lerkait
barang milik daemh sebagai Ohjek putusan pengadilan
yarg Ielah mempercieh kekuatan hukum tetap dan
sudeh tidak ada upaya hukum lainnya; den

¢ penelitian lapangen pa ste wiefl, jika diperlukan, puna
memastikan kKesesuaian ontera bamang milik daesrah
yang memnjadi obek putusan pengaditan dengan bareng
miik dacrah vang menjadi objck  permohonan
penghapusan,

Dalem bhal permohonan penghapusan barang milik daerah

karena adanya pulisan pengadilan yang telah memperole h

kekletan hukoumn tetap den sudah tdak ada upaye hukum

lainnya bHdak disetujul, Bupati memberitahukan kepada

Pengelola Barang disertai dengan alasan

Dalam hal permohonan penghapusan barang milikc daerah

karena adanya putusan pengadilan yang \clah mempernle h

kekuatan hukum ietap dan sudab Ldak ada Upaya hukitm

lainnye  diserujui, Bupali menerbitkan surat  petsetujuan
penghapusan barang milik decrakh.

Surai pergetujuan penghapusan barang milik daerah karena

adanys puwusan pengadilan  yang telah  memperolch

Rekuatan hukum tewap dan sudah tidek aia upeya hukum

linnya eckuorang-kurenghyva memuat:

a data barang miik daerzh yang disetujui untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya mcliputi kode berang,
krde regsier, nama bararg, tehun  perolehan,
spesifikesl fidentitas teknis, jenis, Kondisi, jumiah nikal
bulny dan/atau ndai perolehan; dan

b kewajban  Pengelola Barang untuk  mela podian
prlaksanaan penghapusan kepada Bupati,

Berdasarkan persetujuan Bupall karena adanya putusan

pengadilan yang telsh memperoich kekuatan hukum telap

dan sudah tidak eda Upaye hbukum lalnnys, Eup,g_tj»‘
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menerbitkan keputusan penpghapusan barang,

. Berdasarkan keputusan penghapusan barang sebagaimana

karena adanya putusan pengadilan yang ielah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan swdah tidek ada upaya hukum

lainnya Pengelola Berang melakukan penghapusan beratg
milik daerah dari NDaftar Barang Pengeiola,
. Keputusarn penghapusan barang milik decah diterbitkan

clehh BupaG karena adanys putusan pengadilan wang tcah
memperoleh  kKekuatan hulam tetap dan sudab tidek eda
warya ukum lainnya palng Bma 1 (saiy) bulkn sejak

tarpenl persetujuan,

- Pengelola. Barang menyampaikan [eporan penghapusan

kepada Bupall dengan melampirkan keputusan
penghepusan barang milik dacrah.

. Herdesarkan  keputusan penghapusan, Pengelola Barang

menghapuskan baramg milk daerah dari Dallar Barang Milik
Daemh.

. Penghapusan hanya dilakukan karena adanya pulusan

pengaditan yang wlah mempercleh kekuatan hukum wiap
dan sudah fidak ada Upaya buloum lamnya,

Perubahan daftar barang Pengeloda scbagai akibal  dari
paiasan  pengadilan yang  telah  memperolel kekuaten
hukum tetap harus dicantummkan dalsm aporan semesteran
dan laporan 1ahunan pengelola barang,

Perubahan Daftar Barang Milik Daerah schagai akibar deri
prtusan.  pentgadiian  yang eish  memperolch  kekuatan
hukum tetap harme dicentumkan dalam lpporan semesteran
dan laporen tahungn.

Penghapusan barang milikk damab karema  melaksanakan
keteriuan peraluran perundang-undangan diawali dengan
mengajukan permohonan penghapusan karane millk daerah
deri Pengelola Barang kepada Bu pati,

- Permohonan  Penghapusan barang millk  dasah  karena

melaksanakan ketentuan  peraturan perundang-undangan

paling sedikit memuat;

8, perimbangan dan elasan penghapusan; dan

b. data barang milik daerah wang dimohonkan untuk
di hapuskan, yeng sekurangkurangnyga melipuli tabun
perolchan, kode barang, wode register, namg barang,
jemis, identltas, kondisi lokasi, nilai buku dan/atau nilag
perolebar:,

Bupati  melakukan  penelitian terhadep  permchonan

penghapusan barang millk daerah dar Pengeloja Barang ‘\~
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Penelitian yang dilakukan Bupal melipute:

& ‘penelitian dota dan dokumen barang milk dgerah;

b. penelitian  terhadap perauran  perundangundangan
terkail barang milik daerah; dan

c. -penelitian lapangan pn =fe wisify jika diperlukan, guna
memeagtkan kesesunian antard barang milk daergh sang
menjadi abjck peraliran perundang.undangan dengan
barang milik daerah yang Menjadi objk permohonan
penghapusan .

Apabila Bupeti menyetwjui hasil penelitian atas permchonan

Pengelola, Bupati  menerbitkan  sure persetujuan

penghapusan,

Surel perstiujuan penghapusan dari Bupat paling sedikil

mismliat ]

a. data  bharang ‘milik dagrah  vang  disetujuwi unmuk
dihapuskan, yang sekurang-kurangma  meliputi | kode
barang, kode register, nama berang, spesifilasifidentitas
teknig, kondisi, jumlah, nilai buky, dan/atau  nilad
perolehan:

b kewdliban  Penpelola  Bararg wmtuk  melaporkan
Pelaksanaan penghapusan kepada Bupati.

Berdasarkan  persetujuan  Bupati, Pengelola Barang

mclakukan penghapusan barang milk dacrah dar Dellsr

Fengelola  Barang  berdasarkan  keputusan penghapusan

B pali,

kepllugan  penghapusan  barang mililk  dacrah karena

melaksanakan ketentan peraturan perundang-undanpan

diterbitkan cieh Bupatl paing lame 1 jsaty} bulan sepk
tanggal persctujuan.

Pengelola.  Barang tnenyampaikan laporan  penghapusan

kepada Bupati dengan melampirkan kepulusan

penghApussn,

Berdasarkan keputusan penghapussn kerena rmelaksanakan

kelentuan peraturan perundangundangan Pengelola Barang

menghapuskan barang milik decrab deri Daftar Barang Milik

Dracmh.

Perubahan Daftar Barang Penpelola sebagai akibat dari

mclekesanalan ketentuan peraturan perundang-undangan

harus dicaniumkan delam laporan scmesteran dan laparan
tabunan pengelola barang.

. Perubahan Daftxr Bararg Milik Dscrah sebagai aldbat dari

melakeanakan keteéntuan peratiran peruidan pundangan
harus dicantumkan dalam Japoran semesleran dan laporan




talnnarn,

43. Penghapusan barang milk daesrah karena pemusnahan pxda

Pengelola Barang dilabukan dengan ketentuan.

44, Penghapusan karema pemusnahan pada Pengelola Barang

dilakukan olsh Pengelola Barang setelah Bupati menerbitkan
keputuzan penghapusan barang milik daerah,

. Keputusan penghapusan  Darang milk  daersh  karena

prriusnaban pada Pengelols Barang diterbitkan oleh Bupat
paling kambat 1 {saiy) bulan sepk ltanggal berdasarkan borka
acara pemusnahan.

- Pengelola  Bararg tmenyampaikan kpoan  penghapusan

kepada Bupsati dengan melampirkan keputusan
penghapusan kerena pemugniahan pada Pengelola Barang.

47.Berdasarkan keputusen penghapusan karma pemusnahan

48,

S0.

=]

52.

22

pAda Pengelola Berang, Pengeldla Barang enghapus kan

barang millk daersh darf Daftar Barang Milik Daerah,

Perubehan Daftar Barang Pengelola schaga! akibat dari

Femiistahan hanm dicantumken dalam laporen semesteran

dan laparan tabunan pengelela barang.

Peritbahan Daftar Barang Milik Daerah sebagai akibat dari

pemuanabien barang milik daersh harus dicaniumkan delarn

laporan semesteran $an laporan tahunan,

Penghapusan karema sehab lain dilakukan wlch Pengelola

Harang.

Fengelola Barang mengajukan  permohonan penghapuean

barang milik doerah kepada Bupal! karcna sebab lain paling

secikit memual:

& pertimbangan dan alasan penighapusan: dan

b date bareng miik dasreh  yang  ditmohonksn  untak
dihapuskan, vang o antaranya mcliputi kade barang,
kode Tegigter, name barang, nomor register, tahun
perode han, spesilikasi, identitas, kondisi barang, lakasi,
nilai bulny, danfateu nilsi porole han,

Permohonan penghapusan barang milik dsergh karena sehgh

[aity dapat diajuktan karena alasan:

#  hilang karme kecuran:

b tetbekar, susul menguap, mencair, kadaluwarsa, mah
urmtuk hewan/ikan/tanaman; danfacag

€.  kendaan kahar ffirce majeure).

Permohenan penghapusan  bareng milikc  daerah dengan

aiasan hilang karena kecurian harus dilenghapi:

a. 3urat Keterangan dari Kepolisian; \'
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b Surai Keterangan darl Pengelola Barang veng sachurang-

knrangnya memuat !

1| identhas Pengeiola Barang:

4] pomyataan mengendl #tés kebenmaran permohonan
dan  barang mikk dacrah tersebad  hilang  karena
kecurian serta tidak dapat diketemukan: dan

3 Permyataan gpabila d kemudian hap ditemukan Wakd
balwa penghapusan barang milik daeral dimaksud
diakibatkan adanya unsur kelalpian  dan/atey
kesengijaan dari  Pejmbal  yang mengEunakan,
penanggung  jawab barang militk  deerah/Pengurus
Barang tersebut, mmka tidak menutup kemungkinan
kepada Yang hersanghulan akan dikenakan  satiksi
sesud ketentuan peraluran peruidang- Undangan.

Fermohonan  penghapusan  barang milik  daerah dengan

aleman terbakar, susul, menguap, mMencair, kadalawarsa,

mat] untuk hewan/ikan /ftanaman harus dilengka pi:

8. identitas Penpelola Bamng;

b. pemYatasn dari Pengelole Barang mengenai kebenaran
peritobonan yang disjukan;

C. perhvatean balmva barang milik daerah telabh, terbajar,
SUsUL,  menguap,. mencair, kadaluwarsa, matd  untok
hewan/ikan /tanaman: dan

d. surat pernyalgan sebegaimana dimaksyud pada, hurul ¢
dillampirt hasil leporan pemeriksaany penelitian.,

Permohonan  penghapusan barang milik  daerds dengan

alagsan keadaan kshar {foree majewrel harus dilengkapi:
&  surat kclerangan dari instansi yang berwenang;
I} ‘mengenal terjadinya keadaan kahar [force majeure);
atan
4] mengenai kondis! barang eridni karena  keadsan
kethar {force maojeurs: don
b. pernyataan bahwa barang milik daersh telah lerkena
keadaan kshar (fove majewe),
Bupali mclakukan  penelitian lerhadap  permohonan
penghapusan barang milik daeral dari Pengelola Barang.
Penelitian yang dilalcukan Bupar meliputi:
4.  penelidan  kelayakan perimbangar,  dan giaszan
permohonan penghapusan;
b. penclitian doa administratil sedikitnyg terthadap tatun
perolehan, spesifikast fidenritas barang milik daereh,
pPenftapan stapra pengpunaan, bukn kepemilikan vntak "
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ol.

B2,

6.

frd,

barang tililk deerah yang haras dilenghapl dengan bukti
kepemilikan, nilai buku, dan/atau nilal perolehan: dan

€. penelitian lisik unluk permohonan penghapusan kareng
alasan  hilang karene  kecuran, terbakar, susat
MEnZUAD, metcair, kadahmwarsa, nsatl untuk
hewan/ikan/tanaman: dan/fatau keadaan kahar force
ma jcure) jika diperlukan.

Apabila permechionan penghepusan karema schab lain tidak

diserujui, Bupati memberitahukan kepada Pengelole Barang

digertan dengan alasan.

Apabla permohonen penghapusan karena sebab lzmin tidak

disetujul  disetujui, Bupati menerbitkan surat persetuuan

Fenighapuzan barang millk daerah

Surat Prsctujuan penghapusan barang milik daerah karena

zehal lain tidak disetujui memust data barang milik dacrak

yurg disetuju untuk dihapuskarn, yang paling  sedikil

mehiputi:

kode barang;

kode register;

nama barang;

lzhun perglchan;

sposif] kadlfidentitas teknis;

Rondisi harang,

Jjumlah;

nile perclehan;

relai  buku  untuk  barang milik  daerzh yang dapat

dilakukon penyusutan: dag

). kewsjiban  Pengelola Barang umtuk  mels porkan
Peledesanaan penghapusan kepada Bupati,

Berdasarkan persemyjuan Bupatl atas penghapusan BMD

karena  sebab  lein tdak  disetujul, Bupat menelapkan

keputiisan perghapusan paling lama | (saty] bulan scpk

Langgal persetujuan,

Pengelole. Bareng melakukan penghapusan barang milik

deerah dari Daliar Barang Pengelola berdagarkan kepatusan

penghapusan BMD karenag schab lain tidek disety jui.

Pengelolz Barang menyam paikan laporan  penghs pusan

kepada Bu pag dergan melampirkan keputusan

Petighapusan barang milik daerah,

Berdasarkan  keputusan penghipusan BMD karema scbhab

bin tidak disetujui, Pengeiols Barang menghapuskan baran

milik deerah dari Dafter RBareng Milk Daerah,

MEm A AL T




B3 Perubahan Daftar Berarg Milik Deerab sshapal akibal derd
sehab lan hans dicantumkan dalam l#poran semesieran
dan lapaan tahunﬂn.t
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